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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena
berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategi (Renstra) Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun
2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan misi Bupati
Luwu Timur Tahun 2025-2029. Renstra ini diharapkan dapat memberikan motivasi
terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif,
bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang
baik (Good Governance).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renstra ini belum
sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai
kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif
sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun
2025-2029 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka

penyusunan Renstra ini.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan
terstruktur dalam menentukan tujuan, strategi dan langkah-langkah yang
diperlukan untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam
suatu wilayah. Perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi
menghadirkan kegagalan dalam pembangunan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
(DPKPP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari
RPJMD 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan
dan subkegiatan pembangunan, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah. Fungsi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan permukiman
secara khusus meliputi beberapa yaitu :

a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan
pertanahan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan
pertanahan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
pasa (7) dan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan
pendekatan perencanaan pembangunan meliputi :




1. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berfikir iimiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas
untuk itu.

2. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini
adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

3. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah
proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon
Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran
dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat
kampanye kedalam rencana pembangunan Jangka Menengah daerah.

4. Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), pendekatan top-
down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana
hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui
musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

5. Holistik-Tematik, pendekatan ini dilaksanakan dengan melihat perencanaan
sebagai satu kesatuan utuh dengan fokus pada tempat dan isu tertentu.
Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh perencanaan
mempertimbangkan seluruh aspek terkait dan tidak hanya fokus pada satu
bagian saja.

6. Integratif, pendekatan ini menyatukan berbagai aspek atau elemen yang
relevan menjadi satu kesatuan yang terpadu yaitu dengan
mempertimbangkan berbagai sektor, isu dan pemangku kepentingan secara
bersamaan dan terintegrasi.

7. Spasial, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek
ruang, lokasi dan fungsi dari berbagai kegiatan dan pembangunan disuatu
wilayah.

Koordinasi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan sangat

penting agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah dan efisien




sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra disusun

mengacu pada RPJMN, RPJMD Propinsi dan RPJMD Kabupaten. Renstra

DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan

memperhatikan keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029.

Sinkronisasi ini dilakukan untuk menjamin integrasi vertikal perencanaan antara

pusat dan daerah.

Adapun proses penyusunan Renstra melalui 6 (enam) tahapan penting
yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renstra yang dimulai dengan pembentukan tim
penyusun Renstra oleh Kepala Perangkat Daerah, sesuai mandat yang
diberikan oleh Kepala Daerah;

2. Penyusunan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Renstra yang mengacu
pada rancangan awal RPJMD Kepala Daerah terpilih sebagai draft awal
untuk bahan dasar yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut;

3. Penyusunan rancangan Renstra dengan mengacu kepada rancangan
RPJMD Kepala Daerah dan dibahas dalam forum perangkat daerah;

4. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;

5. Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra yang mengacu kepada
Ranhir RPJMD dengan melibatkan berbagai stakeholders dari unsur
pemerintah dalam memberikan kontribusi terhadap Renstra.

6. Penetapan Renstra sebagai dokumen resmi melalui Peraturan Kepala
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan.

Renstra DPKPP Tahun 2025-2029, ini disusun dengan memperhatikan
keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Sinkronisasi ini dilakukan untuk menjamin
integrasi vertikal perencanaan antara pusat dan daerah, serta mendorong
pencapaian agenda strategis nasional di tingkat lokal. Keselarasan Visi dan
misi Kepala Daerah, kebijakan nasional seperti RPJMN dan Renstra

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta kondisi aktual dan




permasalahan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang terjadi
di daerah. Selain itu renstra disusun dengan mengacu dan terintegrasi dengan
berbagai dokumen perencanaan teknis dan strategis lainnya di tingkat daerah.
Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, juga
menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan

LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26  Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun




10.

1%

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahu 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Pengaggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (lembaran Negara Rl Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
republik Indonsia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia
(Lembaran Negara R| Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);




12.

13.

14.

15.

16.

A7,

18.

19.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang




20.

21.

22,

23.

24.

25.

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022-2041 (lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun
2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor
322);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341 )
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 154);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044




26.

27.

28.

29.

30.

1.3.

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu timur 103)

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025 Nomor 4);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2)

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 57);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Penyusunan Renstra Dinas, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 berpedoman pada Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 untuk

selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta

sebagai acuan penyusunan dokumen penganggaran yaitu Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang

selanjutnya menjdai dasar penyusunan Rancanangan Anggaran Pendapatan




dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem pembangunan
dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan
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|
| 1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun \
2025-2029 untuk menjabarkan dan melaksanakan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, yang |
terkait dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
Tujuan penyusunan Renstra DPKPP Tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut :
1) Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan serta Program,
Kegiatan dan Subkegiatan DPKPP ke dalam arah kebijakan dan program
pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan

selama periode lima tahun kedepan;




2)

4)

6)

Menjadi pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Strategis DPKPP
Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Kerja DPKPP Kabupaten Luwu
Timur, guna menjamin konsistensi perencanaan dari jangka menengah ke
tahunan;
Menjadi rujukan resmi, dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan
subkegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana
APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya;
Menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dalam
melaksanakan dan mengawal proses pembangunan sesuai dengan tugas,
fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi,
misi, dan program Kepala Daerah.
Menjadi acuan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan
terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program yang
ditetapkan dalam Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-
2029.
Mewujudkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, adil dan
berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan;
Merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang
mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari seluruh

lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

1.5. Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Instrusksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Umum Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, maka
dokumen Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika




BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB.V.

penulisan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun
2025-2026.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Merupakan Bab gambaran pelayanan DPKPP Kabupaten
Luwu Timur yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKPP Kabupaten
Luwu Timur dan permasalahan dan isu strategis perangkat
daerah

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
Merupakan Bab yang paling sedikit memuat tujuan Renstra,
sasaran Renstra, strategis perangkat daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra, dan arah kebijakan Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merupakan bagian yang memuat uraian program, kegiatan
dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu
indikatif. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung
program prioritas pembangunan daerah. Target keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja Utama (IKU)
perangkat daerah. Target kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator
Kinerja Kunci (IKK).

PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial,
kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan




pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.
LAMPIRAN




BAB. Il
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan (DPKPP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04
Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Dinas
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Luwu Timur, selajutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan
diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Struktur Perangkat Daerah. Kemudian diturunkan dengan Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan,
kawasan permukiman dan pertanahan, dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
perumahan, permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan
pengembangan kawasan permukiman;

3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di pertanahan;




4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;

5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu
Timur :

Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Umum dan Keuangan.
Bidang Perumahan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional,
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman, terdiri dari kelompok jabatan fungsional :

e. Bidang Pertanahan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional

f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. Kelompok Jabatan fungsional

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada

gambar berikut :
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Gambar 2.1
Struktur Kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
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Sumber : SubBagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Uraian tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala
Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

perumahan;




b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sarana
prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;,

c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pertanahan;

d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;

e. Pelaksanaan administrasi Dinas;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin
dan  melaksanakan penyiapan bahan dalam  rangka
penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian
perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan, serta
memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua
unsur dalam lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
perundangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan dan kepegawaian,

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum
dan keuangan; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan,

penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, serta mengelola




administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
perundangan.

Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun
bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan
anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan
pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala

Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
penyediaan perumahan;

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perizinan
dan pengawasan tata bangunan;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan

Permukiman




Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai
tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program
dan kegiatan di bidang sarana prasarana dan pengembangan
kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan

tugasnya, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang bangunan
gedung dan prasarana permukiman;

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang
pengembangan kawasan permukiman; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan
urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanahan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
permasalahan dan penertiban tanah;




b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
inventarisasi dan pengadaan tanah;

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah

Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur pada tahun 2025 sebanyak 39 orang
yang terdiri dari 39 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 26 orang laki-
laki dan 13 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.1

Jumiah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2025

No Tingkat Jenis Kelamin Jumlah
Pendidikan Laki-laki Perempuan
1 Strata-2/Strata-3 2 - 2
2 Strata-1/D-4 20 13 33
3 D1-D3 1 - 1
4 SMA - 5 | 3
5 SMP - - -
6 SD ' - : - =
- Jumlah 26 13 | 39

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025
Jenis Kelamin
N

o Pangkat/Golongan Lkl | Perompian Jumiah
1 Pembina Utama Muda/IV-c 1 - 1

2 Pembina TK I/IV-b 1 - 1

3 |Pembina/lV-a 4 - B

4  |Penata TK. I/lll-d 2 3 5

5 |Penata/lll-c 2 - 2




Jenis Kelamin
No Pangkat/Golongan Laki-iaki | Perempuan Jumiah

6 Penata Muda Tk. l/lll-b = = -
7  |Penata Muda/lll-a 11 8 19
8 Pengatur TKI/ll-d 1 - 1

9 |Pengatur/ ll-c - = P
10 |Pengatur Muda TK I/ll-b - - -

11 PPPK 4 2 6
12 PTT

Jumlah 26 13 39
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2025

‘Jenis Kelamin
No Eselon/Staf Jumlah
Laki-laki Perempuan
Eselon Il 1 - 1
2 Eselon Il 4 ' Y
3 Eselon IV - 2 2
Jumlah 5 2 7

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Menurut pendidikan lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana
(S1) sebanyak 33 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 13 perempuan,
selanjutnya tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 2 orang artinya
memiliki potensi yang cukup untuk pemanfaatan SDM dalam
menjalankan tupoksi.

Menurut golongan jabatan lebih didominasi golongan |l sebanyak
26 orang terdiri dari 15 laki-laki dan 11 perempuan. Jumlah pegawai

pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur didominasi jenis kelamin laki-laki
sebanyak 26 orang (66%) dari seluruh jumiah pegawai yaitu 39 orang,

20




2.241.

pengarusutamaan gender tetap menjadi fokus dalam pemberdayaan

Sumber Daya Manusia.
Sarana Pendukung

a. Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki DPKPP dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2025
NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)

1 | Pompa Air 1 57.580.000,00
2 | P.C Unit 3 54.993.000,00
3 [LapTop | 7 | 223.908.270,00 |
4 | Tablet PC 2 32.700.000,00
5 | Hard Disk 1 1.800.000,00
6 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) 2 33.700.000,00
7 [ Printer (Peralatan Personal Komputer) 12 49.824.150,00
8 | Station Wagon 1 365.798.500,00
9 |PickUp 2 855.899.960,00 |
10 | Sepeda Motor 10 300.136.000,00
11 | alat angkutan darat bermotor lainnya 1 28.340.000,00

lainnya (dst)

12 | Mesin Pemotong Plat 1 3.500.000,00
13 | Mesin Gerinda Tangan 1 600.000,00
14 | Mesin Bor Tangan R 1.100.000,00 |
15 | Mesin Pompa air PMK 1 17.004.000,00
16 | Global Positioning System 1 8.000.000,00
17 | Lemari Besi/Metal 2 48.040.000,00
18 | Lemari Kayu 88 270.501.584,00
19 | Filing Cabinet Besi 12 34.544.600,00
20 | Brandkas 1 6.000.000,00
21 | CCTV - Camera Control Television 8 44.946.100,00

71
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NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
System
22 | White Board 2 1.490.000,00
23 | Papan Nama Instansi 77.540.500,00
24 | Papan Pengumuman 98 381.283.000,00
25 | Teralis 4 49.800.000,00
26 | Meja Kerja Kayu 21 32.556.000,00
27 | Tempat Tidur Kayu 42 248.999.268,00
28 | Kasur/Spring Bed 42 184.820.706,00
29 | Kursi Rapat 51 33.770.000,00
30 | Kursi Tamu 2 21.380.000,00
31 | Kursi Biasa 126 81.207.000,00
32 | Bangku Tunggu 6.500.000,00
33 | Meja Komputer 2 880.000,00
34 | Partisi 35.000.000,00
35 | Sofa 43 108.210.414,00
36 | Lemari Es ~6.260.000,00
37 | A.C. Window 10.139.850,00
38 | A.C. Split 59 317.342.900,00
39 | Kompor Gas (Alat Dapur) 1 600.000,00
40 | Teko Listrik 2 6.000.000,00
41 | Tabung Gas 1 400.000,00 |
42 | Treng Air/Tandon Air 4 8.000.000,00
43 | Alat Dapur lainnya 1 1.460.000,00
44 | Televisi 2 43.460.000,00
45 | Sound System 1 24.900.000,00
46 | Camera film 1 19.950.000,00
47 | Tangga Aluminium o 2 5.000.000,00
48 | Dispenser 1 2.000.000,00
49 | Gordyin/Kray 1 59.100.000,00




NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)
50 | Alat Pembantu Kebakaran 3 2.035.464,20
51 | Meja Kerja Pejabat Eselon 2 16.110.000,00
52 | Meja Kerja Pejabat Eselon IlI 3 17.300.000,00
53 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 12.300.000,00
54 | Meja Rapat Pejabat Eselon Il 1 7.400.000,00
55 | Meja Tamu Biasa 42 37.736.034,00
56 | Kursi Kerja Pejabat Eselon llI 8 31.600.000,00
57 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 16 37.200.000,00
58 | Kursi Kerja Pejabat lainnya 11 32.750.000,00
59 | Kursi Rapat Pejabat lainnya 4 2.000.000,00
60 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya 2 1.800.000,00
61 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 3 82.750.000,00
62 | Buffet Kaca 4 9.760.000,00
63 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 5 7.500.000,00
64 | Layar Film/Projector 2 17.117.490,00
' 65 | Theodolite (Peralatan Studio 1 132.400.000,00
Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)
66 | Genset 1 20.000.000,00
67 | recorder display lainnya (dst) 3 11.200.000,00
68 | Theodolite (Peralatan Hidrologi) 1 170.000.000,00
69 | GPS 1 6.000.000,00
70 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 3.660.908.733,66
71 | Bangunan Fasilitas Umum lainnya 1 277.499.387,60
72 | Taman lainnya 2 160.752.000,00
73 | FlatRumah Susun Permanen 2 49.565.856.448,00
74 | Flat/rumah Lain-lain (dst) 3 22.284.720.972,60
75 | Tugu/Tanda Batas Administrasi 1 169.560.000,00
Kepemilikan
76 | Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst) 50 63.559.823,00

£




NO NAMA BARANG JUMLAH NILAI (Rp.)

77 | Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst) 1 127.400.000,00

78 5 Pagar Permanen 2 654.896.520,99

79 | Tugu/tanda batas lainnya 60 156.561.870,00
JUMLAH 925 81.983.640.546,05

Sumber : Sub Bagian Umum DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025
2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib berkaitan pelayanan
dasar dan urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar yang menjadi
jangkauan pelayanan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Gambaran
pelaksanaan tugas tersebut dijabarkan dalam Renstra DPKPP Kabupaten Luwu
Timur periode 2021-2026. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun DPKPP
Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan baik yang
sumber dananya dari APBD maupun dari APBN.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur, yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun
dari tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Rl Nomor 13 tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, SPM bidang
Perumahan Rakyat (SPM PR) adalah Standar Pelayanan Minimal di bidang
perumahan rakyat yang bertujuan untuk memastikan setiap warga Negara
mendapatkan pelayanan dasar perumahan yang layak secara minimal. SPM
PR mencakup jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh
pemerintah daerah. SPM PR untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk

mendapatkan perumahan yang layak huni untuk mewujudkan kualitas hidup

masyarakat, khususnya dalam hal perumahan dapat meningkat.




Jenis pelayanan Dasar dalam SPM PR yang dimaksud:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui rehabilitasi rumah, pembangunan
kembali rumah, pemukiman kembali, atau bantuan akses rumah sewa layak
huni.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yang dilaksanakan
melalui, penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan,
bantuan akses rumah sewa layak huni. Selama 2021-2024 tidak ada |laporan
terkait bencana yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Bupati tentang
status bencana, sehingga tidak ada realisasi untuk pelayanan dasar dalam

SPM PR. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024:

Grafik 2.1
Persentase Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Perumahan DPKPP Tahun 2025

2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Berikut Indikator Kinerja Kunci urusan perumahan kawasan permukiman
dan pertanahan periode Renstra Tahun 2021-2026, disertai dengan hasil
evaluasi capaian pelaksanaan urusan terakhir dari tahun 2020 hingga tahun
2024 :




1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta
kesehatan penghuninya. Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yaitu
ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi
syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2
m) akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak.

Data yang dihimpun DPKPP Kabupaten Luwu Timur menunjukkan
jumlah rumah layak huni dari jumlah 53.581 unit sampai dengan 61.554 unit,
dengan capaian tren flukluatif dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah 100,
103, 105, 104 dan 100, artinya setiap periode terjadi fluatif pembangunan atau
perbaikan rumah yang memenuhi standar kelayakan. Hal ini didukung oleh
kebijakan pemerintah daerah, dengan adanya Bantuan Keuangan Khusus,
yang salah satunya program bedah rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya dengan APBN. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai
dengan 2024 :

Grafik 2.2
Rasio Rumah Layak Huni
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Sumber - Laporan Kineria Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman DPKPP Tahun 2025

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni mengacu pada proporsi atau persentase
dari luas permukiman yang memenuhi kriteria layak huni dibandingkan dengan
total luas permukiman di suatu wilayah. Permukiman layak huni didefinisikan
sebagai permukiman yang memenuhi standar dasar untuk kebutuhan hunian




yang sehat, aman dan layak. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 rasio ini
terus meningkat, yang menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang
memiliki akses terhadap hunian yang layak dan memenuhi standar kehidupan.
Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.3
Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman DPKPP Tahun 2025

3. Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan
kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Yang
diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak
huni terhadap jumlah rumah keseluruhan dalam suatu wilayah tertentu. Terjadi
peningkatan positif antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ini
mencerminkan kemajuan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan
yang layak bagi masyarakat. Berikut diagram capaian selama tahun 2020
sampai dengan 2024 :

Grafik 2.4
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan
Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025




4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau merujuk pada
penyediaan rumah yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan dan
kenyamanan bagi penghuninya, dengan harga yang mampu dijangkau oleh
masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini mengacu pada upaya pemerintah
daerah dan pihak terkait dalam menyediakan rumah layak huni bagi
masyarakat yang membutuhkan. Cakupan ini diperoleh dari perbandingan
rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada
kurun waktu tertentu dengan rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu.
Data cakupan menunjukkan tren awal tahun 2020 sampai dengan 2022 terjadi
peningkatan bertahap, artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses
terhadap rumah layak huni yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka.
Pada tahun 2023 sampai dengan 2024 ada update data, sehingga terlihat
penurunan, hal ini karena adanya perbandingan jumlah rumah tangga MBR
yang sangat signifikan, tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Berikut
diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.5
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman DPKPP Tahun 2025

5. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman vyang tertata adalah pengukuran vyang
menunjukkan proporsi permukiman yang telah diatur dan dikembangkan secara

terencana dan terstruktur. Permukiman yang tertata adalah permukiman yang




telah diatur secara terencana, memiliki tata ruang yang baik, dan dilengkapi
dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, air bersih, drainase
dan fasilitas umum lainnya. Salah satu masalah yang ditangani oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan permukiman adalah
penataan permukiman. Dari tahun 2020 luas permukiman yang tertata baru
seluas 27,89 km? atau baru mencapai 75,74%. Persentase permukiman yang
tertata mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai dengan 2024, dalam
lima periode terakhir menunjukkan adanya kemajuan dalam penataan kawasan
permukiman, secara berkelanjutan dan sesuai standar perencanaan tata ruang.
Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.6
Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase permukiman yang tertata
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman DPKPP Tahun 2025

6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase Lingkungan permukiman kumuh menggambarkan proporsi
wilayah permukiman yang tergolong kumuh dibandingkan dengan total wilayah
permukiman. Lingkungan permukiman dikategorikan sebagai kumuh apabila
tidak memenuhi standar kelayakan hunian, seperti kepadatan bangunan tinggi,
akses jalan sempit, tidak ada atau minim drainase, kekurangan air bersih dan
sanitasi dan bangunan tidak permanen atau berdiri di lahan illegal. Pada tahun
2020 sampai dengan tahun 2024 persentase permukiman kumuh menunjukkan

angka yang sangat rendah, berada di kisaran 0,02% hingga 0,05% dalam




beberapa tahun tersebut, angka ini secara umum mencerminkan kondisi
permukiman yang relative tertata baik, dengan tingkat kekumuhan yang
minimal. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.7
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman DPKPP Tahun 2025

7 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Indikator ini mengukur seberapa besar luasan permukiman kumuh di
kawasan perkotaan dibandingkan dengan total luas kawasan perkotaan ini
penting untuk menilai efektivitas program penataan kota dan perumahan serta
sebagai dasar perencanaan pengentasan kawasan kumuh. Data pada tahun
2020 sampai dengan tahun 2024, menunjukkan fluktuasi tajam dalam
persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Setelah
penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 0,07% pada tahun 2024 terjadi
lonjakan signifikan hingga mencapai 19,36%. Hal ini dikarenakan telah
konsennya Pemerintah Daerah dalam menangani masalah tersebut dengan
melibatkan berbagai stake holder. Berikut diagram capaian selama tahun 2020
sampai dengan 2024 :




Grafik 2.8
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan
Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Indikator ini menunjukkan persentase rumah tangga di kawasan perkotaan
yang tinggal dalam kondisi tidak layak huni, atau berada di lingkungan yang
dikategorikan sebaga kumuh menurut kriteria tertentu. Pada tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024 terlihat adanya tren penurunan proporsi rumah tangga
kumuh. Hal ini mencerminkan keberhasilan program perbaikan permukiman.
Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :

Grafik 2.9
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman DPKPP Tahun 2025
9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan
PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman merupakan indikator yang
menggambarkan sejauh mana suatu wilayah menyediakan kondisi lingkungan
yang mendukung kesehatan masyarakat dan bebas risiko yang




membahayakan, seperti pencemaran, sanitasi buruk dan ketidakteraturan dan
tata ruang. Dari data yang ada antara tahun 2020 sampai tahun 2024,
menunjukkan tren positif dalam peningkatan cakupan lingkungan sehat dan
aman. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dan pihak terkait dalam
membenahi permukiman dan lingkungan melalui pembangunan dan
penyediaan PSU yang lebih baik. Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung
kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat
dan berkelanjutan. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan
2024 .

Grafik 2.10
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan
Kawasan Permukiman DPKPP Tahun 2025

10. Cakupan layanan Pertanahan

Cakupan layanan pertanahan terdiri dari 3 indikator yaitu :

a) Persentase Luas Lahan Bersertifikat, data menunjukkan bahwa telah
terjadi kemajuan yang signifikan dalam hal sertifikasi lahan, terutama
pada tahun 2022. Namun, pada 2 (dua) tahun terakhir 2023 dan 2024,
progress mengalami perlambatan. DPKPP Kabupaten Luwu Timur
melakukan upaya lanjutan untuk menyelesaikan hambatan
administratif, hukum atau teknis agar target lahan bersertifikat dapat
terus meningkat dan mendukung kepastian hukum kepemilikan tanah.

Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :
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Grafik 2.11
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP Tahun 2025

b) Penyelesaian Kasus Tanah Negara, seluruh kasus tanah negara yang
didaftarkan dapat ditangani secara keseluruhan. Tetapi tidak menjamin
bahwa seluruh tanah negara di Kabupaten Luwu Timur aman dari
permasalahan, mengingat masih ada kasus tanah negara yang tidak
terlaporkan. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai
dengan 2024 :

Grafik 2.12
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP Tahun 2025
c) Penyelesaian lzin Lokasi, seluruh permohonan izin lokasi telah
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ditindaklanjuti. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai
dengan 2024 :




Grafik 2.13
Penyelesaian lzin Lokasi
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Sumber : Laporan Kinerja Bidang Pertanahan DPKPP Tahun 2025

Cakupan layanan pertanahan mengalami peningkatan setiap tahunnya
dari 2020 s.d 2024 walaupun tidak terlalu siginifikan.

Berikut Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur periode
Renstra 2021-2026, disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan
dari tahun 2020 hingga tahun 2024 :

1. Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni terhadap
Total Rumah
Persentase penurunan jumlah rumah dari tahun 2021 hingga 2024 ada
peningkatan besar dalam realisasi disbanding target, terutama pada tahun
2021 dan 2022. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pendekatan yang lebih
realistis, meskipun capain tetap tinggi. Tren menunjukkan adanya upaya
perbaikan signifikan dalam mengurangi rumah tidak layak huni. Berikut
diagram capaian selama tahun 2020 sampai dengan 2024 :




Grafik 2.14
Persentase Penurunan Jumlah Rumah tidak Layak Huni terhadap Total Rumah
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2. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Di Bawah 10 Ha yang
Tertangani
Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani,
dar tahun 2021 hingga 2024, ada kesenjangan besar antara target dan
realisasi di 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan
drastic, mendekati target. Upaya penanganan kawasan kumuh lebih efektif
pada tahun 2024, hal ini karena berjalannya dengan baik kolaborasi dengan
stake holder terkait. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai

dengan 2024 :
Grafik 2.15
Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani

farget, Realisasi, dan Capaian Penanganan Kawasan Kumuh < 10 ha




3. Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah sangat baik, hal
ini karena pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah sangat baik dan
konsisten, selalu mencapai atau melebihi target. Pada tahun 2020 sampai
tahun 2024 menunjukkan pemanfaatan lebih tinggi dari yang direncanakan.
Data ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaa aset tanah milik
Pemerintah Daerah. Berikut diagram capaian selama tahun 2020 sampai
dengan 2024 :
Grafik 2.16
Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
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Pencapaian kinerja pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur berdasarkan
target Rencana strategis Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :




Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

NO.

INDIKATOR KINERJA
SESUAI TUGAS DAN
FUNGSI SKPD

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN RENSTRA 2021-2026

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Persentase warga negara
korban bencana
Kabupaten/Kota yang
memperoleh  rumah layak
huni

100

Persentase warga negara
yang terkena relokasi akibat
program Kabupaten/kota
yang memperoleh fasllitasi
penyediaan rumah yang
layak huni

100

100

100

100

100

100

- 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Rasio rumah layak huni

Nilal

0,177

0,177

0,180

0,183

0,189

0,177

0,183

0,19

0,19

0,19

100

103

105

104

100

Rasio permukiman layak
huni

Nilai

0,757

0,757

0,76

0,763

0,766

0,750

0,930

0,948

0,954

0,997

123

125

125

130

Cakupan ketersediaan
rumah layak huni

86,65

86,65

87,35

88,05

88,75

86,65

87,50

89,05

89,28

92,02

101

101

Cakupan layanan rumah
layak huni yang terjangkau

58,12

Persentase permukiman
yang tertata

Persentase lingkungan
pemukiman kumuh

75,74

0,04

59,62

76,04

61,12

7634

6262

76,64

0,04

0.05

0,05

58,12

61,33

75,74

93,37

0,04

0,04

13,79
95,44

0,04

15,05

99 66

106

123

0,05

100

23
125

80

Persentase luasan
permukiman kumuh
kawasan perkotaan

2,24

224

2,19

2,14

2,09

2,21

0,07

2,M

2,32

19,36

124

108

10

Proporsi rumah tangga
kumuh perkotaan

13,35

13,35

13,2

13,056

12,9

13,35

12,50

12,03

13,13

100

91

101

423

1

Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman di dukung
dengan PSU

67,72

21,05

421

61,4

80,7

67,72

70,08

70,87

87,50

78,74

100

333

168

142,51

98




INDIKATOR KINERJA
NO. SESUAI TUGAS DAN SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN RENSTRA 2021-2026
FUNGSI SKPD 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 2023 2024
12 | Persentase luas lahan % 100 100 100 100 100 39,65 41,56 59,94 60,72 60,81 40 42 60 61 61
bersertifikat
13 Penyelesaian kasus tanah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Negara
14| Penyelesaian izin lokasi % 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100 100
IKU
1. Persentase penurunan % na 1,66 1,66 6,62 6,23 na 12,25 11,99 6,23 5,61 n.a 737,99 | 722,31 9411 90,05
jumlah rumah tidak layak
huni terhadap total rumah
2. Persentase kawasan kumuh % na 24,94 2494 43,88 43,88 na 0,07 0,07 2,32 42 94 na 24,94 0,30 5,29 97,04
Kabupaten di bawah 10 Ha
yang tertangani
3. Persentase pemanfaatan % 100 95 100 100 85 100 100 100 100 100 100 105,26 100 100 105,26
tanah milik Pemerintah
Daerah




2.4 Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua
hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Pendapatan asli daerah yang dipungut pada DPKPP Kabupaten
Luwu Timur yaitu retribusi daerah. Capaian realisasi pendapatan daerah DPKPP
Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan tren stagnan atau
tidak mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor internal maupun
eksternal yang mempengaruhi kinerja pendapatan secara keseluruhan. Salah satunya
adalah kendala operasional, keterbatasan layanan dan sumber daya pada DPKPP
Kabupaten Luwu Timur,

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2024
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

NO URAIAN TARGET PADA TAHUN KE- (Rp.) REALISAS| PADA TAHUN KE- (Rp.)
2021 2022 2023 2024 2021 | 2022 2023 2024
1. | Pendapatan 0 151.200.000 | 604.800.000 | 739.200.000 0 0| 129.800.000 | 202,322.000

Belanja Daaerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
pada pasal 1 menyebutkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang diakui sebgai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja DPKPP
selama periode 2021 hingga 2024, terjadi tren penurunan yang signifikan baik
dari sisi anggaran maupun realisasi belanja, khususnya pada pos belanja
operasi dan belanja modal. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian kebijakan
fiskal, efisiensi anggaran, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam
mengakomodasi kebutuhan belanja yang meningkat.




Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kab. Luwu Timur

Tabel 2.7

ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI PADA TAHUN KE-
NO. URAIAN
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 Belanja 2298287422 2.298.287.422,00
Tidak
Langsung
2 | Belanja 25.261.900.337 24.041.218.500,34
Langsung
3 | Belanja 41.119.518.770 | 32.856.221.100 | 7.714.655209 | 5772.938.748 39.039.429.548,38 | 31.849.703.787,80 | 6.839.647.945,00 | 4.812.331.761,00
Operasi
4 | Belanja 28.190.309.446 | 27.402.832.839 | 40.913.234.391 | 24.356.862 952 27.366.797.974,73 | 26.883.591.828,80 | 40.213.842. 026,48 | 21.088.965.043,41
Modal
JUMLAH | 27.560.187.759 | 69.309.828.216 | 60.259.053.939 | 48.627.889.600 | 30.139.801.700 | 26.339.505.922 | 66.406.227.523,11 | 58.733.205.616,60 | 47.053.489.971,48 | 25.901.296.804.41




2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran untuk layanan perumahan, kawasan permukiman dan

pertanahan mencakup pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi

fokus pelayanan, pembangunan atau pemberdayaan adalah :

a.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah individu atau
keluarga dengan penghasilan di bawah batas tertentu, yang tidak
mampu memperoleh rumah layak secara komersial. Sasaran
programnya yaitu bedah rumah, bantuan rumah subsidi, bantuan

stimulant perumahan swadaya dan rumah susun sederhana sewa.

. Penduduk di permukiman kumuh adalah warga yang tinggal di

lingkungan dengan infrastruktur dan sanitasi yang tidak layak. Sasaran
programnya yaitu penataan kawasan kumuh, penyediaan Prasarana
Sarana dan Utilitas Umum (PSU), rehabilitasi atau perbaikan rumah

dan lingkungan dan pengembangan kawasan permukiman.

. Korban bencana atau masyarakat yang direlokasi, sasaran programnya

yaitu pembangunan hunian tetap dan penyediaan lahan dan PSU

pasca bencana.

. Perangkat daerah sebagai pelaksana teknis di lapangan yang

memeriukan dukungan pelayanan pertanahan. Sasaran programnya
yaitu pengadaan tanah, penetapan izin lokasi, legalitas tanah dan
pengamanan tanah.

Pengembang atau pelaku usaha di sektor perumahan sasaran program
yaitu kebijakan dan regulasi untuk mendorong pembangunan rumah

layak terutama untuk MBR.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Adapun mitra DPKPP Kabupaten Luwu Timur dalam pemberian

pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah :

a. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berperan

dalam pembinaan teknis, bantuan stimulan, program perumahan
rakyat, penataan permukiman kumuh dan PSU.




b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) berperan dalam sertifikasi tanah, fasilitasi penyelesaian
konflik agraria, Program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

c. Perangkat Daerah sebagai mitra yang berkolaborasi dengan DPKPP

Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian indikator kinerja utama.

d. Perbankan sebagai mitra dalam pembiayaan perumahan dan

penyaluran bantuan.

e. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kolaborasi penataan administrasi
permukiman dan tanah di tingkat lokal, pendataan rumah tidak layak
huni (RTLH) dan mediasi sengketa tanah lokal.

2.7 Permasalahan Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur

Permasalahan pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang dihadapi
saat ini. Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok,
masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat
makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan
dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal-hal yang harus dicari
penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam
bentuk strategi-strategi khusus dan akar masalah adalah hal-hal yang harus
dicari penyebab dari maslah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar
masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan. Adapun identifikasi
permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Identifikasi Masalah
MASALAH
POKOK MASALAH AKAR MASALAH

Keterbatasan | Masih terjadinya kesenjangan Belum optimalinya SOP dan
akses hunian | pemenuhan kebutuhan perumahan kebijakan penanganan
layak, (backlog) kawasan kumuh dan
terjangka_tu dan perumahan
berkelanjutan  "Bgluym maksimainya pengentasan | kurangnya sinergitas antara

Rumah Tidak layak Huni (RTLH) perangkat daerah terkait

Belum optimalnya kawasan kumuh




2.8 Isu Strategis

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pada
DPKPP Kabupaten Luwu Timur ditinjau dari gambaran pelayanan dan isu yang
berkembang saat ini. Ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada
penentuan fokus arah kegiatan sektor perumahan, kawasan permukiman dan
pertanahan yang menjadi perhatian dalam menentukan strategi dan kebijakan

untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Berikut isu
strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur :




Tabel 2.9

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

tenaga kerja yang akan
datang dan berdampak
pada kebutuhan hunian
yang lebih banyak

POTENSI DAERAH ISU KIS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD | o/ cro o oo
YANG MENJADI PERMASALAHAN PD
KEWENANGAN PD KELEVAN e
DENGAN PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7
Besarnya peluang | Masih terjadinya kesenjangan Ketimpangan | Tuntutan atas | Peningkatan Masih tingginya korban | Backlog
peminatan investasi di | pemenuhan kebutuhan perumahan | ekonomi dan | pembangunan | kawasan kumuh | bencana dan rumah | perumahan  dan
bidang perumahan (backlog) keterbatasan berkelanjutan di perkotaan tangga pada kawasan | permukiman
infrstruktur (7) | (Tujuan kumuh  yang  belum
Pembangunan menempali hunian layak,
Berkelanjutan terjangkau dan
No. TPB 11 berkelanjutan
yaitu Kota dan
permukiman
- | berkelanjutan) __
Berkembangnya Belum maksimalnya pengentasan Masih tingginya backlog | Tata Ruang
industri  ekstraktif di | Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perumahan
Luwu  Timur menjadi
peluang banyaknya

Masih lemahnya sinkronisasi
penanganan kawasan kumuh antar
Perangkat Daerah terkait

Ketersediaan Sistem
data dan informasi
perumahan, kawasan
permukiman dan

pertanahan

Hunian pendukung
Kawasan industri




POTENSI DAERAH
YANG MENJADI
KEWENANGAN PD

PERMASALAHAN PD

ISU KLHS
YANG
RELEVAN
DENGAN PD

ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD

-

NASIONAL

REGIONAL

ISU STRATEGIS
PD

Luwu  Timur memiliki
lahan yang luas dan
beragam, yang dapat
dimanfaatkan untuk

Masih terdapat tumpang tindih
kewenangan antar PD dalam
penanganan perumahan dan
kawasan permukiman

Bencana alam
yang semakin
sering lerjadi

Masih terdapat kawasan
permukiman yang belum
didukung oleh
Prasarana, Sarana, dan

pengembangan Utilitas Umum  (PSU)
perumahan dan permukiman
permukiman
Kurang peningkatan kapasitas SDM | Ketimpangan Belum optimalnya
akses rumah | Pengembang
untuk Masyarakat | Perumahan yang
Berpenghasilan tersertifikasi dan
Rendah (MBR) terregistrasi di  Bidang
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Meningkatnya permasalahan Alih fungsi lahan | Belum optimalnya | Belum optimalnya
sengketa tanah yang harus secara masif fasilitasi pertanahan | fasilitasi

difasilitasi

antara lain pengadaan
tanah, redistribusi tanah,
sengketa tanah, dan
penatagunaan tanah

redistribusi tanah

Permasalahan
pertanahan dan
legalitas aset




-
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BAB. llI
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun. Tujuan disusun berdasarkan hasil potensi dan permasalahan yang akan
dihadapi dalam rangka mewujudkan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan mengacu kepada pernyataan
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sehingga
rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di
masa mendatang. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan atau
kondisi daerah yang diinginkan terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil
pembangunan selama 5 (lima) tahun. Keselarasan Visi RPJMD Nasional,
Propinsi dan Kabupaten tersajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Keselarasan Visi Nasional, Propinsi dan Kabupaten

No. | Visi RPJMN Nasional Visi RPJMD Propinsi Visi RPJMD |
2025-2029 Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu i
Tahun 2025-2029 Timur Tahun |
2025-2029 ‘
1. | Bersama Indonesia | Sulawesi Selatan Maju | Luwu Timur Maju |
Maju Menuju Indonesia | dan Berkarakter dan Sejahtera
| Emas 2045 |

Misi dalam RPJMD dipahami sebagai upaya umum vyang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi ini juga merupakan kerangka
strategis yang akan diterjemahkan ke dalam tujuan pembangunan yang terukur,
sasaran pembangunan yang spesifik, strategi pencapaian yang efektif, serta
program-program prioritas yang mampu menjawab permaslahan aktual di
masyarakat. Adapun keselarasan rumusasn misi, tujuan dan sasaran, disajikan
dalam tabel berikut :




Tabel 3.2

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Luwu Timur

Visi Misi Tujuan Sasaran
Luwu Timur | Meningkatnya Meningkatkan | Meningkatnya
Maju dan | sumber daya | kualitas  dan | kualitas pendidikan
Sejahtera | yang berkualitas, | daya saing | masyarakat (S1)
berbudaya dan | sumber daya Meningkatnya
berdaya  saing | manusia (T1) | derajat kesehatan
(M1) masyarakat (S2)
Meningkatnya
kesejahteraan social
dan kualitas
keluarga (S3)
Meningkatnya
kualitas  kehidupan
beragama dan
pemajuan
: kebudayaan (4)
| Meningkatkan Meningkatnya | Meningkatnya
daya saing | produktivitas transformasi struktur
ekonomi  untuk | perekonomian | perekonomian
pertumbuhan daerah secara | daerah (S5)
yang berkualitas | merata (T2) Meningkatnya nilai
(M2) tambah ekonomi
berbasis UMKM dan
ekosistem ekonomi
kreatif (S6)
Meningkatnya
ketahanan pangan
daerah (S7)
Mempercepat Terciptanya Meningkatnya




Visi Misi Tujuan Sasaran
pertumbuhan konektivitas keterjangkauan I
' dan wilayah untuk K masyarakat terhadap
pengembangan | pelayanan pelayanan dasar
wilayah yang | dasar dan | (S8)
merata dan | aktivitas Meningkatnya
| berkeadilan (M3) | ekonomi (T3) | kualitas infrstruktur
daerah (S9)
Meningkatnya | Meningkatnya
perkembangan | kualitas tata kelola

desa sebagai
pusat
pelayanan dan

Pemerintahan dan
usaha ekonomi desa
(S10)

pertumbuhan
ekonomi (T4)
Meningkatnya Meningkatnya | Terkelolanya
pengelolaan kualitas sumberdaya  alam
Sumber Daya | lingkungan secara berkelanjutan
Alam dan | hidup dan | dan terintegrasi
Lingkungan ketahanan (S11)
hidup yang | ekologi ((T5) Meningkatnya
terintegrasi (M4) ketahanan  daerah
terhadap  bencana
dan dampak
perubahan iklim
(S12)
Mewujudkan tata | Terwujudnya Meningkatnya
kelola tata kelola | akuntabilitas
Pemerintahan Pemerintahan | Pemerintahan
yang melayani | berintegritas Daerah (S13)
efektif, efisien | dan adaptif
dan bersih | (T6)




| RENCANA STRATEGLS (RENSTRA) DINAS P

WMAN m W 'rmm
Visi Misi Tujuan Sasaran
- melalui - - N
: | transformasi ‘
|  digital (M5) \

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur, Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, keterkaitan dengan
penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

dijabarkan sebagai berikut :

Visi . Luwu Timur Maju dan Sejahtera

Misi Ke-3 . Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan
wilayah yang merata dan berkeadilan, dengan
tujuan Terciptanya Konektivitas Wilayah untuk
Pelayanan Dasar dan Aktivitas Ekonomi (T3)

Misi Ke-5 . Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang
melayani efektif, efisien dan bersin melalui
transformasi digital, dengan tujuan Terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan Berintegrasi dan
Adaptif (T6).

Dengan merujuk pada kerangka tersebut di atas, tujuan Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025-2029, ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan Pummahgaﬁ(mm Permukiman
yang Layak Huni, terfjangkau dan Layanan

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke
dalam tujuan jangka menengah DPKPP Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan

tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel berikut :




Tabel 3.3

Penjabaran Keterkaitan RPJMD dalam Tujuan Jangka Menengah
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

RPJMD RENSTRA
Misi Tujuan Sasaran Tujuan
1 2 3 4
Mempercepat Terciptanya Meningkatnya Mewujudkan
pertumbuhan dan | konektivitas kualitas infrstruktur | perumahan,
pengembangan wilayah untuk | daerah (S9) kawasan

| wilayah yang merata
| dan berkeadilan (M3)

JMjﬂ&kan tata
kelola Pemerintahan
yang melayani
efektif, efisien dan
: bersih melalui
transformasi  digital
I(NTFJ)

pelayanan dasar
dan aktivitas

ekonomi (T3)

' Terwujudnya tata

kelola
pemerintahan
berintegrasi dan

' adaptif (T6)

Meningkatnya
akuntabilitas
Pemerintahan
daerah (S13)

permukiman yang
layak huni,
terjangkau  dan
layanan
pertanahan

berkelanjutan

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal

yang diperlukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab

isu strategis dan permasalahan pelayanan perangkat daerah. Rumusan tujuan

diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah

yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Selanjutnya diturunkan ke

sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur.

Sasaran adalah hasil

yang diharapkan dari

suatu

tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan
sasaran Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :




Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPKPP

; TARGET TAHUN
NSPK TUJUAN SASARAN INDIKATOR | SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET.
(1) (2) (©) “4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
Undang-Undang | TUJUAN Persentase % 70,61 71,69 73,28 75,86 80,77 93,74
Nomor 1 Tahun | Mewujudkan pemenuhan
2011 tentang | perumahan, infrastruktur
Perumahan dan | kawasan perumahan,
Kawasan permukiman kawasan
Permukiman yang layak huni, ‘ permukiman
terjiangkau dan dan
layanan pemanfaatan
pertanahan tanah milik
berkelanjutan Pemerintahan
- Daerah
|
Peraturan SASARAN 1 ersentase % 16,80 19,17 23,71 31,08 4510 82,16
Pemerintah Meningkatnya | penanganan
Nomor 14 tahun penanganan rumah tidak
2016 tentang perumahan dan | layak huni
Penyelenggaraan pengembangan |
Perumahan dan kawasan
Kawasan permukiman
Permukiman serta tata kelola
pertanahan |
Persentase % 99,945 | 99,946 | 99,947 | 99,948 | 99,949 | 9995
kawasan layak
L — . | huni I . N o -




TARGET TAHUN

NSPK TUJUAN SASARAN INDIKATOR | SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KET.
Persentase % 100 100 100 100 100 100
- pemanfaatan
tanah milik
Pemerintah
. Daerah | e S - — . __
SASARAN 2 : Nilai AKIP
Meningkatnya Perangkat
Akuntabilitas Daerah
Dinas _— 71,35 71,85 72,35 71,85
Perumahan, Nilai | “Bg)y | @®B) |2®®| BB | BB |'°EB
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan




Berdasarkan tabel di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra
DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 adalah sebagai berikut :
TUJUAN | :

Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni,
terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan

Tujuan ini merupakan arah besar pembangunan bidang
perumahan, permukiman dan pertanahan, untuk mewujudkan
penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi
masyarakat yang merupakan salah satu prioritas pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
mengurangi ketimpangan social-ekonomi. Dalam konteks tersebut,
Pemerintah telah menetapkan target berupa pembangunan 3 juta
unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai
bagian dari Program Startegis Nasional (PSN) di bidang perumahan
dan kawasan permukiman. Pencapaian target ini memerlukan
dukungan kebijakan yang terkoordinasi dan integrative antar sektor
serta sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Sebagai wujud komitmen lintas sektor dalam mempercepat
realisasi program tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU),
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). SKB ini merupakan
dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah, yang
mengatur penghapusan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG bagi
MBR, serta percepatan proses penerbitan PBG untuk mendukung
pembangunan tiga juta rumah bagi MBR. Pemberian Tiga Juta
rumah, berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta
rumah di perkotaan, 1 juta rumah di Perdesaan dan 1 Juta Rumah di
Pesisir. Menindak lanjuti arahan tersebut, pembangunan dan

renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi

rumah oleh Daerah, secara swadaya, gotong royong dengan




pengusaha melalui CSR dan oleh pengembang/developer serta
penyiapan lahan dengan tanah Negara dengan dukungan ATR/BPN.
Dengan tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat, terciptanya
lingkungan permukiman yang sehat, rapi aman dan nyaman serta
pengelolaan data dan administrasi pertananahan secara terbuka,
akuntabel dan berkelanjutan.

Persentase pemenuhan infrastruktur perumahan, kawasan
permukiman dan pemanfaatan tanah milih Pemerintah Daerah,
dinilai berdasarkan komponen penyusun yaitu Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) yang tertangani, total RTLH, luas kawasan kumuh
dibawah 10 Ha yang ditangani, luas kawasan kumuh di bawah 10
Ha, luas tanah yang dimanfaatkan dan luasan tanah yang menjadi
aset Pemerintah Daerah. Persentase layanan akan mengalami
penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan komponen
tersebut. Komponen-komponen ini sebagai alat ukur capaian kinerja,

yang menjadi dasar evaluasi kinerja dan menyusun kebijakan

perbaikan
Tabel 3.5
Penjelasan Indikator Tujuan

. Indikator | Definisi/Penjelasan Relevansi Formula/Rumus | Sumber
~ Kinerja Menggambarkan | Perbandingan Data
| Kondisi
Persentase | Merupakan ukuran | Indikator ini juga | (Persentase Data
pemenuhan | kuantitatif dalam | digunakan untuk | penanganan | Kinerja
infrastruktur | bentuk skor/nilai | memberikan rumah tidak layak | Bidang
| perumahan, |yang menunjukkan | gambaran kondisi | huni X | pada
kawasan tingkat kualitas | aktual 35%)+(Persentase | DPKPP
permukiman | layanan yang | masyarakat penanganan Kab.
dan diberikan PD terkait | dalam hal tempat | kawasan kumuh di | Luwu
pemanfaatan | dalam penyediaan | tinggal, bawah 10 Ha x | Timur
tanah  milih | dan pengelolaan | lingkungan dan | 35%)+ [
Pemerintah | Prasarana, Sarana | akses terhadap | (Persentase
Daerah dan Utilitas (PSU) | hak atas tanah. | pemanfaatan




Indikator | Definisi/Penjelasan Relevansi Formula/Rumus | Sumber |
Kinerja Menggambarkan | Perbandingan Data
i Kondisi
perumahan, Ini bukan sekedar | tanah milikj'
pengembangan angka, tetapi | Pemerintah
kawasan cerminan nyata | Daerah x 30%) |
permukiman dan | dari kualitas
tata kelola | pembangunan
pertanahan 'dan  pelayanan
perumahan,
kawasan
permukiman dan
pertanahan
» Sasaran | :
Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan

Kawasan Permukiman serta Tata Kelola Pertanahan

Sasaran strategis DPKPP ditetapkan karena dianggap relevan dengan
sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah (S9).
Indikator ini relevan dengan 3 (tiga) indikator sasaran Renstra DPKPP
Kabupaten Luwu Timur yaitu ;

1) Persentase penanganan rumah tidak layak huni

2) Persentase kawasan layak huni

3) Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah

Untuk pencapaian pada sasaran ini dibutuhkan kombinasi-kombinasi
yang mendukung tercapainya indikator tersebut. Terpenuhinya indikator
ini, maka akan terwujud perumahan dan permukiman yang layak huni
yang berkelanjutan dengan ketersediaan hunian layak dan infrstruktur
layanan dasar. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan variebal-
variebal antara lain seluruh rumah tidak layak huni, kawasan
permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani, pemanfaatan tanah

milik daerah. Penurunan rumah layak huni dilakukan dengan kegiatan-

kegaiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni




dengan program 3 juta rumah, berupa pembangunan dan renovasi.
Strategi pembangunan rumah susun terutama untuk MBR dan ASN,
pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan
program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dan kebutuhan
khusus lainnya, penangananan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi
MBR serta pemberian bantuan PSU. Indikator kawasan layak huni
dilakukan, dengan peningkatan koordinasi dalam pemanfaatan lahan
perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien selain
itu melakukan penanganan -bersifat skala kawasan sehingga lebih cepat
dalam penurunan luasan kawasan kumuh. Yang dapat dicapai jika
meningkatkan kapasitas daerah melalui pemanfataan tanah milik
Pemerintah Daerah yaitu pemenuhan pelayanan urusan pertanahan
dengan menyediakan sistem yang harmonis dengan memanfaatkan
teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi
antar stakeholder dalam rangka memperkuat pelayanan pertanahan
terutama terkait penyediaan tanah untuk fasilitas umum.




Tabel 3.6

Penjelasan Sasaran Indikator Teknis

huni karena tidak memenubhi
persyaratan untuk hunian-hunian
baik secara teknis maupun non
teknis. Kriteria spesifik untuk

rumah layak huni mencakup

pesisir dan kebutuhan khusus lainnya,
penangananan rumah tidak layak huni
(RTLH) bagi MBR serta pemberian
bantuan PSU. Dibutuhkan kerjasama
antar berbagai stakeholder antara lain

NO. URAIAN DEFINISI RELEVANS| MENGGAMBARKAN FORMULASI SUMBER
KONDISI DATA
1. | Persentase Penanganan rumah tidak layak | Penurunan rumah tidak layak huni | (RTLH yang | Data kinerja
penanganan huni merujuk pada pengukuran | dilakukan dengan kegiatan-kegiatan | ditangani bidang |
rumah tidak | atau penghitungan yang | yang dapat mengoptimalkan | pada tahun | perumahan
layak huni digunakan untuk menentukan | penyediaan rumah layak huni dengan | N/ jumlah | dan bidang |
seberapa besar pengurangan | melanjutkan program 3 juta rumah | RTLH pada | sarana .
jumiah rumah yang dianggap | program Nasional dengan strategi | tahun N) x | prasarana dan
tidak layak huni dibandingkan | pembangunan rumah susun terutama | 100% pengembangan |
dengan total jumlah rumah yang | untuk MBR dan ASN, pembangunan kawasan
ada dalam suatu wilayah tertentu. | rumah  khusus bagi masyarakat permukiman l
RTLH adalah suatu hunian atau | terdampak bencana dan program |
tempat tinggal yang tidak layak | pembangunan pemerintah, wilayah




ERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

NO.

DEFINISI

struktur bangunan yang kokoh

dan aman, ketersediaan luas

yang
semua penghuni (minimal 7,2 m?

ruangan cukup untuk
per orang), akses air bersih dan
sanitasi yang memadai, ventilasi
yang
luas

dan pencahayaan alami
10%
lantai untuk cahaya dan 5% untuk

cukup (setidaknya

penghawaan), serta lingkungan
sekitar yang aman dan nyaman.
Sebab akibat dari RTLH yaitu

tidak memenubhi syarat

kesehatan, teknis, sosial dan

keamanan

Persentase
kawasan layak

huni

adalah

yang
memberikan kenyamanan dan

Kawasan layak huni

lingkungan atau kota

RELEVANS| MENGGAMBARKAN
KONDISI
PUPR terkait layanan keciptakaryaan

air minum, sanitasi, drainase, izin
mendirikan bangunan, Dinas
Lingkungan Hidup program

persampahan, Dinas Kesehatan pada
program pemberdayaan masyarakat
dalam upaya pengembangan dan

pelaksanaan kesehatan bersumber
daya masyarakat
Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan

Badan

kegiatan Sanitasi
Penanggulangan  Bencana
Daerah pada program penanggulangan
bencana

‘Penanganan kawasan kumuh untuk |

peningkatan kawasan layak huni

dilaksanakan dengan mengacu pada

FORMULASI

| (Luas
kawasan
kumuh

SUMBER |
DATA

Laporan kinerja

bidang
perumahan




NO.

baik dari sisi fisik maupun non

fisi. Aspek fisik adalah
infrastruktur,  fasilitas  dasar,
perumahan dan  lingkungan

sedangkan aspek nonfisik adalah

sosial, ekonomi, budaya dan
keberlanjutan. Penanganan
kawasan layak huni, dengan

peningkatan koordinasi dalam
pemanfaatan lahan perumahan
dan kawasan permukiman secara
efektif dan efisien selain itu
melakukan penanganan bersifat
skala kawasan sehingga lebih
cepat dalam penurunan luasan
Persentase

kawasan kumuh.

kawasan kumuh Kabupaten di

RELEVANSI MENGGAMBARKAN
KONDISI
Surat Keputusan Bupati Luwu Timur
326/D-06/IX/Tahun 2024
Tentang Perubahan atas Keputusab
Bupati 169/D-
06/IV/Tahun 2021 tentang Penetapan
Lokasi

Nomor

Luwu Timur Nomor

Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten
Luwu Timur, dengan memprioritaskan
kewenangan skala Kabupaten dibawah
10 Ha. Penanganan luasan kawasan
dilakukan,

kumuh dengan

perencanaan, pengembangan,
pengalokasian anggaran, pemantauan
untuk
yang
Dibutuhkan kerjasama antar berbagai
stake holder antara lain PUPR terkait

layanan keciptakaryaan air minum,

dan evaluasi terlaksananya

pembangunan berkelanjutan.

FORMULASI

dibawah 10
ha yang
ditangani
tahun N /
luas
kawasan
permukiman
kumuh
dibawah 10
ha )x 100%

SUMBER
DATA ‘
dan  bidang
sarana
prasarana dan‘
pengembangan ‘
kawasan |
permukiman




NO. URAIAN DEFINISI RELEVANSI MENGGAMBARKAN FORMULASI SUMBER
KONDISI DATA
| bawah 10 Ha yang tertangani | sanitasi, drainase, izin mendirkan | ]
adalah suatu indikator untuk | bangunan, Dinas Lingkungan Hidup
mengukur  luasan kawasan | program persampahan dan Dinas
kumuh yang tertangani yang | Kesehatan pada program
merupakan kewenangan | pemberdayaan masyarakat dalam
Kabupaten upaya pengembangan dan
pelaksanaan kesehatan bersumber
daya masyarakat, salah satu
kegiatannya adalah Kabupaten Luwu
Timur Sehat
3. | Persentase Pemanfaatan tanah milik | Pemenuhan  pelayanan urusan | Luasan Laporan
pemanfaatan Pemerintah Daerah adalah | pertanahan dengan penyediaan tanah | tanah yang | Kinerja Bidang |
tanah milik | pendayagunaan aset tanah milik | dalam satu daerah Kabupaten yang | dimanfaatkan | Pertanahan
Pemerintah daerah dan optimalisasi aset | selanjutnya dilegalisasi dengan | dibagi luasan
Daerah tanah yang belum digunakan | pengurusan administrasi tanah | tanah yang

untuk

pendapatan

secara optimal
meningkatkan

daerah dan memberikan manfaat

kemudian, diusulkan untuk dibuatkan
sertifikat
tanah

untuk menjamin legalnya

aset Pemda oleh Kantor

menjadi aset
Pemda dikali
100%




RELEVANSI MENGGAMBARKAN
KONDISI

FORMULASI

SUMBER
DATA

DEFINISI
| kepda  masyarakat  tanpa
mengubah statu  kepemilikan
tanah tersebut, melalui
pengadaan tanah sesuai

kebutuhan, legalisasi alas hak,
inventarisasi dan pengamanan
tanah dengan pemberian papan
nama dan patok batas. Sehingga
pelayanan pertanahan terutama
fasilitas

untuk umum  dapat

terselenggara dengan maksimal

Pertanahan. Untuk pengamanan tanah
aset Pemda diberikan patok batas dan
papan pengumuman terkait identitas
dari tanah aset Pemda tersebut, agar
untuk

dapat termanfaatkan

kepentingan fasilitas umum.
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» Sasaran |l

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan indikatornya

Nilai AKIP Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara periodik. Pelaksanaannya
ditunjang dengan program/kegiatan/subkegiatan untuk pemenuhan aktivitas
perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini berpedoman pada sistem

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29

tahun 2014.
Tabel 3.7
Penjelasan Sasaran Indikator Pendukung
Indikator Definisi Relevansi Formula | Sumber
Kinerja Menggambarkan 1 Data
Kondisi [
Nilai AKIP | Hasil penilaian | Meningkatnya Nilai AKIP | Laporan
| Perangkat | Sistem akuntabilitas  kinerja | hasii  LHE | Kinerja
akuntabilitas K p hi ’ | oPKPP d
Daerah kineja  instansi perangkat aera | nspektorat ani
pemerintah, yang | merupakan salah satu LHE
mana sistem ini | prasyarat terciptanya Inspektorat
_rnempalfan . | Pemerintahan yang
integrasi dari
sistem baik. Nilai AKIP yang
perencanaan, tinggi menunjukkan
penganggaran efisiensi dan efektivitas
dan pelaporan
kinerja yang | dalam pelayanan |
selaras  dengan | publik, serta komitmen |
peiaksanaan dalam mencapai tujuan
sistem
akuntabilitas dan sasaran yang telah
keuangan ditetapkan




3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran
Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-
program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan
analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada perangkat daerah baik

lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai

implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.8
Pentahapan Rentsra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
TAHAP | TAHAP i TAHAP il TAHAP IV TAHAP V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)

(1) (2) (3) . (4) (%)
Penanganan Optimalisasi = Akselarasi | Pemantapan | Evaluasi
RTLH, Penanganan @ Penanganan | Penanganan | Penanganan
kawasan RTLH, RTLH, RTLH, RTLH,
kumuh dan | kawasan | kawasan kawasan kawasan
tata kelola | kumuh  dan ; kumuh dan | kumuh dan | kumuh dan
pertanahan tata kelola | tata kelola | tata kelola | tata kelola
Pemda pertanahan pertanahan pertanahan pertanahan

Pemda Pemda Pemda Pemda
| | |

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif,
untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk
mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun strategi
DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

(9]
(95}



Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran dan Strategi DPKPP Tahun 2025-2029

Tujuan ' Sasaran ; Strategi
Mewujudkan ! Meningkatnya - Perencanaan dan
Infrastruktur penanganan pendataan perumahan |
Perumahan dan perumahan dan dan permukiman
Kawasan Permukiman pengembangan i berbasis digital dan
yang Berkualitas serta  kawasan permukiman  berkelanjutan
Tata Kelola serta tata kelola -Penguatan kolaborasi
Pertanahan yang pertanahan stakeholder
Transparan Adil dan penanganan
Berkelanjutan perumahan dan

kawasan permukiman
yang layak  huni,

terjangkau dan
~ berkelanjutan
' -Perencanaan dan

pendataan pertanahan
berbasis digital dan

berkelanjutan
'Meningkatnya - Peningkatan
Akuntabilitas Kinerjai kompetensi, kualitas
Dinas Perumahan, dan disiplin  aparat

Kawasan Permukiman penyelenggara untuk
dan Pertanahan menghasilkan kinerja
yang optimal dalam
mendukung tata laksana

Pemerintahan yang
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel




3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra DPKPP Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau

merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Adapun rumusan arah

kebijakan pembangunan urusan perumahan,

pertanahan sebagai berikut :

kawasan permukiman dan

Tabel 3.8
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
NO.
ARAH ARAH
OPERASIONALISAS! | KEBIJAKAN | KEBIJAKAN KET.
RPJMD ‘ RENSTRA PD

1 Undang-Undang Pembangunan | Peningkatan meningkatkan

Nomor 1 Tahun 2011 kawasan strategis | kualitas PSU | pembangunan dan

| tentang Perumahan seperti Kawasan | perumahan dan | perbaikan perumahan
| dan Kawasan Industri Malili ‘ permukiman untuk MBR di wilayah
' Permukiman (KIMAL) dan | perkotaan, perdesaan
. pengembangan | | dan  wilayah pesisir
!' smelter nikel serta serta PSU  dalam
besi. Kebijakan ini lingkungan perumahan

juga dan permukiman

[ mengintegrasikan sebagali langkah
pembangunan pencegahan kawasan

multimoda kumuh pada kawasab

transportasi, strategis seperti KIMAL

2, Undang-Undang sehingga mampu
Nomor 23 Tahun 2014 | mendorong '
tentang Pemerintahan | konektivitas  dan
Daerah investasi berskala

nasional.

2. Peraturan Pemerintah Penanganan meningkatkan kualitas
Nomor 14 tahun 2016 | kawasan sarana dan prasarana |
tentang permukiman lingkungan melalui |
Penyelenggaraan kumuh preservasi dan

Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan atas PP
Nomor 14 Tahun 2016
tentang
Penyelenggaraan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah |

peningkatan prasarana,
saranan dan utilitas

| pada kawasan kumuh




NO.

ARAH ARAH
OPERASONALISAS! | KEBIJAKAN | KEBIJAKAN KET.

RPJMD RENSTRA PD
Peraturan Menteri Pengelolaan meningkatkan
Pekerjaan Umum dan pertanahan kepastian hukum atas
Perumahan  Rakyat | yang efektif dan | penguasaan, pemilikan,
Nomor | optimal penggunaan dan
14/PRT/M/2018 pemanfaatan tanah. |
Tahun 2018 tentang | Serta penyelesaian
Pencegahan dan konflik-konflik  terkait
Peningkatan Kualitas masalah pemerintah
Perumahan dan melalui sosialisasi dan
Permukiman | pengakan hukum




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

41 Program, Kegiatan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran
strategis dalam mewujudkan kualitas lingkungan hunian yang layak, tertata
serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini
dilakukan melalui berbagai program, kegiatan dan subkegiatan yang
terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta merujuk pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025-2029.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Program pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan program
prioritas RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan
tugas dan fungsi organisasi. Rencana program prioritas beserta indikator
keluaran program dan pagu per perangkat daerah, sebagaimana tercantum
dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana

kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi




dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur. Selain itu DPKPP Kabupaten Luwu Timur,
berkomitmen untuk pelaksanaan yang responsive gender, yaitu pendekatan
yang secara sadar memasukkan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan
aspirasi perempuan dan laki-laki dalam setiap tahapan kebijakan, program dan
kegiatan dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan di
masyarakat. Dengan melibatkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi
hambatan struktural dan kultural, serta mengintegrasikan perspektif gender ke
dalam seluruh proses pembangunan agar semua orang mendapatkan manfaat
yang adil.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dalam
menyusun perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, dan
berkeadilan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, lansia,
dan orang dengan kebutuhan khusus diffable maka, program yang akan
dilaksanakan meliputi :

Program Pengembangan Perumahan;
Program Kawasan Permukiman;
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

ok DN o=

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan
Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

>

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan;

8. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee

9. Program Pengelolaan Tanah Kosong;

10.Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;

11.Program Penatagunaan Tanah;

12.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota




Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, Rencana Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif DPKPP Kabupaten Luwu Timur pelayanan selama 5 (lima) tahun
Periode 2025-2029 :




TABEL 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur

NSPK DAN
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06} 07) (08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Meningkatnya Mewujudkan Persentase pemenuhan
Kualitas perumahan, infrastruktur perumahan,
Infrastruktur kawasan kawasan permukiman dan
Daerah (59) permukiman yang pemanfaatan tanah milik
- Meningkatnya layak huni, Pemeritah Daerah (%)
akuntabilitas terjangkau dan
Pemerintahan layanan
daerah (513) pertanahan
berkelanjutan

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Dinas
Perumahan,

Permukiman dan
Pertanahan

Nilai AKIP Perangkat Daerah
(Nilai)

Meningkatnya
Kualitas
Pelaksanaan
Kegiatan
Penunjang Urusan
Perangkal Daerah
Sesuai Tugas dan
Fungsi

Persentase pemenuhan
penunjang urusan pemerintah
daerah kabupaten/kota (%)

1.04.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Sesuai Standar

Persentase penyusunan
dokumen perencanaan,
penganggaran dan evaluasi
tepat waktu

1.04.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumilah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen}

1.04.01,2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Peranghal
Daersh
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PROGRAM / KEGIATAN /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
(o1 02 (03) 0y (05 3 (06} i ey (08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinas|
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD (Dokumen)

1.04.01 2.01.0002 - Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumiah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD (Dokumen)

1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi
dan Penyusunan DPA-SKFD

| Jumlah Laporan Evaluasi 1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi
| Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
| (Laporan)
Terwujudnya | Persentase realisas| anggaran 1.04.01.2.02 - Administrasi
Pengelolaan | Keuangan Perangkal Daerah
Administrasi |
Keuangan
Perangkat Daerah
Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Menerima 1.04.01.2.02.0001 -
Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan
(Crang/bulan) Tunfangan ASN
Jumiah Laporan Keuangan 1.04.01 2.02.0007 - Koordinasl
Bulanan/ Triwulanan/ dan Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD dan Laporan | Keuangan Bulanan/
Koordinasi Penyusunan Laporan | Triwulanan/ Semesteran SKPD
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
| ‘SKPD (Laporan)
Terwujudnya Persentase aset teradministrasi 1.04.01.2.03 - Administrasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Administrasi Barang Perangkal Daerah
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
L Sesual Standar -
Jumiah Laporan Penatausahaan | 1.04.01 2.03.0006 -
Barang Millk Daerah pada Penatausahaan Barang Milik
| SKPD (Laporan) Daerah pada SKPD
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Terwujudnya ll Persentase pendapatan | 1.0401.204 - Administrasi
Pengelolaan teradministrasi Pendapatan Daerah
Administrasi Kewenangan Perangkat
Pendapatan Daerah Daerah
Kewenangan
Perangkat  Daerah |
Sesuai Standar |
Jumlah Laporan Pengelolaan | 1.04.01.2.04.0007 - Pelaporan
Retribusi Daerah (Dokumen) Pengelolaan Retribusi Daerah
Terwujudnya Persentase dokumen | 1.0401.205 - Administrasi
Pengelolaan kepegawaian sesual standar Kepegawaian Perangkat
Administrasi Daerah
Kepegawaian
Perangkat Daerah
Sesuai Standar
Jumlah Paket Pakaian Dinas | 1.04.01.2.05.0002 -
beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas
(Paket) beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumiah Dokumen Pendataan | 1.04.01.2.05.0003 - Pendataan
dan Pengolahan Administrasi | dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (Dokumen) Kepegawaian
Jumiah Pegawai Berdasarkan | 1.04.01.2.05.0002 -
Tugas dan Fungsi yang | Pendidkan dan Pelatihan
Mengikuti  Pendidikan  dan | Pegawai Berdasarkan Tugas
Pelatihan (Orang) dan Fungsi
Jumlah Orang yang Mengikuti | 1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan
Bimbingan Teknis Implementasi | Teknis Implementasi Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan | Perundang-Undangan
(Crang)
Terwujudnya Persentase layanan administrast | 10401206 - Administrasi
Pengeloaan tepat wakdu Umum Perangkat Daerah
Administrasl  Umum
Perangkat Daerah
Sesual Standar

Jumiah  Pakel  Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang

Disediakan (Paket)

1.04.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasl

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Paket Feralatan dan | 1.04.01.2.06.0002 -
Perlengkapan Kantor yang | Penyediaan Peralalan dan
Disediakan {Paket) Perlengkapan Kantor

Jumilah Pakel Peralatan Rumah

1.04.01.2.06.0003 -

Tangga yang Disediakan | Penyediaan Peralatan Rumah
(Paket) Tangga

Jumiah Paket Bahan Logistik | 1.04.01.2.06.0004 -
Kantor yang Disediakan (Paket) | Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan

1.04.01.2.06.0005 -

(Unit)

LMﬁin Lainnya yang Disediakan

Mesin Lainnya

dan Penggandaan yang | Penyediaan Barang Cetakan
Disediakan (Paket) dan Penggandaan
Jumiah Dokumen Bahan | 1.04.01.2.06.0006 -
Bacaan dan Peraturan | Penyediaan Bahan Bacaan
Perundang-Undangan yang | dan Peraturan Perundang-
Disediakan (Dokumen) undangan
Jumiah  Laporan  Fasllitasi | 1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan) Kunjungan Tamu
Jumiah Laporan | 1.04.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat | Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan  Konsultasi | Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan) SKPD
Terwujudnya Persentase kesesuaian | 1.04.01.207 - Pengadaan
Pengelolaan pengadaan barang dengan | Barang Milik Daerah
Pengadaan Barang | rencana kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah
Milik Daerah Daerah
Penunjang  Urusan |
Pemerintah Daerah
— SR S Sesuai Standar — | SUE
Jumlah Unit Kendaraan | 1.04.01.2.07.0001 -
Perorangan Dinas atau | Pengadaan Kendaraan
Kendaraan Dinas Jabatan yang | Perorangan  Dinas  atau
Disediakan (Unit) Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Paket Mebel yang | 1.04.01.207.0005 -
| Disediakan (Unit) Pengadaan Mebel
| Jumiah  Unit Peralatan dan | 1.04.01 2.07.0006 -
Pengadaan Peralatan dan
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
! Jumiah Unt Sarana dan | 1.04.01.207.0010 -
Prasarana Gedung Kantor atau | Pengadaan  Sarana  dan
Bangunan Lainnya yang | Prasarana Gedung Kantor
Disediakan (Unit) atau Bangunan Lainnya
Terwujudnya Persentase penyediaan jasa | 1.0401.208 - Penyediaan
Penyediaan  Jasa | sesuai kebutuhan Jasa  Penunjang  Urusan
Penunjang  Urusan | Pemerintahan Daerah
Pemerintahan |
Daerah Sesual |
Standar
Jumiah Laporan Penyediaan | 1.04.01.2.08 0001 -
Jasa Surat Menyurat (Laporan) Penyediaan  Jasa  Surat
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan | 1.04.01.2.08.0002 -
Jasa Komunikasl, Sumber Daya | Penyediaan Jasa Komunikasi,
Air dan Listrik yang Disediakan | Sumber Daya Air dan Listrik
(Laporan)
Jumiah Laporan Penyediaan | 1.04.01.2.08.0004 -
Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan
yang Disediakan (Laporan) Umum Kantor
Terwujudnya Persentase pemeliharaan BMD | 1.04.01.208 - Pemeliharaan
Pemeliharaan yang dipelihara Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Penunjang  Urusan | Pemerintahan Daerah
Pemerintahan
Daerah Secara
Berkala
Jumiah  Kendaraan  Dinas | 1.04.01.2.09.0002 -
Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa
yang Dipelihara dan dibayarkan | Pemeliharaan, Biaya
Pajak dan Perizinannya (Unit) Pemeliharaan, Pajak  dan

Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit)

1.04.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumiah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

1.04.01.2,09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Persentase penanganan rumah
penanganan tidak tayak huni (%)
perumahan dan
pengembangan
kawasan
permukiman  serta
tata kelola [
pertanahan {
| Persentase Kawasan Layak
| Huni (%)
Persentase pemanfaatan tanah
milik Pemerintah Daerah (%)
Terpenuhinya 1.04.02 - PROGRAM
rumah layak huni PENGEMBANGAN
PERUMAHAMN
o gl Pesanizse warga negara Kotben
[l
dan yang terkena aysumm‘[':;g -
relokasl akibat
program
pemerintah
Perserlase warga Negara yang
terkena  relokast  akibat  program
Kabupaten yarg mermperolieh
fesiltasi penyediaan  rumah  yang
layak huni (%)
Teraksananya
Pendataan Penyediaan 10402201 Perdataan

dan Rehabiltas: Rumah

Persentase daerah rawan bencans

Penyediaan dan Fehabilitasi

Koiban Beéncana atau | yang tefah diakukan dentifikasi Rumat) Kottian Bencana  atisu
Relokas) Program Relokasi Program Kabupater/Kota
Habupatenota

Jumigh Dcokumen Data  identdfikasi
Lahan yang Potensial Sebaga Lokasi
Pt X Deh o

F

Identifikast
sebagal

104022010022
Lahan-Lahan Potersial
Lokasi Relokasi Pefumahan

Jumiah Dokumen data Rumah yang
Terkena Bencana Kabupater/Kots
berdasarkan  Tingkal  Ketusakan
Rurmah (Cokumen)

104022010004 - Pendataan
Tingka! Kerusakan Rumah Akibat
Berniana
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jumlah dokumen data ruman sewa
millk masyarakal rumah susu dan
rumiah khusis {dokurmen)

104 02201 0006 Pendataan
Rumath Sews Mk Masyarakat
Rumah Susun dan Rurmah Khusus

Jumiah Dokumen [Data Rumah di
Lokas: yang Berpotensi  Terkena
Relokasi. Frogram Kabupaten/Kota
{Diokumen)

104022010007 - Identfikas|
Perumahan  di Lokasi  yang
Berpatensi Terkena Relokas|
Frogram Kabupaten/Mota

Jumiah Ookumen Cata Hakal Calon
Penerima  Rurmah bagl Masyarakat
yang Terkena Reiokasi Program
Kabupatenfota  yang  Terverifikasi
(Dokurmen)

10402 2.01.0008 - Pendatsan dan
Verifikasi Calor Penenima Rumsh
bagl Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Kabupaten/ota

Jumiah Deokumen Data Rumah o
Lokas| Rawan Bencana
Kabupaten/ota (Dokumen)

1.04.02.201.0009 Iderntifikzs
Perumahan  di Lokasl Rawan
Bencana Kabupaten/Kots

Jumiah Dokumnen Data Bakal Calon
Fenerima  Rumah  bagi  Korban

10402.2.01.0010 - Pendataan dan
Verifikasi Calon Penerima Rumah

Bencana Kabupaten/iota yang | bagl Korban Bencana
Terverifikas: (Dokumen) Kabupaten/Kota
Terlaksananya Keglalan
Sosialisasi dan | Perse teriaksanya S 10402202 - Sosalsasi dan
Persiapan  Fenyedaan dan Persiapan Penyed@an dan & I3 Penyediaan dan
dar Rehabiltasi Rumah | Rehabiiitasi Rurnah Korban Bencana | Rehabiitasi Rumah Karban
Kotban Bencana atau | atau Relokasi Program | Bencana atau Relokesi Program
Relokasi Program | Kabupaten/Mota Kabupatenota
Kabupatern/Kota
Jumish  Crang  yang  Mengikuti
Sosiabeasi Pengembangan 104022020008 - Sosialisast
e ; Pengembangan Perumahan Baru
parriaer; B e Mbkarnisme dan Mekanisme Akses Fambiayaan
Akses  Pembiayaan  Perumahan Panifiatan ¥a
{Crang)
Teraksananya

Pembangunarn dan
Rehabilitas) Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program
Kabupater/Kota

Persentase rumah korban bencana
atsu relokas: program
Kabupaten/ota yang tertangan|

10402203 - Pembangunan dan
Rehabilitas| Rumah Karban
Bencarma  stau  Relokas) Program
KabupatenKota
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jumiah Rumah Korban Bencand | 4 n4p05030001 - Rehabites)

Kabupatenfota yarg Terehabiitas:

{Unit Rumah) Rurmah bagi Korban Bencana

Jumiah Rurah bag) Korban Bencana

104022030004 - Pembangunan
KabupatenMota  yang  Terbangun
(Unit Rumah) Rurrah bag Korban Bencana

Jumigh Rurah bagi Masyarakat yang ;m:z&emz . F’efﬂk?gunan
Terdampak Relokas| Program asyars yang

Terdampak  Relokasl  Program
Kabupaten/ota (Unit Rurmah) Gt tervKota
Terlaksananva
Pembinaan 10402205 - Pembinaan
Pengelolaan  Rumah Pﬂmﬂlmf;ll?l&]‘l SusUn UMW | pengetolaan Rumah Susun Umum
Susun Umum danfatau ¥ang dan/atau Rumah Knusus
Rurmah Khusus.
Jumiah  Dokumen  Pemanfaatan 10402.205.0002 - Penatausahaan
Rumah  Susun  Umum dan/atau | Pemanfaatan Rumah Susun Umum
Rumah Khusus (Dakumen) dan/atau Rumah Khusus
Jumiah Dokumen Hasil Pengendalan | 104022050004 - Pengendallan
dan  Pengawasan  Pelaksanasn | dan  Peng 1 Pelak d
Penjualan Rumah {Dokumen) Penjualan Rumah
Teraksananya
Penerbitan lzin
Pernbangunan dan | Persentase pengembang perumahan ;::lg:zf:an :ja"p;';mﬂ';a sl
Pengembangarn yang difasitas: Perurnarhgan g gar
Perumahan Sesual
Standar
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jumiah Dokumen  Keseoakatan

dengan Pengembang/Pelaky | 10402 2.06 0031 - Fasitesi
Pembangunan Rumah yrtuk | Pemenuhan Komitmen Penerbdan
P v @zin P 0 dan | lzn Pembangunan dan
Pengermbargan Py hari | Pengembang Perumatian
Terintegrasi Secsra  Elektronik, | Termtegrasi Secara Elekimonik

(Dukumen)

Jumiah Laporan Has| Koordinasl dan

1.0402.206:0033 - Koordinasi dan

Srkronisas: Pengendalan Peng 1
Pembanguran dan Pengembangan | P dan Peng gan
Perumatian (Lapotan) Perumahan
Meningkatnya Persentase luas  kawasan | 1.04.03 - PROGRAM
kualitas  kawasan permukiman kumuh dibawah 10 | KAWASAN PERMUKIMAN

permukiman

Ha yang ditangani (%)

Terlaksananya
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengembangan
Kawasan

Pemukiman Sesuai
Standar

Jumiah dokumen pendukung terkan

i pembangunan dan
pengembangan Kawasan
permukaman

1.04.03.201 - Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman

Jumiah Laporan Hasil
Koordinasi dan  Sinkronisasi
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman (Laporan)

1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi
dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan  Kawasan
Permukiman

Terlaksananya
Kegiatan Penataan
dan Peningkatan
Kualitas  Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan lLuas di
Bawah 10 (Sepuluh)
Ha

Jumiah  kegiatan  penstaan  dan
peaingkatan Kualtas Kavwasan
permukiman kumuh dengan luas. di
bawah 10 (sepuluh) Ha (Kegiatan)

1.04.03.202 - Penataan dan
Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan
huas di Bawah 10 (Sepuluh)
a

Jumlah Dokumen Kebijakan
Bidang PKP yang
Tersusun/Tereview/Terlegalisasi

| (Dokumen)

1.04.03.2.02.0008 -
Penyusunan/Review/Legalisasi
Kebijakan Bidang PKP
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jumlah Dokumen Hasil Survel
dan Penetapan |okasl
Perumahan dan Permukiman
Kumuh (Dokumen)

1.04.03.2.02.0014 - Survel dan
Penetapan Lokasi Perumahan
dan Permukiman Kumuh

Terlaksananya
Peningkatan
Kualitas  Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di

Bawah 10 (Sepuluh) |

Cakupan layanan rumah layak
huni  yang terjangkau yang
responsif gender

10403203 - Peningkatan
Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah
10 (Sepuluh) Ha

Ha
Jumiah Rumah Tidak Layak | 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan
Huni yang Diperbalki (Unit | Rumah Tidak Layak Huni
Rumah)
Jumiah Laporan Hasil | 1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi | dan Sinkronisasi Pengendalian
Pengendalian Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh (Laporan) Permukiman Kumuh
Luas Permukiman Kumuh yang | 1.04.03.2.03.0013 -
Dipugar (Ha) Pelaksanaan Pemugaran
Kawasan Permukiman Kumuh
Meningkatnya Persentase Penanganan RTLH | 1.04.04 E PROGRAM
kualitas perumahan di Luar Kawasan Permukiman | PERUMAHAN DAN
dan kawasan | Kumuh dengan Luas di Bawah | KAWASAN PERMUKIMAN
permukiman kumuh 10 (Sepuluh) Ha (%) KUMUH
Teriaksananya Persentase rumah tdak layak huni | 1.04.04201 - Pencegahan
Pencegahan yang ferangani Perumahan dan  Kawasan
Perumahan dan Permukiman Kumuh pada
Kawasan Daerah Kabupaten/Kota
Permukiman Kumuh ‘
pada Daerah
|

Kabupaten/Kota
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jumiah Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan
Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya  Permukiman
Kumuh di  Luar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
yang Diperbalki (Unit Rumah)

1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha

|
Meningkatnya | Persentase perumahan yang | 10405 . PROGRAM
penyediaan PSU | sudah dilengkapi PSU | PENINGKATAN
perumahan | (Prasarana, Sarana dan Utilitas | PRASARANA, SARANA DAN
! Umum) (%) UTILITAS UMUM (PSU)
Terlaksananya | Jumiah penyediaan prasarana dan | 1,04.05.2.01 - Urusan
Urusan sarana pada perumanan Penyelenggaraan PSU
Penyelenggaraan Perumahan
PSU Perumahan
Jumiah Lokasi pada Perumahan | 1.04.05.2.01.0008 -
yang Dilaksanakan Operasional | Operasional dan Pemeliharaan
dan Pemeliharaan Prasarana, | Prasarana, Sarana, dan
Sarana, dan Ulilitas Umum | Utilitas Umum di Perumahan
{Lokasi)
Jumiah Lokasi Perumahan yang | 1.04.05.2.01.0012 -
Disediakan Prasarana, Sarana, | Penyediaan Prasarana,
dan Utilitas Umum (Lokasi) Sarana, dan Utilitas Umum di
Perumahan
= = Prre— o hicRatsins S
seitifikas: dan

regstias) bagi orang
atau  badan  hukum
yang  meaksanakan

perancangan den
perencanaan  rumah
sera perencanasn

prasarana, sarana dan
utiitas  umum  PEU
bnghat  kemampuan

menengah

f tase Sertifikas: dan Reg

bag orang atau bacan hukum yang
melaksanakan  perancangan  dan
perencanaan Prasarena, Sarana dan
Utilitas Umum PSU (%)

10406
PENINGKATAN
SERTIFIKASI, KUALIFIKAS],
KLASIFIKASI, DAN REGISTRAS|
BIDANG  PERUMAHAN  DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM
PELAYANAN
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Terlaksananya Persentase serfifikasi dan registrasi | 1.0406.201 Sertifkast  dan
Sertifikas dan | bagi orang atau Badan Hukum yang | Registrasl bag Orang atau Badan
Registrast bagi Orang | melaksanan perancangan  dan | Hukwm yang Meaksanakan
alay Badan Hukum | perencanaan Timah serta | Perancangan dan  Perencanaan
yang Malaksanakan | perencanaan peasarana, sarana dan | Rumah seria Perencanaan
Perancangan dan | utilitas urmum PSU Prasarana, Serara dan  Uilidas
Perencanaan  Rimah Umum PSU Tingkat Kemampuan
sera Perencanaan Kecii

Prasarana, Sarana dan
Ltiltas.  Umum  PSLU

Tingkat  Kemampuan |
Kecil canaan  rumah
serta PErancanaan

prasarana sarana dan
utilkas umum PSL

Jumlah Lokasi pada Perumahan
yang Dilaksanakan Operasional
dan Pemeliharaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum
{Lokasi)

1.04.05.2.01.0008 -
Operasional dan Pemeliharaan
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di Perumahan

Meningkatnya Persentase terselesaikannya 2.10.04 - PROGRAM
penyelesaian kasus tanah garapan yang PENYELESAIAN SENGKETA
sengketa tanah belum bersertifikal yang TANAH GARAPAN
garapan dilakukan melalui mediasi (%)
Terlaksananya 2.10.04.2.01 - Penyelesaian
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
GSengkara p::lad'l::;h Jumiah kasus yang terdaftar dalam Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota o
Jumiah Berita Acara Hasil 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi
Mediasi Penyelesaian Kasus Penyelesaian Kasus
Pertanahan dalam 1 (Satu) Pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Kabupaten/Kota
Acara)
Meningkatnya Persentase penyelesaian ganti 2.10.05 - PROGRAM
penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah PENYELESAIAN GANTI|
kerugian dan untuk pembangunan (%) KERUGIAN DAN SANTUNAM
santunan tanah TANAH UNTUK
untuk PEMBANGUMAN
pembangunan _4
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1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Terlaksananya
Penyelesaian
Masalah Ganti Terlaksananya Penyelesaian 21006201 Penyelesaian Masalah
Kerugian dan Masalah Ganti Kerugian dan g
Saniuinn Tanah Sertunan Tansh Untik N i
untuk Pembangunan | Pembangunan oleh Pemerintah | pamerintan Daerah KabupatenKola
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
- e | Kabupaten'Kota | — = ]
Jumiah Keputusan Bupati\Wali 2.10.05.2.01.0001 - Penetapan
Kota Tentang Penetapan Daftar Masyarakat Penerima
Penerima Santunan Tanah Santunan Tanah dalam 1
(Dokumen) (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Tersedianya Tanah Obyek 2.10.06 - PROGRAM
akses masyarakat Landreform (TOL) yang siap REDISTRIBUSI TANAH, DAN
terhadap tanah diredistribusikan yang berasal GANTI KERUGIAN
Objek Reforma Kelebihan dari Tanah PROGRAM TANAH
Agraria (TORA) Maksimum dan Tanah Absentee | KELEBIHAN MAKSIMUM DAN
(%) TANAH ABSENTEE
Terlaksananya 210.06.2.01 - Penetapan
Penetapan Subjek Subjek dan Objek Redistribusi
dan Objek Jumlah dokumen kegiatan Tanah serta Ganti Kerugian
Redistribusi Tanah penetapan subjek dan objek Tanah Kelebihan Maksimum

serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan
Maksimum dan
Tanah Absentee
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

redistribusi tanah serta ganti
kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absente
dalam 1 (satu) daerah
(dokurnen)

dan Tanah Absentee dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumilah Dokumen Hasil

2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi

rangka Koordinasi Penataan
Aset Reforma Agraria. (Berita
Acara)

Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Penataan
Penataan Akses dalam Akses dalam Pemanfaatan
Pemanfaatan Redistribusi Redistribusi Tanah dalam 1

| Tanah dalam 1 (Satu) (satu) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumiah Berita Acara dalam 2.10.06.2.01 0006 - Kpordinasi

dalam rangka Penataan Aset
Reforma Agraria




NSPK DAN
SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN
7 R © T TR ) o9 ) ©n ©8
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Persentase tanah kosong yang 210.08 - PROGRAM
pengelolaan tanah dikelola (%) PENGELOLAAN TANAH
kosong KOSONG
Terlaksananya 2.10.08.202 - Inventarisasi
Inventarisasi dan Jumiah bidang tanah yang teiah dan Pemanfaatan Tanah
Pemanfaatan Tanah | dinventansasi (bdang) Kosong
Kosong
Jumiah Laporan Tanah Kesong 2.10.08.2.02.0001 -
| dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inventarisasi
yang Diinventarisasi. (Laporan) Tanah Kosong
Meningkatnya Persentase pengelolaan izin 2.10.09 - PROGRAM
izin membuka tanah (%) PENGELOLAAN IZIN
membuka tanah MEMBUKA TANAH
Terlaksananya Jumlah permohonan izin 2.10.08.2.01 - Penerbitan 1zin
Penerbitan lzin membuka tanah yang terdaftar Membuka Tanah
Membuka Tanah {lzin)
Jumiah Dokumen Kegiatan 2.10.09.2.01,0001 - Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pemberian
dalam rangka Pemberian [zin Izin Membuka Tanah
Membuka Tanah (Dokumen)
Meningkatnya tertib Persentase Luas Lahan 210.10 - PROGRAM
pertanahan dan Bersertifikat (%) PENATAGUNAAN TANAH
kepastian hukum
bagi pemegang hak
atas tanah
Terlaksananya 2.10.10.2.01 - Penggunaan
Penggunaan Tanah Tanah yang Hamparannya
yang Hamparannya | |uas lahan Pemda tersertfikat dalam satu Daerah
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumiah Dokumen Koordinasi
dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.10.10,2.01.0003 - Koordinasl
dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota




Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
oUTCOME | INUIRATOR. | BABELINE PERANGKAT
KEGIATAN / OQUTCOME / TAHUN 2025 2028 2027 2028 2020 2030 DAERAH KET.
SUBKEGIATAN PUTPUY 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(91) (02) wy) | o (05) (08) (07) (08) 09) 0 | an (12) (13) (14) (15) (16) (17
1.04 - URUSAN
mm S 21875436 15 :
'PERUMAHAN DAN i ‘8 21875436158 23 548,897 061 24,247 513542 21915924 488 26.809.205.942
wlm
0401 - PROGRAM
LRUSA
N 10:111.762.85 - ;
FEMERINTAHAN o 10,111,762 850 16.617 350,893 11.148 218 542 11,705,629 469 12 260,810945
B s
Persentase 1.042100.00
Mennghkatnya pemerutar .01.0000 -
Kunlitas Palaksanaan penunjang Dinas i
Kegiatan Pepunjang urusan 10.111,762.85 - Perumahan,
Urusan Peranghkat pemerintat 21,9 100 0 100 10.111.762.850 100 10.617 350,993 100 11148218 542 100 11.705.629 469 100 12290810942 Kawassn
Camerah Sesual Tugas daerah Parmulkiman
dan Fungsi katupaten/kota dan
L (%) Pertanahan
C 10401 201 -
Ferencanzan,
| Penganggaran, dan 128 317 000 B5.000.000 BE DO0.000 88 000 000 66,000,000 86.000.000
Evaluas Kinerja
Ferangkat Dastah
Jumiah dokurmen
Meningkatnya parancanson,
Kualitas penganggaan
Ferencanaan, ﬂfn:;d"“'
s ko Km";;"" perangiat Ll 126,317 000
Perangkat Daerah diaetan yang
Sesuai Standar wakiu tapat
(dokumen)




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PRUGRAN ! INDIKATOR | BASELINE
OUTCOME / a PERANGKAT
QUTCOME / TAHUN 2026 2027 KET.
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN d 3 !
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Meningkainya Persentase
| Kualitas penyusunan
Ferencansan, dokumen
Fenganggaran, dan perencanaan, 100 100 126317 000 100 86 000.000 100 86.000.000 100 86 000 000 100 86,000.000 100 86.000 000
Evaluasi Kinerja penganggaran g
Perangkat Daerahi dan evaluasi
Sesual Standar tepat waktu
104012010001 -
Pemyusunan
Dokumen 50 948,000 20,000,000 20,000 000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Ferencanaan o
= | Daerah
Jumiah
Tersusunnya xmmﬂn
Dakumen eaEannan
= i Perangkat 2 5 20 000000 3 20,000 000 2 20 000.000 2 20 000.000 2 20000000 2 20000000
Damerah yang
Perangkat Caerah disustn
{Cokumen)
1.04.01.2.01.0002 -
Koardinasi dan
Penyusunan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000 000 5,000,000
Dokismen RKA-SKFD
Jurniah
Tersediamya mnm
Dokumen RKA-SKFD
dan Laporan Hasil Lapcreniasl &
Koondinasi Keordnasi 2 2 5.000.000 2 5.000,000 2 5 000.000 2 5.000.000 2 5.000 000 2 5 000000
Penyusunan Penyusunan
Cokumen RKA.Skpp | DoKumen RKA-
SKPD
{Dakurmen)
1.0401.2.01.0004 -
Koordinas: dan x
Penyusinan DPA- 5.000.000 5000 000 5,000,000 5,000,000 5000000 5.000) 000
SKFD B
Jumizh
Tersedianya Coirom OPA-
Cokurmen DPA-SKFD <
dan Laporan Hasil Laporan H_asul 5 =
Koordinas: ;:crdh'mn 2 2 5.000.000 Z 5000 000 2 5.000.000 2 5,000 000 2 5.000 000 2 5.000.000
Penyusunan fHyLEUnaTY
Dokumen DRA-
Cokumen DPA-SKPD SKPD
(Cokumen)
10401 2.:01.0007 -
Evaluasi Kinerja 55,369 000 58.000 000 58 .000.000 56.000.000 56,000,000 545.000.000
Ferangkat Daerah ki
Jumiah Laparan
Terlaksananya Evaluasi Kinera
Evaluasi Kinerja Perangkat 10 13 55.368.000 10 55000 000 10 56.000.000 10 56 000 000 10 56,000.000 10 51,000 000
| | Perangkat Daerah Daerah )
L {Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE PERANGKAT
byl OUTCOME/ | TAHUN 2026 2026 2027 2028 2028 2030 ey
JEMATAN 1 OUTPUT 2024

SUBKEGIATAN >
OuUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
10401202 -
Administrast T 3711855643
Kewangan Perangkat 3,897,186 490 9192 047 450 9697635 583 10.228 503 142 10.785.914 088 11.371 185
Caerah
Terwujucdnya
Fengeloiaan Persentase
Adminksiresl isasi : X 785 914, 11371195543
Keuangan Perangiat t;!alson;.F 100 3,897 186 450 a8 9192 047 450 98 9.697 635 595 98 10,228 503 142 48 10.785 914 069 a8
| [aerah Sesus e
Standar
104 01.2 020001 -
| _ 3 11,361,185 543
?&ma:ngg;rl dan 3831 §90.750 9 182,047 450 9 687 635593 10218 503 142 10 775914 D69 36
\_Tunjangan ASt
Jurmiah Crang
ang Menerima
Tetnedianya Gajy dan yca:nun 21 21 ; 55 9 182047 450 50 9687 635593 85 13218503 142 70 10 775 514.069 75 11 361 195 543
Tunjangan ASN Tuni ASN 3831690750
(Crangmulan)
1.04.01.202.0007 -
Koordinas| dan
Fermyusunan Laporan : ! 10.000 600
Keuangan Bulanan/ 65,495 740 10.000 000 10,000,000 10.000 000 10.000.000 3
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Jumiah Laporan
Bulanand
Tersadianya Laporan Triwtlanary
B;BMW Semesteran
T riwidanan/s SKPD dan
emesteran SKPD dan
Laparan Koordinas) ki&”&’é'w 18 18 B8 AT 14 10,000 000 18 10,000 000 8 10,000 000 18 10 000,000 18 10,000 000
i‘enyumnn Laparan Penyusunan ’
euangan
Bulanan/Triwuianan/S l“:‘w’"
emesteran SKPD B errmm.-a
nanSemesieran
o SKPD (Laporan) o I L N I - i
10401203 -
Adminmstrast Barang 2 500
Milik Daerah pada 16 674 000 2500 000 2 600 000 2.500.000 2 500000 2500000
Ferangkat Daerah
Terwujudnya
Fengelolaan
Administras: Barang Persentase aset i 1 : 1 3 500 060
Milik Daerah pada teracmirmtasi 100 100 16 674000 100 2500000 100 2 500000 100 2 500.000 0o 2 500.000
Perangkat Daerah
Sesual Standar
104 07 2,03 0006 -
ormatamahian 2500 000 2,500 000 2500000 2500 000 2500000
Barang MK Daerah 16.674 000 :
pada SKPD




m’munmnm ' TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
I
INDIKATOR | BASELINE
OUTCSOMN/ OUTCOME f TAHUN 2026 2026 2027 2028 2028 2030
faTAN ouTPUT 2024 ;
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jumiah Laporan
TPE' El “! :r mya Penalausahaan
Milik Daerah Baraﬂg Miliic a 4 16.674 000 1 2500 000 1 2 500 00O 1 2 500.000 T 2 500000 1 2 600.00C
Barang Dererah pada !
pada SKPO SKPD (Laparan)
10401204-
Administresi
Pendapatan Daerah T 2500 000 2500000 2500 000 2500 000 2500000
Kéwenangan '
Perangkat Daerah
Terwujutnya
Pangelolaan
Administrssi Jumia realisast
Pendapatan Daerah | PAD perangkat 742 242,000 Faishi
| Kewenangan daerah (Rp ) E
Ferangkat Daerah
Sesusi Standar
Terwujudnya
Fengelolaan
Administresi Persentase
Fendapatan Dasrah | pendapatan 95 100 7,889 600 100 2.500.000 100 2500000 100 2 500 000 100 2500 000 100 2500 000
teradminstras:
Perangkat Daerah
Sesual Standar
10401 204 0007 -
freupacsy sl 2500 000 2500.000 2500 000 2500000 2500 000
Caerah
Tersedjanya Laporan Jumiah ‘f:s:'a”
Pengeloiaan Retribusi | “mmbw". i 4 4 Kisaain 4 2500 000 4 2 500,000 4 2500 000 4 2500000 a 2500 000
| Deerah i (Dakumen) I | 3 | — " . b —] =
10401208 -
(pediisioest® ol e 147 664800 130,000 000 130,000 000 130,000 000 130.000.000 130,000,000
Daerah
Terwujudnya
ngeunan Fersenlase
w‘“ i m“"‘“m"m‘ L 100 100 n——— 100 130,000,000 100 130.000 000 100 130 000 000 100 330,000,000 100 130,000 00C
Ferangkat Daerah sesuai standar
Sesuai Standar
10401205 0002~
| D:mwmm” “""Mg'ﬂ 0 5.000 000 5000 000 5000 000 5000 000 5000 000
. Kelengkapannya
Jumilah Paket
Tersedianya Pakalan Pakaian Dinas
Cinas beserta Alribut | beserta Atribut 0 0 0 52 £.000.000 52 5000 000 52 so00000 | 62 5000000 52 5000000
Kelenn_kapen Kelengkapan
{Pakel) |




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR BASELINE
OUTCOME / antconer 1 ar 2027 2028 2030 FENANGIAT | v,
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
ouTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
10401.2 05 0003 -
Fendataan dan
Pengolahan 33688 800 25000 000 25000 000 25.000.000 25.000 000 25 000 000
| Kepegawaian I
| Jurniah
Terlaksananya Dokumen
Fendataar dan Pendataan dan
Fengolahian Pengolahan 12 12 33668800 12 25000 000 12 25 000.000 12 25 000,000 12 25000 000 12 25 000 000
Adminstras: Admmistrasi - B
Kepegawaian Kepegawalan
{Co J]
104012050009 -
Fendidikan dan
Felatihan Pegawai 0 20000000 20 00O 000 20000 000 20,000 000 20,000,000
Berdasatkan Tugas
dan Fungsi
Jumiah Pegawai
FPendidikan dan F
Pelatinan Pegawal Mm’”“ 57 0 o 52 20000 000 52 20,000 000 52 20,000 000 52 20,000 000 52 20,000,000
Berdasarkan Tugas Pendidikan dan
can Fungsi Pelatihan
{Orang)
1.0401.205.0011 -
Bimbingan Teknis:
Implementasi 84 196 000 80,000 000 £0.000.000 B0.000.000 80,000,000 80.000 000
Peraturan Perundang- 2
Undangan
Jumiah Crang
yang Mengimuti
Terlaksananya Bimbingan
Bimbingan Telknis Teknis )
implementasi Irplementasi 52 23 34196000 52 89.000.000 52 80.000.000 52 80 000 000 52 80 000 000 52 80,000.000
Fersturan Perundang- | Peraturan '
Undangan Perundang-
| Uridangan
- (Crang). e | i o ) o
10401206«
Admiristresi Urmum 335,703 400 374343 000 374343 000 374 343000 374343 000 374.343.000
Perangkat Daerah Al
Terwujudnya
Fengeluasn me _
Adminmstras Umum administasi 100 100 435 703 400 100 374343 000 100 374.343.000 100 374343000 100 374,343 D00 100 374 343 000
Perangkat Daerah e
Sesuai Standar Iepatwakiv
1.04 01 206 0001 -
Femyediaan
Komponen Instalas: 5835 000 5.000 000 5.000.000 5000000 | 5.000 000 5.000.000
Listrik/Penerangan * |
Bangunan Kantor |
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BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
o e INDIKATOR | BASELINE e o S
KEGIATAN / QUTCoME/ i oy o DAERAH | KET-
SUBKEGIATAN MHEG e
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jumiah Paket
Komponen
Tersedianya Instalas:
fmm""““‘"""‘;;“ g w"‘“’e‘;‘:"ﬂ 1 3 R 1 5000 000 1 5000 000 1 5000 000 1 5000000 1 5.000 000
Bangunan Kantor Kantor yang
Disediakan
(Paket)
1.0401.206.0002-
Pernyediaan Peralatan
dan Perlenghapan a5 538 100 10.000.000 10000 000 10 000.000 10,000 C00 10.000.00C
Karntor
Jurniah Paiet
Temsedisnya Peralatan dan |
Feralatan dan Kammgmzl . 3 3 95 588 100 5 10,000 000 5 10.000 000 5 10 000 000 I 5 10.000 000 5 10 000 0OC
Fedengkapan Kanlor Disediakin |
{Paket) !
1.04.01 2060003 - ]
Feryedisen Peralatan a 14.213.000 14 213.000 14213000 | 14.213.000 14.213.000
FRumah Tangga
Jumiah Paket
Tersedlanya Peralatan
Feralatan Rurnah Rumah Tangga o a [i] 2 14213 000 2 14213000 2 14213000 2 14.213 000 2 14 213.00C
Tangga yang Disedakarn
(Paket)
1.04.01.2 06,0004 - )
Fenyediaen Bahan 16.322 900 31.240.000 31.240.000 31.240.000 31.240 000 31,240 000
K ;
Jumiah Paket
Bahan Logistik
Tersedianya Bahan . )
Kantor yang 3 3 3 31.240 000 3 31.240 000 3 31240000 3 31 240 000 3 31,240 000
Logistik Kartar Disediakan 16.322 000 |
(Paket)
1.04.01._2.03.0!:“5 *
Coyecinen Gaerg 16 820 000 37.750 000 37750 000 37.750 000 37 750 000 37 750 000
Fenggandaan
Jurniah Paket
Barang Cetakan
Tersed Bar
@hﬂmﬁ: =3 dan 3 3 3 37 750 000 3 37.750 000 3 37 750.000 3 37 750000 3 37,750,000
Ferggandaan Penggandaan 16.820 000 . : '
yang D=adakan
(Pakel
1.0401.2.06.0006 -
an Bahan
Bacaan dan Peraturan 16,320,000 7.440 000 7 440,000 7 440000 7 440 000 7.440 000
Perundang-undangan
Jumiah
Tersediamya Bahan Dokumen Bahan
Bacaan dan Peratwran | Bacaan dan 60 72 16,320,000 80 7 440 DOO 50 7 440000 &0 7440000 60 7.440.000 60 7 440.000
Perundang-undangan Peraturan
Perundang:




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
OUICOME / OUTCOME! | TTAMUN. 2027 2028 FERANGRAT. |, oy
KEGULTAN / QuTPUT 2024 DARRAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Undangan vang
Dysedakan
{Cakumen)
1.04.01.2.06 ODOB -
Fasilitas) Kunjungan 22 476000 18.700.000 18 700 000 18 700.000 18.700.000 18 700.00C
Tamu
Jumiah Laporan
Terlaksananya %
3 Fasilitasi 1 18.700.000 1 18 700000
Fasilitas) Kunpngan 1 12 a7 1 18.700.000 1 18700 000 1 18.700.000
Tamu Tmn.ln;r\;n Tamu 22,476 000
1.04.01.2 06 000G -
Periyelenggarasn 000,000 250.000 000
Rapat Koordings! dan 162.341 400 250.000.000 250,000 000 250 000 000 250,000
Konsultasi SKPD
Jumiah Laporan
Terlaksananya Penyelenggaraa
Penysienggerdan 0 Repat 000 000 1 250,000 000
Repat K s Jren 1 12 162 341 400 1 250 000000 1 250 000.000 1 250 000 000 1 250 000
Konsultasi SKPD Kensultast SKPD
(Laporan)
1.04.01.207 -
Milik Daerah 112.200.000 £0.000.000 50 000.000 50,000,000 50.000.000 50.000.000
Pemerintah Daerah
Terwujudnya = t
ngodnanglcmbarmg kesesuaian
Miliic Daerah m 100 29 142200000 100 50000 000 100 50.000.000 100 50.000 000 100 50.000.000 100 50:000.000
Fenunjang Urusan o m"ga 1
Femerintah Daerah Kebiiuhan
Sesua| Standar
1.0401.207 0001 -
Fengadaan
Henciaman : 30,000,000 30,000 000 30.000.000
PO aonn TNk 0 30.000000 30 000.000
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jurniah Unit
lerudlamla mﬂ
endaraan
Feturangan Dinas oo 1 0 0 2 30,000 000 2 30 000,000 1 30,000 000 2 30.000 000 2 30.000.000
atau Kendaraan Dinas ﬁnm"";:;an
Jabatan yang Disedakan
(Unit)
10d.ﬂ1 2 O?Mﬂ B 70.200 000 5000 000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5000000
Jumilah Pkt
Tersedianya Mebe! Mebel yang 20 23 70,200 000 20 5,000 000 5 §.000.000 <) 5 000 000 ] 5 000000 g 5,000,000
Disadiakan |




BIDANG URUSAN /| TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR BASELINE
OUTCOME | OUTCOME TAHUN 2028 2028 2027 2028 2029 2020 BIRAANBIAT | (07
KEGIATAN | s DAERAH
SUBKEGIATAN OuTRUY 2024 :
| OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
i
(Ut)
104.01 2070006 -
Fengadaan Peralatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000 000
aan Mesin Lainnya
Tersedianya Jumiah laporan
Feralatan dan Mesin peryediaan Jasa 0
Lainnya Surat Menyurat |
Jumiah Unit |
Tersediamya Pefalatan dan |
Feraiatan dan Mesin Maesin Lainnya 3 | 15 5.000.000 15 5.000.000 15 5 000 000 15 5 000,000 15 5000 000
Lainmya yang Cised akan
(Uit}
1.04.01.2.07.0010 -
Sarana
dan Prasarana 42 000 000 10.000 000 10000 000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Giedung Kantor atau :
\_Bangunan Lainnya
Jumiah Unat
Serana dan
T va S Pr
¢an Prasarana Gedung Kantor
Gech Kantor atau atau Banguran 3 2 42000000 2 10.000.000 2 10 000.000 2 10.000.000 2 10 000,000 2 10.000 000
Bangunan Leinnya Lainnya yang
Disediakan
(Unit}
10401208 -
Mﬂ':;ﬂ Jusa 245,457 400 122372.400 122.372.400 122.372.400 122.372.400 122 372 400
Femerntahan Daerah
Terwujudnya
Fenyadiaen Jasa Ftaniaee _
Penunjang Utusan SUTR o Jaes 100 BB 39450 100 122372.400 100 122 372 400 100 122372.400 100 122 372 400 100 122,372 400
Pemerintahan Ceerah [ pebit :
Sesuai Standar
1.04.01.208 0001 -
Fenyediaan Jasa 10261 400 12372.400 12.372.400 12372400 12.372 400 12372400
Surat Mermyurat
Jurmiah Laporan |
Tetlaksananya Penyediaan | )
Peryediaan Jasa Jasa Sural 12 12 10261 400 4 12372400 4 12372 400 4 12372400 | 4 12372 400 4 12372400
Sura! Merryurat Meryurat
1 N (Lapoan) S B N . [ I _— . I -
10401 208.0002 -
Penyediaan Jasa )
‘ nikasi, St 117 690 000 100.000.000 100,000 000 100 000 000 100 000 00O 1040 D00 000
Craya Alr dan Listrik
Jumiah Laporan
Tersedianya Jasa Fenyediaar
Kornunikms:, Sumber Jasa 12 12 117 690 000 4 100:000.000 4 100000 000 4 100,000 000 4 100.000.000 4 100.000.000
Ciaya Awr dan Listrik Komunikas,
Sumber Caya Air




BIDANG URUSAN/ TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR BASELINE :
OUTGOME / OUTCOME | TAHUN 2026 2027 2028 FERANGRAT: | ey
KEGIATAN i" OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN \
QUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU: TARGET, PAGU TARGET PAGU
dan Listrik yang
Disediakan
(Laporan)
1.04.01.2 08.0004 -
Penyediasn Jasa 10.000.000 10,000,000 10,000,000 10.000.000 10,000,000
Palayanan Umum 117.480.000 pogted Lol Shaai e ofd
Kantor
Jumiah Laporan
Penyediaan,
Tersedianya Jasa
Jasa Pelayanan
Pelayanan Umum Umiim Kanior a4 4 117 480.000 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10 000, 000 4 10.000.000 4 10000000
yang Disediakan
(Laporan)
1.04.01209 -
Pemebharaan
Milik Dasrah 152 000.000 152,000 000 152.000.000 162.000.000 152.000 000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah
Terwujudnya
Milik Daerah " | pemeliharsan '
Penunjang Urusan BMD yang 100 100 152.,000.000 100 152.000.000 100 152.000.000 100 62.000.000 100 152000000
Pemerintahan Daerah | dipelihara
Secara Berkala
1104.01.2.09.0002 -
Penyediaen Jasa
Pemeliharaan, Blaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan 52 150.000 52.150,000 52.160.000 52 150 00D 52 150,000 52.150,000
Kendaraan Dinas
Operasioral atau
Lay
Tersodianya Jasa
Pemelharaan, Biaya P
Pemetiharaan, Pajek
) bagang
dgn Perzinan dinel 100 160 52 150 090 100 52.150.000 100 52 150.000 100 52.160.000 100 52.150.000 100 52.150.000
Kendaraan Dinas a HoCAm
Operasioral atau berkel
| Lapangan ____
1i04.01.2.09.0006 -
Pemetiharaan
Peralaten dan Mesin 67.350.000 67.350.000 67.350.000 67.350.000 67.350.000 67.350.000
Lainnya
Jumiah
Terlaksananya Prvalstan v
Pemeliharaan -
Peralatan dan Mesin Masin Lannya 84 B4 67 350,000 B4 67,350,000 84 67.350.000 B4 67.350.000 B4 87.350.000 84 67,350,000
yang Dipelihara
Lainnya {Unit)




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR BASELINE
e OUTCOME/ |  TAHUN 202 2027 2028 2029 2090 PN .
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN
TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
104.01.208.0008 -
labpnirpact o 32.500.000 32 500 000 32.500.000 32500000 32 §60.00C
itasi Gedung Kantor 2 500 : 500,
i Banguen 420,000 000
|_Lainnya
Jumiah Ged
Terlaksananya antor bl
Femelinaraan/Rehabil Banguhan )
lasi Gedung Kantor LB:_'IQM vang 2 2 420/000.000 2 32 500 000 2 32500000 2 32.500.000 2 32 500,000 2 32500000
dan Bangunan Dipsiihara/Diren &
i abiitas (U]
1.04 02 - PROGRAM
PENGE MBANGAN 880.000.000 1.447 610 000 2 615000 000 2 605.000.000 3.607.000.000
PERUMAHAN =
1042100
i nimah \;F:mm 01,0000 -
m"ﬂﬂl dan yang yang 100 100 1052 386250 100 880.000.000 100 1 447 610.000 100 2615 000 000 100 2.605.000 000 100 3.607.000.000 KaWaSEN ;
terkena reokasi aldoat | o ooy bk el
program "
!:‘) Pertanahan
Pergentase
warga Negars
yang terkena
rejokasi akibat
program
Kabupaten yang 100 100 100 100 100 100 100
memperoleh
fasilitasi
penyediaan
rumah yang
layak huni (%)
1.0402.201 -
Fendataan
Peryediaan dan
Rehabilitas) Rumah 266 099,900 135.705 000 87.000.000 160.000.000 116.000.000 155.000.000
Korban Bencana atau )
Reickasi Program
Kabupaten/Kota
Teriaksananya
Fendataan Persentase
dan daerah rawan
Rehabilitssi Rumah bencana yang na na na 18 135.705.000 36 B67.000.000 55 160.000.000 73 116.000.000 100 153 .000.00C
Korban Bencana atau ledah ditakukan
Relokasi Program identifias)
KabupatenKota
1.04.02.2.01.0002 -
ldentifikas Lahan-
Lahan Patensial 10 646 000 18 000 000 35,000,000 o] a
sebagai Lokasi
Relokasi Perumahan




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INCNRATOR ;| BASHLINE PERANGKAT
ml(m‘mu: OUTCOME TAHUN 2027 2028 SRR
SUBKEGIATAN ouTrul 2024 ; :
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jumiah
Dokumen Data
| Tersusunya Identifécasi
| Dokumen DataLahan | Lahan yang
l Folensial Sebaga Potensial o na na 1 13 646 000 1 18,000.000 i 35 000 040 a 4] o a
Lokasi Relokasi Sebagai Lokas|
Ferumatias Relokas|
| Perumahan
i (Cakumen) o - |
1.04 02.201.0004 -
Perclatacn Tinoke! 1 30,000 000 27,000 000 8,000,000
Kerusakan Rumsh 17 640 000 6.000.000 30000
Akibat Bercana
Jumiah
Dokumean data
Tersusunmya Rumah yang
Cokumen Data: Terkena
Rumah Terkena Bercana
Bencana Kabupaten¥ota 4] na na 1 17 640 000 1 16.000.000 1 30 000,000 1 27 000 000 1 33.000.00C
Kabupaten/Kota berdasarkan
berdasarkan Tingkat Tingkat
Kerusakan Rumah Kerusakan
Rumah
(e ]
10402 2010008 -
Pendataan Rumah
e 22000000 20,000 600 28,000 000
M Ruttah 7.199.000 14.462.000 12.000.000 A ¥
Susun dan Rumah
Khusus.
Jumiah
Tersusunnya Dokw;sg Dats
Ciokumen Data Runah Sewa
Rumah Sewa Mitik Millk .
Masyarakat 1 4 1 14 452 000 1 12.000.000 1 22 000,000 1 20.000 000 1 28.000 000
Masyarakat. Rumah Rirral Susin 7188000
Emﬁuﬁdan itamah dan Rumah
Khusus
I {Cakumen)
1.04.02.2.01.0007 -
ldentifikasi
Perumahan di Lokas: . = :
yang Berpotensi 6 &30 000 11.000.000 20000 000 18,000 CO0 25.000.000
Terkena Relokas:
Program
|_Kabupaten/Kota
Jumlah
-I!\:k;.rrrnanu'D,am Dokumen Data
: Rumah dy Lokasi _
mg;ﬁ;‘:‘e‘:sw yang Berpatensi 1 na na 1 030,000 1 11 400 000 1 20,000 000 1 15.000.000 1 25,000 000
Relokasi Frogram ;em|
Kabupaten/ota Program




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
OUTCOME INDIKATOR BASELINE PERANGKA
Kmrm: QUTCOME / TAHUN 2025 2027 2028 DAERAH 45 KET.
SUBKEGIATAN it i A4
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Kabupateniota
| (Cakurmien)
[
1.0402201.0008 -
Pendataan dan
Verifikasi Calon
Penenma RI::: bagl 4.410.000 10.000 000 18 000,000 17.000.000 23.000.000
Terkena Relokas:
Program
Mobupstenota =~ | 00 | S - NN || | B . I - . .
Jurmiah
Dokumen Data
Tersusun dan Bakal Calon
Terverifikasinga Penerima
Dokumen Data Bakal Rumah bagi
Calon Penenma Masyarakal yang
Rumah bagi Terkena 4] na na 1 4410000 1 10.000 000 1 18 000 DOO 1 17.000.000 1 23 000000
Masyarakat yang Relokas
Terkena Relokas!
Program KabupatenKota
Kabupateniota yang
Terverifikasi
{Cokumen)
1.04.02.2.01.0009 -
identifikasi
:um di Lokasi 258 900,900 67.367 000 11 000 000 20000 000 19.000.000 25,000,000
awan Bencana !
. Kabupaten/Kota
Jumiah
mmam Dokumen Cata
Rumah di Lokas! Stafisnlye i 0 1 P 1 &7.367.000 1 11000 000 1 20,000 000 1 18 000,000 1 25 000 000
Rawan Bencana Kabupatenikots
Kabupaten/Mota Dokumen)
104022010010 -
Peridataan dan
el bogi 5250000 8000000 15,000 000 14,000,000 19.000.000
Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Jurniah
Tersusun dan g;hm" Beka
Terverifikasinyga el Calon
Penerima
Cokumen Data Bakal
Rumah bag
Calon Penenma Kotban Bencan (4] na na 1 5250000 1 8.000.000 1 1% 000 000 1 14 000 000 1 19.000.00C
Rumah bagi Korban ! 8
Boricana Kabupaten/Kota
yang
KabupatenKota T fikasi




BIDANG URUSAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / :
o INDIKATOR BASELINE PERANGKAT
OUFCOME / OUTCOME/ TAHUN 2027 2028 2028 2030 el B
KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
10402202 -
Sosialisas dan
Fersiapan
Fenycudinte) can . 14,000,000
Rehabilitast Rumah [i] 16711.100 11 610,000 16.000.000 14.000 000
Korban Bencana atau
Relokasi Frogram
|_Kabupaten/Kota
Persentase
tetlaksal
bohecsiusblih Sosisieces i
dan Persispan Penyediaan dan
Peryedaan dan Rehabiltas| 0 100 791100 [ 100 1e10000 [ 100 16,000 000 100 14,000 000 100 14,000,000
Rehabiiitasi Rumah
Rumah Korban
Korban Bencana atau Bencana atau
Relokasl Progam Relokasi
Kabupaten/Kota Program
_KebupateniKota
1.04,02.2.02.0008 -
Sosiaksas|
Pengembangan
Perumahan Baru den 16.711.100 11.610.000 16.000.000 14.000 00O 14 000 000
Mekanisme Akses
Fembiayaan
Perumahan
Jumiah Orang |
= e yang Mengiauti
¥a
;P:'W‘rt:ﬂrlﬂan Fengembangan
rumal Barudan Perumahan Baru 1 | 10 14,000,000
N Alosis dan Mekarigme 0 na na 10 16.711,100 10 11 610000 10 16 D040, 000 10 4000000
Fembiayaan Akses
Ferumahan Permbiayaan
Perumahar
(Orang)
10402203 -
Fembangunan dan
Rehabilitasi Rumah i oo 2 487000 (00
Korban Benzana atau 400,000 000 470,000 000 1 115,000 000 2.015.000 00D 1,795 0000
Relokasi Frogram
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Persentase
Fembangunan dan rumah korban
Rehabilitasi Rumaty bercana alau &
1 1 | 100 1 785.000.000 100 2497 000 000
Korban Bencana atay relokasi program 0 100 400.000.000 100 470.000.000 100 1.115.000.000 e 2015 000,000
Felokasi Program Kabupaten/ola
Kal Mota i 1
1.04.02.2.03.0001 - |
Rehabilitasi Rumah 400,000,000 110.000.000 112.000.000 200 000 000 | 180.000 000 250 000.000
|_bagi Korban Bencana ) |




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
OUTCOME INDIKATOR BASELINE PERANGKA
KEGIATAN ourPur | 20es i e i 20%0 OAERAH | KET-
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jumizh Rurrah
Terehabiltasinya Korban Bencana
RB“""“ Daghiorhen "a_,gb“""‘““‘“‘” 0 10 200 000 000 6 110.000.000 10 112,000 000 10 200 000 000 10 180,000 000 10 250 000 00C
Kabupaten/Mota Terehabslitas:
(Unt Rumany
1.04 02 203 0004 -
Fembangunan Rurnah 200,000 000 200.000.000 330000000 600 000 000 530.000.000 740.000.00C
bagi Korben Bencana o
Jumiah Rumah
Terbangurmya rumah WE Roibiy
xqikofba:(::nma KabupatenKota 0 10 200 060 000 1 200 000.000 5 330,000 000 <] 600 000 000 5 530.000.000 5 740 000 000
y yarig Terbangun
(Uit Ruman)
1,04 02 2.03.0008 -
mmn Rumah
nsyarakal yang
Terdarmpak Re 160.000 000 673,000 000 1.215.000 000 1.085.000.000 1.507.000.000
|_Kabupaten/Kota
) Jurmiah Rumah
T Rumah | bagi Masyarakat
bagi Masyarakat yang | yang Terdampak
Terdampak R Redok 0 na na 1 160 000.000 20 673.000 00O 10 1 215000 000 10 1.085.000.000 10 1.507 000 000
Frogram Program
Kabupaten/Kota Kabupatenfola
(Unit Ruman)
10402205 -
210.609.000 187 000 000 330 000 000 378.000.000 486 000.000
Susun Umum 412 048 100 et 2
darvatou Rumah
| _Khusus TR : ISR S e
Fomoiaon Perseniase
rumah susur
Cengaiotaan Rumah | umum daniatau 0 BB 100 210608000 | 100 187000000 | 100 339000000 | 100 378000000 [ 100 495,000 000
rumahn khusus
dan/atau Rumah
Khusis yang dikeloia
1.04 02 205 0002 -
Pemanfaatan Rumah
Susun Umum 412 048 100 202 208.000 176.000.000 319.000 000 359 000 000 471.000.000
dan/atauy Fumah
Khusus
JJumiah
Telhlmya Dokumen
Femanfaatan Rumah zc-mfanmn 1 471,000,000
Susun Urmum umah Susun 1 4 412 048 100 12 202 209.000 12 176 000.000 12 318 000 000 12 358000 000 2 g
i Urnum darvastau '
:;r::_::u R Rumah Khusus
{Cokumen)




un:nngoumm ) TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
1
INDIKATOR BASELINE
s OUTCOME/ | TAHUN 2025 2026 2027 2028 2028 2020 T, [ .
OuTPUT 2024 -
SUBKEGIATAN [ :
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1.04 02.2 (05 0004 -
Pengendalian dan
Fengawasan
Felaksansan
Penjualan Rumsh
Jumiah
Dokumen Has:)
Tertaksananya Pengendalian |
Fengendalan dan dan ]
Fengawasan Pengawasan 0 na na 1 8400 000 1 11 000.000 1 20000 000 | 1 19 000 000 1 23 000.000
Felaksanaan Pelaksanaan
Penjualan Rumah Penjualan
Ruman
(Dakumen)
10402206 -
Fermrbitan zin
Pembangunan dan 14238250 46.874.900 47 000.000 85 000.000 302 00G.000 442,000,000
Pengembangar VSRS
Ferumahar
1.
Penerbitan lzin Persentase
Pembangunan dan pengembang
han yang 14238250 100 45.974 900 100 47 000 000 100 85,000,000 100 302.000 000 100 442 000.000
Ferumahan Sesuai difasitasi
Standar
10402 2060001 -
Fasiltes PFemenuhan
Kormitmen Penerbitan
lzin Pembangunan
dan Pangembariiieh 10 442 000 22.000.000 40000 000 36 000,000 50 000 000
Ferumahan
Terintegrasi Secara
_Elektronik _| B R _ B [ | S | S— f— o e —
Jumiah
Diedeumen
Kesepakatan
Tersusunmya dergan
Kesepakatan Pengembang®Pe
| Komitmen dengan faku
| Pengembang/Pelaku Pembangunan
Fembanguran untuk Rumah untuk
Penertitan tzin Penerbitan zin na na ra 2 10 442 D00 2 22000 000 2 40 000.000 2 36 000 CO0 2 50 000000
Fembanguran dan Pembangurian
| Fengembangan dan
Perumahan Pengembangarn
| Terintegrasi Secara Perurrahan
Elektrontk Terimtegras|




mp&%ﬂm 1 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
!
INDIKATOR BASELINE
i OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2020 2030 PORMENAT. | o
SUBKEGIATAN kil B0k
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
104022060003 -
Koordinas| dan
Sinkronisasi
Fengendalian 14 238 250 38532.900 25.000.000 45,000 000 266.000.000 392.000 000
Fembangunan dan
Fengembangan
Ferumahan
Jumilah Laporan
Terlaksananya Hasil Koordinas:
Knordinasi dan dan Sinkroriisasi
Sinkronisasi Fengendalian
Fengendalian datam Pembangunan 4 4 14238250 12 36.532.900 12 25000000 12 45000 000 12 266 000 DO 12 352000 000
Fembangunan dan dan :
Fengembangan Pengembangan
Ferumahan Perumahan
{L3poran)
1.04.03 - PROGRAM _
KAWASAN 2.000.000.000 2.900.000 000 3.000.000,000 4.000.000 000 5.000.000.000
PERMUKIMAN
1.04210.0.00
Persentase luas 101.0000 -
kawasan Chnas
i dsemrel] N s 44,82 23,87 2000000000 | 3135 2900000000 | 4586 3000000000 | 8403 4000000000 100 5000000000 | Ferumanan
8 10 Ham W
i 1
ditangani (%)
10403201 -
Fenerbitan Lzin
Fembangunan dan 15000 000 15.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000 000
Fengembangan
Kawasan Permuldman
Jumiah dokumen
Tetlaksananya pendukung
Fenerbitan 1zin terkait lzm
it orivabiat pemna) 1 4 1 786 500 1 15.000 000 1 15000 600 1 50,000 000 1 50 000.000 1 50.000.000
K 1P . peng ]
Sesunl Stondar kawasan =
permukirnan
1.0403.201 0004 -
Koordinas: dan
Sinkronisast 15.000 000 15 000 000 50.000 000 50 000,000 50.000.000
Fenyelenpgaraan
Kawasan Permukiman
Jumiah Laparan
Terlaksananya Hasil Koordinas)
Koordinas: dan dan Snkionisas)
Sinkronisasi Penyelengparaa 2 4 31 788 500 2 15.000 000 2 15 000 000 2 50 000,000 2 50000000 2 50000000
Fenyelenpgaraan n Kawasan
Kawasan Parmukiman | Permukiman
{Laporan)




mmmmm 1 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PR !
INDIKATOR BASELINE 5
auycomME/ OUTCOME / TAHUN 2028 2027 2028 2028 2030 b oeeyandlll S
KEGIATAN / OUTPUT 2024
SUBKEGIATAN 7
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1.0403.202 -
| Penataan dan
Feninghkatan Kualitas
Kawasan Permukiman 10.000 000 10.000.000 100 000.000 100.000.000 100.000 000
Kumuh dengan Luas
di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
Tertaksananya ‘;:::haaﬁa?"
Kegiatan Penataan rinakata
gen Feniglan Ssitia ksasan
Roinlfa Fityano) permukiman 1 1 HVALUE) 1 10,000 000 1 10,000.000 1 100.000 000 3 700,000,000 1 100.000.000
FPermukiman Kumut cimuh dengan
dengan Luas di s ol 10
Blawah 10 (Sepuluh) i uh) Ha
Fa {Keglatan)
1.04.03.2.02.0008 -
Fenyusunan/Review/L
egalisasi Kebijakan 5.000.000 5,000 000 50.000.000 50.000 000 50,000.000
|_Eudang PKP
Jumiah
Dokumen
Tersusun/Tereview/Te | Kebijkan
riegalsasinya Bidang PKP |
bijakan Bldang yang 1 2 416 407 000 1 5.000 000 1 5.000.000 1 50.000.000 1 5§0.000.000 1 50,000 000
FKP Tersusun/Tarevi
ewlTerlegalsasi
(Dokurnen)
104032320074 -
Survei dan Penetapan
Lokasi Perumahan 5000 000 5.000.000 50.000.000 50 000.000 50.000.000
dan Permukirman
Kumuh
Jumlah
Dokumen Hasil
Terlaksananya Survel g::;::::nn
can pehelspan Loesl, || | e 1 na na 1 5.000.000 1 5:000.000 1 50000 000 1 50.000.000 1 50000 000
| Ferumahan dan Perurmahan dan
Fermukiman Kumuh Peemukiman
Kumuh
Cokumen)
10403203 -
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luss 1.975.000.000 2 875000 000 2850000 000 3 850,000,000 4 .850.000.000
ai Bawah 10
Ha




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / PERANGKA
OUTCOME INDIKATOR BASELINE ;
REGIATAN / QUTCOMR, ||| YAt 2038 gose b oy ooy 200 DAERAL | KET.
SUBKEGIATAN bl 2024 _
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Tetlaksananya
Feninpkatan Kualitas Cakupan
Kawasan Permukiman | layanan rumah
Kumuh dengan Luas tayak huni yang 15,05 | 50,96 1.975.000 000 50,26 2.875000.000 49 54 2.850 000 000 488 3.850.000.000 48,03 4.850.000 000
di Bawah 10 terjangkau dan |
{Sepuluh) Ha yang responsif gender |
responsive gender |
110403 2 03,0002 - |
Ferbaikan Rumah i 2148.901 600 1.000 000 000 2000 000 000 2 080 000 000 2560000 000 2 560 000 00C
Tidak Huni | ;
Jumniah Rumah |
Teraksanatya Tidak Layak
Ferbaikan Rumah Huri yang B33 105 2 148 901 000 128 1000 000 000 128 2 000 000.000 126 2 080 0X) 000 128 2 560 000 000 128 2.560.000.000
Tidak Layoak Huni Diperbaiki (Unit
Rumah)
1.04.03.203.0004 -
Koordinas! dan
Sinkronisasi
e 20,000 000 20,000,000 50,000 000 50,000 000 50,000,000
Femugaran/Peramaja
an .
Kumuh — =
Jumish Laposan
1ok Hasil Koordinasi
; oordings: dan dan Sinkronisas)
Sinkronisas| Pengendatian
ian it 20 1 20000, 1 50.000.000 000 000 1 50,000 000
Penyelsnogerasn g'em < 1 1 14238 750 1 000,000 (e e] 000, 1 &0
Femugaranferamaja i ugaran/Per
an Permukiman joan,
Kumuh Permukiman
Kumuh
Laporan}
104032030013
Pemugaran Kawasan 3949 537 837 955.000 000 855000 000 720 000000 1.240.000 000 2.247.000.000
Fermukiman Kumubh {
Terlaksananya Lias |
Pernugaran d Permuigrman 1
Kawasan Parmikian | Kumihyang 8 142 B 8 955 000,000 8 855 000 000 8 720.000.000 8 1.240.000.000 85 2 240.000 000
it Drpugar (Ha)
1.04.04 - PROGRA K
FERUMAHAN DAN
KAWASAN a 8.053.673.308 7.754 736,068 5654265 000 2775,2085.000 5,081 204 96¢
FERMUKIMAN
KLIMUH




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR BASELINE PERANGKAT
b dd OUTGOME TAHUN 2026 2028 2027 P i i SRANGKAT | g1
b b ik u TARGET PAGU
QUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAG!
Persentase 1.042,100.00
Penanganan 01 0000 -
Meningiainya kuaitas | [ o0 O LL3f Dinas
B Permukiman 6168 na na 10,5 8053673308 | 1174 7.754.736.068 133 6654205000 | 1534 2775285000 | 18,12 5.08120409¢ | Rerumanan,
KUrin n g Kumuh dengan Permlidman
Luas di Bawah dan
10 (Fepulub) Hn Pertanahan
— (%) . —— R B i || Y | S = L e ==
10404201 -
Pencegahan
Peuumahan dan 8053673 308 7 754736 068 5654295 000 2,775,295 000 5081204995
Kawasan Permukiman
Kumuh pada Daerah
Kabupaten/¥ota
Terlaksananya
Pencegahan Persentase
Perumahan dan tumah tidak 7 3 654,265,000 50 2775295 000 100 5081294 549
Kawosan Permukiman | layek hund yang 20 na na 20 8063673308 25 7 754736 068 3333 5654295
Kumuh pada Daerah tertangani
Kabupaten/Kota
1.04.04201.0001 -
Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni
untik Pencegahan
Terhadap Tumbuh
¢an Berkembangnya 77547 5.654.295.000 2.775.205.000 5081.264 956
bl 8.053.673.308 754736 068
ai Lunr Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuiuh)
Fia
Jumiah Rumah
Tidak Layak
Terlaksanonya Hum untuk
Ferbaikan Rumah o
Tidak Layak Huni Terhadap
wnuk Pencegatan Tumbuh dan
Termadap Tumbuh Berkembangrya
gan Berkgmibangrya: | CPermukoman 5386 na na 512 8063 673 308 512 7 764 736 068 512 5654295 000 512 2775 295 000 512 5081204999
Fermukiman Kumuh Kumuh di Luar :
dl Luar Kawasan Kawasan
Fermukiman Kumuh Permukiman
cengan Luas di Kumuh dengan
Bawah 10 (Sepuluh) Luas di Bawah
Ha 10 (Sepuluh) Ha
yang Dipettalki
[Linit Ruman)




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR BASELINE
i) OUTCOME/ TAHUN 2025 2027 2028 2030 FIRANEUAT | v
OUTPUT 2024
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGUL TARGET PAGU TARGET PAGU
1.04.05 - FROGRAM
PENINGKATAN
e asged 15 852 480 40 800,000 000 800,000,000 800,000 000 800,000 000 500,000 000
ARANA DAN 5
UTILITAS UMLIM
(PSL)
Persentase 1["?'23&?'_0'%
_ perumehan yang Dinas
Meninglatnya suriah dilengkapt P han
penyediaan PSU PSLU (Prasarana, 54,83 193 70,25 800.000.000 79,18 800 000.000 89,09 800000 000 96,32 800.000.000 48,24 £00,000 000 " 5
perumahan Sarana dan Permukiman
Utilitas Urnurn)
(%) Pertanahan
1.0405 201 - Urusan
Fenye an 15.552.480.40 #00.000.000 800.000.000 BO0 000 000 800 000000 BO0.000.000
Fsu 5
Teriaksananya dummiah
Urusan peayrcizan
prasarana gan a@ 1 15552.480.40 a 800.000 000 92 800.000 000 a3 800 000000 a4 800.000.000 85 800,000 000
m sarana pada Bl
perumahan
1.04 05.2 01,0008 -
Operasional dan
Femeliharaan
can LRilitas Umum di
Ferumahan
Jumiah Lokasi
pada
Terlaksananya Perumahan yang
Operasional dan Dilaksanakan
Femeliharaan Operasional dan : 2
Prasarana, Sarana. Pemelharsan 4 4] a 4 200000 000 4 200 000 000 4 200000 000 4 200.000.000 4 200,000 000
dan Utiitas Umum di Prasarana,
Ferumahan Sarana, dan
Utiitas Limum
| = (Lokasl)
104052010012 -
Penyediaan
Frasarana, Sarana, 600.000.000 600 000 000 600,000 000 600,000,000 600,000 000
dan LAilitas Umum di
Perumahar
Jurniah Lokasi
Tersedianya ;Emrfﬂha“ yang
Prassrans: Safsia sediakar)
dan Ukiitas Umnum di Prasarana, 0 0 0 10 600000 000 0 B0 000 0G0 10 GO0.000 o0 10 600.000 000 10 00,000 000
Perurnahan Sarana, dan
Utiitas Umum




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM | !
INDIKATOR BASELINE
OUFTCOME | OUTCOME | TAHUN 2027 2028 POORASVE | e,
oo e ouTPUT 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1.04.06 - PROGRAM
PENINGKATAN
FELAYANAN
SERTImel,
KUALIF! 1,
KLASIFIKAS] DAN [} 30,000 000 30 .000.000 30000 000 30.000 000 30.000 000
i
BIDANG
FERUMAHAN DAN
HAWASAN
FERMUKIMAN =i Sllgees, = oo S
Persenlase
: Sertifikasi dan
tegistrasi bagl orang | o0 atay 1.042100.00
atau badan husum hut 01,0000 -
yang mm:;m by Dings
perencansan rymat, | Meaksanakan 0 na na 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000 000 100 30,000 000 100 30.000000 | perumanan.
sefta puem‘:am dap E'n' g P '
prassrana sarana
S Lelhiss, Ly bl x‘m
i Onikes Umum
PSU (%)
10406201 -
Sertifikasi dan
Registrasi bag Orang
atau Badan Hukum
;,:\g Mm:n::inmn
ncangan i ]
Perencanaan Rumiah 30,000,000 30.000 000 30,000 000 30000000 30.000.000
sarta Perencanaan
Prasarana, Sarana
dan LAiitas Umum
FSU Tingkat
|_Kemampuan Kecil
Terlaksananya Persentase
Serfifikas| dan sertifikasi dan
Registrasi bagl Orang regstrasi bagi
atau Badan Hukum orang atau
| yang Melaksanakan Badan Hulkum
| Perancancan dan yang
Ferencanaan Rumah melaksanar
sarta Perencanaan perancangan .
Frasarana. Sarana dan na na na 100 30 000 000 100 30000 000 100 30 000 000 100 30.000.000 100 30 000000
| gan Wilitas Umum pefencanaan
I FSU Tingkat remah serts
Kemampuan Kecil perencanaan
canaan rumah sefta prasatana,
perencansan sarana dan
Frasarana sarana utitas umum
dan utiftas umum PSU




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR | BASELINE
QUTCOME | OUTCOME TAHUN 2026 2027 2028 2028 2030 PERANGKAT | \ oy
KEGIATAN / ORI i DAERAH
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
FSU
10406 201 0001 -
Koordinas) dan
Sinkronisasi
Sertikasi
iy ipeobboe 30,000,000 30.000.000 30 000 000 30.000 600 30,000,000
Fengembang
Perumahan dengan
K Kecd
Jumlah Laporan
Hasil Koordinas:
;‘:m‘f""ﬁm dan Snkronsasi
nasi dan
Emkronisasi Penemvtan
Penerbitmn Sertfikasi | Scrinkas! dan
ool Registrasi 0 na na 2 30,000 o0 2 30 000 000 2 30,000 000 2 30 000 000 2 30000 DOC
Pengembang Perumahan
Pen.u'l_'sahan dengan
Kualifias| Kecll mﬁ' i snly JKeei
= {Laporan)
irrighiaiaid 5095,000.000 4095000 000 4.095.000.000 4095000000 3065000000
710,04 - PROGRAM _
FENYELESAIAN
St T TANAL S Ao 5.000.000 5,000 000 5,000,000 5.000.000 5000000
GARAPAN
mu&'k:nm 1.04 2100 00
Meninglat Kkasus tanah 01,0000~
e garapan yang b
penyeiesalan belum 100 100 100 5.000.000 100 5 000,000 100 5000000 100 000,000 100 500000 | Penumahan,
sengketa tanah bersertiiket yang 3.238.900 Kawasan
garmpan dilakukan Permukiman
maialul mediasi dawnn
(%)
21004201
Fenyelesaian
Sengketa Tanah -
e 5000 000 5,000,000 5000 000 5 000,000 5000000
Daerah
Kabupater Kotz
Terlaksananya
Penyelesalan
Sengketa Tanah Jumiah kasus =
by apabining probupileraod 3 a S 3 5.000.000 3 5000000 3 5000 000 3 5 000 000 3 5,000 000
Daerah
|__Kabupaten/Kota




BIDANG URUSAN /
PROGRAM /
OUTCOME

KEGIATAN |

SUBKEGIATAN

oUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME
ouTPUT

BASELINE
TAHUN

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2027

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

2.10.04 2.01 0004 -

5.000 000

5000 000

5 000.000

5.000.000

5.000 000

dalam 1 (satu) Daerah
Kabupater/Kota

FENYELESAIAN
GANT| KERUGIAN
TANAH UNTUK

210.05 - PROGRAM

dalam 1 (Saty)
Daerah
Kabupateniota

(Berita Acara)

3.239.900

5.000 000

5000000

5.000.000

5:000.000

5.000.000

7174913950

5.000.000.000

4.000.000.000

4 000,000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

Meningkatrrya
dan
santunan tanah untuk

pembangunan

100

7174913850

5.000.000.000

4.000 000.000

210.05.201 -
Fenyelesaan
Masalah Garti
Kerugian dan
Santunan Tanah
untuk Pembangunan
oleh Pemerintah
Caerah

|_Kabupaten/Mota

5.000 000 000

4 000 000000

4.000,000.000

4000000 000

4.000.000.000

3.009.000.00C

104210000
o1 .

4 000.000.000

3.000.000 000

Terlaksananya
Fenyekesaan
Masalsh Gantt
Kerugian dan
Santunan Tarah
yntuk Pembangunan
oleh Pemerintah
Daerah

WKota

Luas lahan yang
dibebaskan pada
tahun-n (Ha)

TAT48913.950

5.000.000.000

15

4.000.000 000

10

4.000.000.000

4.000 000.000

3.000.000 GO0

I 2.1005.2.01.0001 -
Fenetapan Dattar

|' Masyarakat Peretirma

Santunan Tanah

dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten Mota

5000 000.000

4000 000,000

4.000,000.000

4.000.000.000

3.000.000.000




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR | BASELINE PERANGKAT
et OUTCOME / TAHUN 2026 2026 2027 2028 2020 2020 T
SUBKEGIATAN DI 2051
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jurmiah
Tersusunnya Keputusan
Keputusan BupatvWal Kota
Odpcoli o Tentang 1 a B, 1 5.000.000.000 1 4000 000 000 1 4000000 000 1 4000.000.000 1 3,000,000 000
Fenefima Bantu;lar- Pemrr;la
Tanah Santunan Tanah
(Ookumer)
210,06 - FROGRAM
REDISTRIBUS!
TANAH, DAN GANT
oo na 35,000,000 35,000 000 35,000.000 35.000 000 35.000.000
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
Tersedianya
Taneh Obyek 1.04210000
nareform 04,0000 -
akses (TOL) yang siap Dinas
mmm yang berasal 95 na na 95 35,000,000 a5 35,000,000 a5 35,000,000 95 35,000,000 95 35000000 | Ferumanan.
Agraria (TORA) Kedebinan dar Permuliman
Tenah it
Maksimum dan Pertanahan
Tanah Abscrtee
(%)
71006201 -
Fenetapan Subjek
can Objek
Redistribusi Tanah
e i 35 000,000 385000 000 35 000,000 35 000,000 35 000,000
Maksimurm dan Tanah
Absentee dafam 1
(Satu) Daerah
| Kabupaten/Kota
Jumiah dokumen
| Tetlaksnnanya keglatan
Fenetapan Subjek pem!aux i
dan Objek subjek cian oby
Redistribusi Tanah m"m tarish
Serta GoniiKengen | yerugian tanan 1 na na 1 35,000 000 1 35000 000 1 35000 000 1 35,000 000 1 35000000
Maksimurn dan Tanah
Absentee dalam 1 gahﬁmu;::;ﬂ
(Sat) Dnersh da';:ma1 (natu)
Kabupaten/Kota daesah
= {dokumen) — = === - - —




BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
OUTCOME INDIKATOR BASELINE PERANGKAT
KEGIATAN OUTRUT. g o oagrAH | KET
SUBKEGIATAN
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
210.06.2.01.0004 -
Koordinas| dan
Sinkronisasi Penatzan
£doaaem k) 000, 10.000.000 10.000.000
Ferhaniasian na 10.000.000 10.000 000 10.000 000
Fedistribusi Tanah
calam 1 (satu)
Kabupaten /Kola
Jurniah
Dokumen Hasi
Terlaksanarya Koordinasi dar
Koordinas: dan Sinkronsas:
I Sinkronisasl Penatzan | Penataan Akses
Abaes dalon guari 1 1 10,000 000 1 10.000 000
Semanfastan Pemarisstsn 0 na na 1 10,000 000 1 10000 000 10 000 000
Fedsiribusi Tanah Redistribus
calam 1 (Satu) Tanah dalam 1
Kabupaten/Mota {Satu)
Kebupaten/ota
{Dakumen)
2.10.06:2.01.0006 -
Koordinas: dalam 000, 25,000,000
rangka Penataan Aset 25000000 25.000.000 25,000,000 25.000 000
Reforma Agraria
Jumilah Berta
Teriaksananya fwal dalanm
Koordinas) dalaum Koordinasi 0 na na 1 25000000 1 25 000,000 1 25 000 000 1 25 000,000 1 25.000 000
rangka Penataan Aset
Reforma Agrana Pnatozn Aset
Relforma Agrana
{Barita Acara)
2.10 08 - PROGRAM | "
PENGELOLAAN 68,062 550 10.000.000 10.000.000 10,000,000 10,000 000 10.000.000
TANAH KOSONG t
1.04210000
.01.C000 -
Persentase Dinas
Meningkatriya ) Perumahan,
pengelolaan tanah z:"m"‘”“‘ 95 100 88062500 95 10.000.000 95 10,000 000 95 10 000 000 o5 10.000.000 95 10.000.000 [ 20000
hasong (%) Permukiman
dan
Pertarahan
21008202 -
Inventarisas) dan i 10.000.000
Pemanfaatan Tanah £8.062.500 10.000.000 10,000 000 10.000.000 10.000.000
Kosong




I = I
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BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGLU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /
INDIKATOR | BASELINE 7
S OUTCOME / TAHUN 2025 2028 2027 2028 2029 2030 PREACKAT. | xar.
SUBKEGIATAN QUTRUY, 2024
OUTPUT TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Teriaksananya Jumiah bidang
Inventarsasi dan tanah yang leiah
e o || G 50 20 P 50 10.000.000 40 10.000.000 30 10000 000 20 10.000.000 20 10,000 000
Kosong (tdang)
270,08 202 0001 -
i - 10,000,000 10,000,000 10.000.000 10,000,000 10000 000
Jurmiah Lapotan
Teriaksananya Tensh Kosong
Inventarsasi Tanah dalam 1 (Satu)
Kosong dalam 1 KabupatervKota 2 4 i 2 10000 000 2 10,000 000 2 10,000,000 2 10,000 000 2 10.000.000
(Satu) yang
Kabupaten/Kata Dinventarieas|
(Laporan) e
210,09 - PROGRAM .
FENGELOLAAN IZIN e 5.000,000 5.000,000 5.000.000 5,000,000 5.000 000
| MEMBUKA TANAH
104210000
01.0000 -
Persentass Dinas
Meningkatnya
pengelolaan izin pugniciaen &8 100 100 assaa ] 106 5000000 | 100 5000000 | 100 5000000 | 100 5000000 | 100 5000000 | Ferumanan
membuia tanah Permukiman
(%)
dan
Pertanahan
21009207 -
Penerbitan tzin T 5.000 000 5000000 5,000,000 5000000 5,000 000
Me Tanah
Jumilah |J
Terlaksanarya permotionar lzin
Fenerbitan izin mombuka tanah 2 2 ok 2 5000 000 2 5000 000 2 5,000,000 2 5000000 2 5000 000 '
Membuka Tanah yang terdatar
NS — 111 = . o ) ) I S A
2.10.08.2.01.0001 -
Koqedinas: dan
Syacpisax) ABAAED 5000000 5000 000 5,000 000 5 000,000 5000.000
Femberan (zin
Mermbuks Tanah
dumiah
Teriaksananya 2
Kegiatan Koordinas) m’d':"w dan
g:'fms",:‘m"‘“‘- I Sinkronisasi 2 3 P 2 5000 000 2 5000 000 2 5000000 | 2 5000000 2 5,000,006
Paribai o Bk dalam rangia
Membuka Tanah Pemberian izin
Membuka Tanah |
(Dakournen})




m’“ml.:mm I TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
1
p INDIKATOR BASELINE
ey OUTCOME TAHUN 2027 PUNDIRICT. i
SUBKEGIATAN RUTPATY an2s
OUTPUT TARGET PAGU TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
21010 - PROGRAM )
FENATAGUNAAN 50,711 450 40.000.000 40000000 40 000.000 40,000,000 40.000 000
TANAH i
104210000
Meningkatrya tertib S,;Efm )
pertanahan dan Persentase Luas Perumahsn.
ian hukum begi Lahan 95 100 50711.450 o5 40.000.000 a5 40.000 000 95 40.000).000 95 40 000,000 95 40.000.00C Kawasan g
pemegang hak atas Bersertifikat (%) ¥ Parmukiman
tanah dan
Pertanahan
21010201 -
Penggunaan Tanah
yang Hamparannya 50,711,450 40 000 000 40.000.000 40 600 000 40 000 000 40,000 000
dalam satu Daerah
| Kabupater/Kota
Terlaksananya
Penggunaan Tanah Luas lahan
yang Hamparannya Pemda 70 £0.711.450 70 40,000,000 50 40 000,000 40 40,000,000 30 40.000 000 5 40,000.00¢
calam satu Daerah tersertifikat '
Kabupaten/Kota
210102.01.0003 -
Koordinas! dan
Sinkronisas|
Felaksanaan 50.711.450 40.000 000 40.000.000 40,000 000 40,000,000 401,000,000
Konsolidasi Tanah
|_Kabupater/Mota
Jumiah
Dokumen
Teriaksananya Aoy
Koordinas| dan mm dayi
Sikranisasi P:: faen!
Felaksanaan p akEmnagn 4 4 o 4 40,000 000 4 40 000 000 4 40,000 000 4 40000 000 4 40,000 000
Konsoidas Tansh cnanidas| 50 711 450
Kewenangan ';anah o [
KabupatenKola Ka eang ol
(Daobeurnen)




Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KET.
1 2 3 4 (05)
1.04.2,10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1. 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN Meningkatnya penyelesaian ganti 2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Pengadaan
GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN kerugian dan santunan tanah untuk | Kerugian dan Santunan Tanah untuk Tanah untuk
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN pembangunan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah fasilitas umum
Kabupaten/Kota
2.10.05.2.01.0001 - Penetapan Daftar
Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota




4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Rencana Strategis) adalah
hasil kerja yang dapat diukur dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan
sesuai tanggung jawab dan kewenangan dalam jangka waktu tertentu. Renstra
memuat tujuan, sasaran dan program pembangunan, yang disusun sesuai

tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Antara Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen
RPJMD Tahun 2025-2029 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan
Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator
kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur mengarah kepada pencapaian target
kinerja sesuai dengan kewenngan serta sesuai dengan target yang termuat
RPJMD Tahun 2025-20230, seperti yang termuat pada tabel berikut :




Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

Tabel 4.4

BASELINE TARGET TAHUN e
o IR R ’2:,*;1” 2025 2026 2027 2028 2029 2030 '
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (17)
1. | Persentase % 78,01 16,08 19,17 23,71 31,08 451 82,16
penanganan rumah
tidak layak huni
2. | Persentase % 99,944 99,945 99,946 99,947 99,948 99,949 99,95
Kawasan Layak
Huni
3. | Persentase % 100 100 100 100 100 100 100
| pemanfaatan tanah
| milik Pemerintah
Daerah
4. | Nilai AKIP Nilai 64,95 71,35 71,85 72 (BB) 72,35 72,85 73 (BB)
Perangkat Daerah (BB) (BB) (BB) (BB)




Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci DPKPP Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

KET.

URUSAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Fasilitasi penyediaan rumah
layak huni bagi masyarakat
terdampak relokasi program
pemerintah kabupaten/kota

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah perumahan yang sudah
dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana dan Utilitas Umum)

positif

%

54,83

62,18

70,25

79,18

89,09

96,32

98,24

Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase kawasan kumuh
dibawah 10 ha di
kabupaten/kota ditangani

positif

44,82

19,27

23,87

31,35

45,66

84,03

100

Berkurangnya jumlah unit RTLH
(Rumah Tidak Layak Huni)

negatif

6,9

6,05

52

4,37

3,03

2,71

1,89

URUSAN PERTANAHAN

Penanganan sengketa tanah
garapan yang dilakukan melalui
mediasi

negatif

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase penetapan tanah
untuk pembangunan fasilitas
umum

positif

%

100

100

100

100

100

100

100
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun dalam
rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029, yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di
Kabupaten Luwu Timur. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan
dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) DPKPP Kabupaten Luwu Timur setiap
tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 diharapkan
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur terpilih, yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Luwu Timur 2025-2029.

Penanggungjawab pelaksanaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025-2029 adalah Kepala DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan
Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 akan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang terkait.

Diharapkan dengan selesainya Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025-2029 pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih
terarah dengan target kinerja yang telah ditentukan sehingga dampak dan
hasilnya dapat mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak
huni dan berkelanjutan, meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU Kawasan
Permukiman, serta pelayanan pertanahan yang baik.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti
kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya,
seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa Renstra Perangkat Daerah selaras dengan tujuan pembangunan
nasional dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
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. Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD),
hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Kabupaten
Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen
perencanaan yang telah berketetapan hukum.

. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD. Hal ini
memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan Nasional
dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN, RPJMN dan RPJMN.

. Renstra harus disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PD.
Ini berrati Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur harus mencerminkan
focus dan tanggung jawab PD dalam melaksanakan pembangunan di
bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD
dan Renstra-PD Tahun 2025-2029.

. Penyusunan Renstra harus mempertimbangka semangat otonomi daerah,
potensi local dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan
kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi
dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan pembangunan.

. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat
digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi,

serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.

5.3. Pengendalian Evaluasi

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang telah termuat di

dalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen

yang kuat dari pelaku pemangku kepentingan. Dan untuk mengetahui

sejauhmana capaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka
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Kepala Daerah bersama PD terkait wajib melakukan pemantauan dan evaluasi
atas pelaksanaan Renstra PD tersebut.

Oleh karenannya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder, agar
dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra
ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan mewujudkan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang Berkualitas serta Tata Kelola Pertanahan yang
Transparan Adil dan Berkelanjutan. Walaupun Renstra ini telah memperhatikan
semua factor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada
kekurangannya mengingat perubahan baik eksternal maupun internal yang
sangat cepat dan komplek, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya
Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah
terlibat dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan ini diucapkan penghargaan setinggi-tingginya dan semoga
Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya
untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-

tugas.

' 197403232003121003
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LAMPIRAN

SK BUPATI LUWU TIMUR
TENTANG
PENBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-
2029.

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun
2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini;

: Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;




KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Juli 2025
TI LUWU TIMUR,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

[. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

II. Sekretaris . Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

3. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
IV. Kelompok Kerja
a. Bidang Perumahan
Ketua : Kepala Bidang Perumahan
Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Perumahan
2. Pelaksana pada Bidang Perumahan

b. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Ketua : Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembangan Kawasan Permukiman
Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Sarana
Prasarana dan Pengembangan Kawasan
Permukiman

2. Pelaksana pada Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembangan Kawasan Permukiman
c. Bidang Pertanahan
Ketua : Kepala Bidang Pertanahan
Anggota : 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Pertanahan
2. Pelaksana pada Bidang Pertanahan

—
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II.

III.

IV.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /D-06/ VII /TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2025-2029

Ketua:

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana
Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2025-2029.

Sekretaris:

membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan
Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2025-2029.

Anggota:

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029

meliputi:

a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelahaan
atas isu strategis yang berkembang;

b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis
gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan;

c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan tahun lalu berdasarkan Rencana
Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan

e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun
berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran
terpadu.

Kelompok Kerja
1. Ketua:

melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis
yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran
pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
penentuan isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi, perumusan
tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub
kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur
serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok
kerja bidang masing-masing.




2. Anggota:

a.

membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas
isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-
masing;

membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis
gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-masing;
membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun lalu
berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-
masing;

membantu melaksanakan  penentuan  isu-isu  penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan di kelompok kerja bidang masing-
masing;

membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan
perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan;

membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan
sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu
Timur;

membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan
target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok
kerja bidang masing-masing; dan

membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan
pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di
kelompok kerja bidang masing-masing.




LAMPIRAN

METADATA
RENSTRA 2025-2029




METADA INDIKATOR KINERJA KUNCI

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Bidang Urusan/Indikator

Kondisi Awal Asumsi Target

Satuiiin Gapatan Target Kinerja

s 2025 2026 ] 2027 | 2078 ] 2029

T 2030

Akhir Proide
RPJMD 2029

V

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi
korban bencana
kabupaten/Kota

% 0 100 100 100 100 100

100

100

Jumlah unit rumah korban
bencana yang ditangani pada
tahun n

87

87

Jumlah total rencana unit
rumah korban bencana yang
akan ditangani pada tahun n

87

87

Persentase kawasan
permukiman kumuh
dibawah 10 ha di
kabupaten/kota yang
ditangani

% 44,82 19,27 2387 31,35 45,66 84,03

100,00

100

Luas kawasan permukiman
kumuh dibawah 10 Ha yang
ditangani

42,58 10 10 10 10 10

Luas kawasan permukiman
kumuh dibawah 10 Ha

95 51,9 41,9 319 219 119

1.9

19




No

Bidang Urusan/Indikator

Satuan

Kondisi Awal
2024

Asumsi Target
Capaian

Target Kinerja

2025

2026

2027

2028 |

2029

2030

Akhir Proide
RPJMD 2029

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Berkurangnya jumlah unit
RTLH (Rumah Tidak Layak
Huni)

6,90

6,05

520

4,37

3,53

2,71

1,89

2,06

Jumlah unit rumah tidak
layak huni

5.340

4700

4060

3420

2780

2140

1500

Jumlah total unit rumah
Kabupaten/Kota

77.374

77.699

78.024

78.349

78.674

78.999

79.324

72823

Jumlah perumahan yang
sudah dilengkapi
PSU(Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum)

54,83

62,18

70,25

79,18

89,09

96,32

98,24

98,24

Jumlah unit rumah yang
sedang dibangun terfasilitasi
PSU

1816

1966

2116

2266

2416

2516

2566

2566

Jumlah unit rumah kab/kota

3312

3162

3012

2862

2712

2612

2612

2612

Fasilitasi penyediaan rumah
layak huni bagi masyarakat
terdampak relokasi program
pemerintah kabupaten

100

100

100

100

100

100

100




Asumsi Target
No |Bidang Urusan/Indikator Satuan Koug:]szi:wal Capaian Target Kinerja .;l;l;:;;‘:;;
2025 2026 | 2027 | 2028 2029 | 2030
v INDIKATOR KINERJA KUNCI
Pertanahan

persentase penetapan tanah

11 |untuk membangun fasilitas 9% 100 100 100 100 100 100 100 100
umum
Jumlah penetapan tanah
untuk pembangunan 2 2 2 2 2 2 2 2
fasilitasi umum
Jumlah kebutuhan tanah
untuk pembangunan fasilitas 2 2 2 2 2 2 2 2
umum
Penanganan sengketa tanah

3 |garapan yang dilakukan % 100 100 100 100 100 100 100 100
melalui mediasi
Jumlah sengketa tanah
garapan yang ditangani 6 3 3 2 2 g 2 2
Jumlah pengaduan sengketa 6 3 3 3 3 3 3 3
tanah garapan

Malili, 18 September 2025




METADATA INDIKATOR TUJUAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

METADATA INDIKATOR e s e i o un e
BOBOT . KET.

= TARGET | NILAI | TARGET [ NILAL | TARGET | NILAI | TARGET NILAI TARGET | NILAL | TARGET | NILAI | TARGET | NILAI
Persentase penanganan 35 78,01 2731 16,08 5,63 19,17 6.71 237 830 3108 | 10,88 45.10 15,79 82,16 | 2875
rumah tidak layak huni
Persentase Kawasan Layak 35 99,945 3498 99.945( 34,98 99.946 3408 09947 34,98 99948 | 3498 | 99950 [ 34982 99,951 | 3498
Huni
Persentase pemanfaatan 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30
tanah milik Pemerintah

erumahan, Kawasan Permukiman
ab. Luwu Timur




METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

. METADATA SATUAN BASELINE TAGET TAHUN
NO. KET.
KU 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
| |Persentase penanganan rumah tidak 78.01 16,08 19.17 23,71 31,08 45,10 82,16
layak huni
Jumlah rumabh tidak lavak huni yang 4.166 640 640 640 640 640 640
tertangani
jumlah total unit RTLH kabupaten 5.340 3.979.00 3.339,00 2.699.00 2.059 1.419 779
2 |Persentase Kawasan Layak Huni 99,945 99,945 99.946 99,947 99,948 99.950 99,951
Persentase Kawasan Tidak Kumuh Hit.
Perkotaan Menggu
nakan
data
Indeks
Daya
Saing
3 |Persentase pemanfaatan tanah milik 100 100 100 100 100 100 100
Pemerintah Dacrah (%)
Luas tanah yang dimanfaatkan (Ha) 2.610.09 2.670 2.685 2.695 2.702 2.707 2.712
tahun n
luasan tanah yang menjadi aset 2.610,09 2.670 2.685 2.695 2.702 2,707 2.712
Pemerintah daerah(Ha)




o METADATA SATUAN BASELINE TAGET TAHUN
R 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4 [Nilai AKIP Perangkat Dacrah 65 71 72 72 72.35 72.85 73
2 |Persentase penanganan kawasan MENJADI 44.82 19,08 23,57 30.85 44.60 80,52 100,00
kumuh di bawah 10 Ha INDIKATOR
PROGRAM
[uas kawasan kumuh dibawah 10 Ha 42,58 10,00 10,00 10.00 10,00 10,00 2,42
yang ditangani tahun N (Ha)
Target luas kawasan kumuh dibawah 95.00 52,42 42,42 3242 22,42 12.42 2,42
10 ha pada tahun N (1a)

Malili, 18 September 2025
.~ Kepa inas Perumahan, Kawasan Permukim




METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomar PILAR
N | TAHUN | TAHUI
NO | Indikator | BIDANG URUSAN / INDIKATOR | PEMBANGUN | SATUAN TAUM)| (TAUEN | T8I0 8 ) RUMUS Metadata SDGs/TPB OPD Pelaksana Keterangan
2025 2026 2027 2028 2029 2030
T8/ 50Gs an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 13
ASPEK PELAYANAN UMUM
PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN
4 |11.11(a) |Proporsi rumah tangga yang Lingkungan
memiliki akses terhadap hunian PHLT = IRTHLT X 100% Dinas Dinas
yang layak dan terjangkau IRT pe h perumah
% 81,80 79,41 BO,55 81,93 8341 84,83 Keterangan . kiwasan kawasan
PHLT : Proporsi rumah Lanzga hunian layak dan terdanghau permukiman permukiman
JRTHLT : Jumlah rumah tanggs hunian layak dan terangkau dan per 1| dan per h
JRT ¢ Jumlah rumah tangpa
JRTHLT 66.138 67.650 | 69.162 | 70.674 | 72186 73.698
IRT 80.856 85.191 | 85.863 | 86.201 | 86,540 B6.879

/"Malili, 18September 2025

erumahan, Kawasan Permukiman
ab. Luwu Timur




METADATA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG HASELINE 2025 2026 2027 2028 029 2030
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN/QUTCOME/OUTP INDIKATOR /SUBKEGIATAN TAHUN
ur 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
WAJMN BIDANG 21 575438, 154 21875435 15 23 545 607 D81 24.247.513.542 21,015,924 458] 26.500.208 942
Meringhainrys Kuahtss 104 01 - FROGRAM
e o Pemmjang |PEmeniase pemeauhian perneng PENUNIANG URUSAN
e Bash & ursen 5 M:M CEMERNTAIANDASGY] 19 100 10,111,752 850 100 10,111, 762850 109 10,617 250,999 100 11.148.218 542 100 11,795 620 459 100 12 290.910.042
Tugas dan Fungs ¥ KABUPATENYDTA
[Perangpatnys Fusies T4 01 200 -
[Persentase pamprsanan dokuman
m"“t"“'vm"‘:‘-""‘""“ dan heowinme: den 100 00 86,000,000 100 16 000 000 1w 86,000,000 100 85 000 100 100 #0000 000 100 56,000,000
3 evaluasi topal wakhy ‘E iy
Raahuan parpans ok LTy
PRBNCENSAN PANYENGONIEN A ey sl 17 14 14 14 1 14
METAGATA [
Targs! panpasunsn dpkurmen
pRAGANASN ponganpgasn & ivetes 17 14 14 L} 1 1]
bl Wk =
104012010001
Temusunnys Dokumen Prrsantase ketnrcapalan lngel kinage | Parmsunan Dokusnen
okt Dt £t 100 100 20,000.000] 00 20 000,000 100 20000 000 100 20,000,000 100 20,000 D00 100 20,000 DUO
Diwgrah
Ll
[ tumiah Dokuman KKA-S<PD dan -
B Laporan Hasil Koordriast Regrie con 2 2 5000000 2 5,000 000) 2 5 000 000) 2 5000 000 2 5.000.000 2 5000 000
- Dokymen RKA-SKPD (Dekumen) WU
Jurniah Dokymen DPA-5XPD dan 1.04 0 2.07.0004 -
(BKPD dan. Lapocan: Hasd Lapoen Hasil Perry dan 2 2 51000 900 2 5 1000,000 2 5660 000 2 £.000.000 2 5,000,000 2 5000,000
porhnasi Pemusunan Dhumen | imen oA SKPD (Dokumen Pemusunan DPA-SKPD
Tadmkannionys Evalossi Mneda  |Jumish Lispoden Eoulias) Kinerts éuﬂﬁzm;wm 10 1 55 359.000) 10 55,000 000) 16 55.000.000 10 5.000.000 10 56060.000 0 55000
Peranghat Dasrah Pesanghut Dosah (Laporan) Bcab . 000)
Terwujudnya Pengelolaan 1.04 012 02 - Administas
Adim 2 F realsasl 80 [ o 100 100 3 89T 186 490) 3 U 102047, 450 E3 9667 635 563 o 10228 503 142 ] 10,745 014 060 o 11371 155 43
Doacah Gesusl Blondar (Cingrah
Resisaa Angpanan % BUT 1HE 4B0 B 00N 206 801 U BO3 Ba7 Bo1 10 073 834 are 10 &7 05 THR ( reon
Targal Anggnran 3067 188 460 [ 43 480 G RGT 608 590 10 328 500 14| 10 TAS 014,000 wansadizianes
1.04 012,02 0001
1;N' adienye Gaff dan Turjangan ;“"‘.""‘ Orung yunp Menurine Gagdan |5y yon cay dan 2 Pl 2837 690,750 55 9 182 047 453 80 687 635 503 85 10.218 503 142 70 10,778 014 060 5 11,361 185 543
unfmngan AEN (Crang/udan) =
Turgangan ASN
Torsedisnys Laporan Keuangsn | Jumiah Laporan Keuangan Bulanan/ 1.04,01 2,02.0007 -
i SHPD dan Moominasi dan
SKPD dan Lagomn Laponn i Py Parmpusunan Laporan
; o el - | i " 18 8 65495740 ] 10 000 (09 18 10,000 000 18 10,000 000 18 10,000 000 8 10 00 00|
SKPD
SKPD {(Laporan) BHPD




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG TAN BASELINE 2025 2026 2027 2028 2029
PROGRAMKEGIA
URUSAN/OUTCOME/OUTP INDIKATOR TAHUN
42 rsuBKeGwTaN | oo e
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
oo Fenayioam 1.04.01 2,03 - Administrasi
(Adniniran| Bacnng Mtk Daerah |y s loradeministrasi Barnng Misk Dasrah pada 100 100 1eara00] 100 2.500,000) 109 2800 ooo1 100 2 500,006 100 2560 000 100 2 50¢.000
pada Poranghke Dearsh Sssom |Paranghat Dasrah
|Standar
Reafrsan Asel ying ersamsnisims: ) =
[Lv] nn (4] D /]
METADATA
Turgnt &3m0 jurg Werndmniskres 2 s
L (] a4 )| s i
1 i -
Toriuksmarm Ponsiaussioan.  [Jumist Lo Pankiisitain Sanglp, ., Barsng 4 4 16 674 00| 1 2,500 009 1 2 500 000 1 2500 000 1 2300 020 l 2500000
Barang Wi Coarah pada SKPTD. (14 Coeran pads KD (Laporan) | oo &
Torwupudoya Pengaloiaan 1.04.01 2 04 - Admanisiras
Admivioiuel Pédipaiat e el s ) 100 100 2 500.000) 100 2.500,000 100 2500005 100 2800000] 100 2.80¢.000)
Fawnonngan Pecsngiai Casrah Kwanargan Perangkst
|5esus: Stander | Digrat
Fanilsan > ml mag
toratrman 201 600 0D0 201 8O0 XM 200 B0 00O 200 BOD 000
METADATA
T
arjiel pondauatan vang leta e 201 600 DO 201 H00 OO 204 600 000 201 00 GO0
T T 7 0 0T -
R Y Lirorn | c'"""' Lisporan Pang 4 ‘ 7,299 00 4 2 500 000 4 2 500,000) 4 2 500 000 4 2500000 s 2,500 000)
i Dagrah (Diumen) Palaporsn Pengeiolaan
. Rl R e
Adminiatrass ‘ bzt Kapagawsian Perenghat 100 100 117,654 800 100 180 000,007 100 130,000 000| 100 130,600,000 100 130,000 000 100 130.000 000)
|Eamenkal Dasenh Seauni Standar] Desirnt
[ Faacean heporan Fengmrouaanr dale den - 15 1§
i amaen bapagewisan yang «aded am 18 15 i 5
METADATA bt aatn engan b
TGl laporsn pengaoloan data dan = x
ST bepeg R yar e " 14 1% e 18 s
Inemiantaath ai BonGan bas
To4 012 05 0002 -
(Torichinet: Pk i Jurriah Paket Pakaian Dinan besarta ooy Pakatan Dinas 0 ) o 52 5000600 5 5,000 000 =2 5000.000 2 5000000 52 5.000,000
benerta AUDUT Kelongsapan Atribut Ketongiapan {Pakot)
Toasksantnys Fenanioan Gan | JuMmiah DOKmen Fonoalas aan 1 1
Pang A Pengal drnirat dan 12 12 33658 800) 12 25 000 000) 12 25 000 000 12 25 000,000 1z 25,000,000 12 25 00 000
|Kepeguwnian JCokaman) L
Tataksananys Pendickan dan.  |Jumish Pogawel Bordussrian Tugns | -C4-01 20,0008 -
[Palatinan Pegawsi Barsasarknn  |sen Fungs: yung Merightl Pandidiban w:‘" ""‘::'k':'n'"‘" n2 o 0| 52 20,000,000 s 20,000,000 52 26 000,000 52 20/000,000 52 20,000 000
Tugaw dan Fungs dan Pelatinen (Crang) T"'."mﬂ"“ -
- z Jumiah Grang yang Mengliut 104012050011 -
{implomentasi Paraturan bigin TURTIN ITipke o aitand 52 2 4,196,000 52 50,000 009 5 80 000,000 52 80.000,000) ) 30 000,000 52 80 005 000
P ot (Crmng) - Parundang-Undangan
Torenujudngs Fengeloaan
Aariniateini Unum Pacaoghat, | || 7 Baniace leywharacmisnivel ngel  [1104,01.2.08.- Adminiatons) 106 100 wnER) 100 374 343 000) 109 374,343 000 100 374.243.000 100 374 343,000 100 374343 00|
npmy ki Unmm Perangkat Daerah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

#au Bangunan Lannys

BIDANG PROGRAMKEGIATAN BASELINE 2028 2027 2028 2029
URUSAN/OUTCOMEQUTP INDIKATOR TAHUN
uT ISUBKEGIATAN 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
. e 0 100 [ 00 ) 106
METADATA
T TN [t S80AAN BATEHRLBY (ETIIM 100 100 e ] 0o
Tersndaiys Kanporan irstales | Jumiah Palel Komponsn instaias 10 01.? il
L {an Bang Li - Hantec "‘"""Lw"“"’““" 1 3 5.635,000] 1 5000 000 1 5 000,000 1 5,000,000/ 1 5000 000) 1 5000000
iardor o Drasschahan (Paket) peigplp ;
Joriat Pakel Poraiatan Can 704 012 0B (02 -
Teriacisryw Patatatn den P Kantor yang D Penyadiaan Parsistan dan 3 3 9% 588.100] 5 10,000,000 s 10,60 000 B 10,000,000 5 10000000 5 10,000 000)
Porlanghapsn Kantor | Paiet 3
Tomaduonw Pandatae: Rumdy, - |umish Pabel Persiuinn Canah Tasoon Pﬂ\wﬂbm‘ b uehn-n;m 0 o n 2 14.213,000 2 14213 000) 2 14213000 2 14213000 2 14213 000)
Tanggs yang Disodishan (Paket) [Rpiantey ' o
[Yiiwacinrui Baban Loglsijf it Fratent Batin Loy, Ramtor I"::-::z nﬁ:.nm-h stk 3 3 16.322.900 3 31,240 003 3 41,240,000 a 31.240,000 3 31.240,000 3 31.240 000
earicr yang Disediakan (Pake) ; ian og ; : : ; ! ;
Temadianyn Harang Cetakan dan |Jumish Pakst Bareng Celakan dan 10450200 -
- 1 3 7750000 3 37 750,000 3 47,750 000 3 37,750,000 3 37 150 600
Penggsndann Penggendasr yang Disecuskan (Pakol) ::-nnn.g-mp ’“:‘Mm N 2 0,820,000
O T3 2 00 00E -
Jumiah Dokumen Bahan Gacann dan
Yorsadinry Dnhen ucsi dan, Lo oy Undanganyeng || Trrodaan Eahan Eacea a0 » 16,320,000 [ 7 440 000) 0 7,440 000) 80 7 440,000 80 7440000 50 7.440.000
Paraturan P 1 Dinediakan (Dokurmen) dan Peraturan Parumdang-
Toraksanariya Faslian Jumiah Laporan Faalian Runjungan |1.04.01.2,06,0008 - 3 3 e 2 R 500500 3 S&75.500) { R
i sl gy sl i 1 12 22476.000 1 B 700.000] 700 000 B, ?
Tedaksananys Penyslenggaman [Jumiah Laporan Penyslenggansan 040 HSEEEE
Racat dan K Rapat dan SKPD "“"m"" by i 1 12 162,341 400) 1 250,000 000 1 250,000,000 1 290,000,000 1 250,000.000 1 280,000,000
B an) I;IE“E;
(Lapa
| Tarwujudnya i ) _ 1.«.01&.-: - Pergadsan
: : Ehatahi | o gy N Doty 1 | 1 500,000 1 50,000.000 100 50,006,000
b 1sh s e 100 100 WREF oo 50 000 G0 10 50 000 000 00 50 o0
qlhull\ Sasuni Stondar Pamerniah Deerah
Awabman urst BMO yanyg drencanabuan 1] b 4 3 FL 4
METADATA
Taepet vl BAMD yang S 1 " 2 - 26 74
T4 57 2.07 6o6T -
Tesadanyn Kendaraan Jurminh Unsl Kondarssn
Peinrangan (ras atsu Dines atau Kundaraan Dioas Jabatar, |bordieon Kendiran 1 ) o 2 30000 009) 2 20,000 000) 1 30,006,000 2 30,000 000 2 30,000 000)
Diraa Jobalan oy Drsaciahan (LUnt) g Do
Torsedurya Mebsl "“:""M"'mm““m 1:04,01:2.07.0003 - » E 70 200,000 0 5000000 5 2000000 B 51000 000 s 5000 000 5 5,000 000)
Fergjaduan Mebel
Tambcharnyn Poculatery dan Mpsin [fumist; Unit Persintan den Mesin m]lbmimm 3 1 3 000,000 15 5 000 000) 15 5 000,000 1 5 000 000/ 15 5 000 000
Lmsryn Laindyn yung Lesedinkan (Uinit) R
Tersedsnys Shrana dan dutrlah Urit Sarans dan Prasarans  |194912070010°
Prasarana Godung Karfor aiau | Godung Kantor ateu Bangunan Lainmys nl e ; 3 2 2 000/000) 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000 2 10,000,000
Bangunan Lalnayas yang [sedistan (Lnit]




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG BASELINE 2025 2027 2028
PROGRAMMKEGIA
URUSAN/OUTCOMEOUTP INDIKATOR Nt o
ur 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Torwgudnys Panyediasn iasa 1,04 01 206 - Penyadiaan
Pennjang Unisan Pemanatanan [FES1ese peeyedann 458 0S| jass Ponunjang Lrusan 100 100 REF) 100 122.372.400) 100 122,372 400 100 122,372.400 100 122 372 400 100 122 372,400
Daarah Sanum Standar Pamerntahan Daarah
Rasinan Penyadinan juss
IJrusan Parmmamedad ah 0o 100 100 Lo 1 00
METADATA
dizan Jovs Fanuw
Lirusan Pemerntenan Oeersh 10¢ [ oo i) W
T 04 57 2.60,0001 -
Tetaksananys Peryodiaan Jasa | Jumiah Laporan Paryedioan Jusa Suret 22 |
P ) ; 3 Paryediaan Jasa Surnt 12 12 10231 400 4 12272 409 « 12.372.400) 4 12372:400 4 12,372 400 4 12,372 400
104012080002 -
. Jumish Laporan Pamyedinan Jasa
Ty A TR Gumper Days A din AT Sat 12 12 117590 000 4 100,000 000 4 100 000 000} 4 100,000.000 4 100,500 600, s 100 00C 000)
Sumiber Daryn Axr dan Listra yang D o (Laporan) | Mormuriae Sumbe: Days
e Sty Air s Listr
Jumiah Laporan Peryedian Jass TOR.0" 208 0004 -
Teinecany Jase Peigyanan |0 oran Uniiun Kantor yang Paryediaan Jusa " % 117 430 000 " 10,000 009) 4 10.000,000] I 10,009 000 4 10,000 000 . 10 002 000]
U Kanior s : e o
Tarwujudnys Famslsarasn 1.0401.209-
Basang Milik Doerah F jung  |F iy BMD yang Pemaliharsan Bamog Milk _
—— oo Syl 100 100 100 162 000 000 109 152,000 000 100 152 000 000 100 152 000 000 100 152 00C.000
Smcam Berkaly Caerah
redaan fana My A = = s ™ S
METADATA Jrusan Pemanrinnan [Desrsn -
e | Parynciaarn Jess Feoun) — % : ]
Urysan Serwnnianan Caeran na 00 00 b e 100
1,04 91 2,08 0002
Tersedinys Jana Fomebl aaan, Peryodiaan Jasa
Papax dan | barang dipekhars socam it Blays
Perirnan Kendarsn Dinas beckaia Pamenaman Paiak dan b 19 100w 100: 52150000 Lo 53,150,000 b B2M000 ta R2i190.000 b 2135000
(Operasionsl ssu Lapsngan Parzinsn Kendassan Dinas
e ate i 33
Totwhssaanys Poretharnen  [Jumiah Porsiotan dan Mesn Lamwya LS EPREEEL B e 7 350 000) [ 67 350 000 B 7250 600 e 7,350,000 5 57 350,000 B 57350000
Poinlatan dan Mesm Lainiya  |yang Dipsttara (Unit) : i i
Terinksananys
Juminh Geduig Kertor dan Bangunan
Pemeliharman Hehabatas) ParmnehnhinarRer sbiltas 5
G i antar dan Bangimn EMW} yang DipaiharaCeohabites | SR T 2 2 420 000,000 2 42,600 000 2 32 400 000| F 22 500,000 2 42 500 000 2 32 50¢. 0001
Lainmyn
Teipanutinys rumah leyab huri
Bagl warga negara korban [Ferseninse wargn negare karban 1,04 02 - PROGRAM
ercans an yry terkene [pencann yang mempercien muman teyak | PENGEMEANGAN 100 100 1342 388,250 100 580,000,000 109 1.447.610.000 100 2515000 000 100 285 000 000 100 3 607 000,000
redalasl pkibat program nuni (%) PERLIAAHAN
pacnarinian




TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHUN

it PROGRAMKEGIATAN | BASELINE 2028 2028 2027 2028 2020
URUSANOUTCOME/OUTP INDIKATOR ISUBKEGIATAN TAHUN
ur 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
100 100 100 100 100 100 100
1 1
METADATA
' ] §

b ditangiri s (ehun W
Tordsksanamys Pondataan 1,04 02 201 - Peodatasn
Penyndinan dan Rehabdilas Parspodizan dan
Rumah Korban Bencans stau r::m’“'::"'n""' BENCEN0 V30D | o onabibtani Frumah Koban | na na an i 135 705 009 36 £7.000.000) 55 100 000000 73 115,000 600 100 158 000.000)
Feiokasi Program i |Bancans stau Redukas
Eabupalen/oln |Program Kabupaten/Kota

Jurniah Gasial rawsn boncans yang o0 400 6,00 .00 .00

telah deakusan onbifkes (Kac |

METADATA Tatnials el dmeral v bemeins (W § 11,00 .00 .00 T Vo0
Torsusunmya Deoksmarn Dats Jumbsh Dekusmen Dots idsntifikey 1‘04 i 2 0:;" L-ﬂun
Lahan Potansial Sebagal Lokasi | Lehan yang Polensial Seiagel Lokes i -:IL a na ne 1 12646 0001 1 19,000.000| 1 35,000 000 o [ o Q
P Paremanmn (X Reinasi Perumahan
Tesusunmya Dokumen Data Jumiah Dekuren data Rumah yang 104022 01.0004 -
Rumah Terkons Bancana Terkena Bencana Kabupalon/Kota Pendaraan Tingkal
e akan b ‘ Rurnah AXiE o na na 1 17 640 00D 1 18 000 000/ 1 30,000 000 1 27 0o poo| 1 38000 0004
Tinghat Kerusakan Rumah (Cokuman) Bencana
T“uwmwm:‘l  Sumish D Dat Rumah 5 1.04 02.2.01.0006 -
A (Ml Mayyaraaat, Humah Susun, dar 1 a T.199 000/ 1 14,462 009 1 12 000 000/ 1 22.000.000 1 20000000 ¥ 28 D00 000
uirmah Susun, dan Fumah
< Rumah Khusus (Dokumen)
1 bk D"“""‘";:" Jutniah Dokuer Data Rumah o Lokas
r':,"‘ Rm;’:"‘ B |, ang Berpotens: Tesena Reikas 1 ne na 1 £ 030 009 1 11000000 1 20006 000 s 19,000 000 1 25 000 000
; o Pragram Kabpatenote (Lokumen;

Tersusun dan Torvenliasays 1.04 .02 2010008 -
Doaman Date Bkl Coten Jmigh Dokyoun: ucs BN el Pendataan dan Vesrftan
p ” bagi Ponatima Ww Masynraiat yeng
Mas yang T nmkm;u;r:wm bag: b akat yaog o na na 1 4 410000 1 10000 000 1 18,000 DOC| 1 17 000 000 1 300G 000
Resckani Program ! nany Terkera Reloknsi Program

Kabupatenols




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG BASELINE 2028 2026 2027 2028 2029
PROGRAM/KEGIATAN
URUSANICUTCOMEQUTP INDIKATOR SUBKEGIATAN TAHUN
ur 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGL TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Tarsusunnya Dokuamen Dot |Jundah Dkuren Data Rumah ot Lokass || 4922810098 -
Funah gi Lokosl Rawan Bencana |Rawan Boncana Kabupatentols : o 1 258 Qo0 G0 L] 67 367 000} 1 11.000.000| 1 20 000 000 1 16000000/ 1 25.00C. 000
(Dok Lokasi Rawsn Bencana
aliapelaciton ' Kabupalan'ficta
Tosunany chan ma Jumiah [ Duta Bakal Caion F‘ 04 II?:.:‘I,:‘}W =
Doumen Date Bakal Calon Ponerima Humah bagl Korban Bencana
: Calan Penenma Rumah ] na na 1 5250 000 1 5000 00| 1 15 000 000 1 14 000 DG 1 18 000 000
Penering Rurmah bagi Koman :‘mwwxm yang Tervenfikas] g K
Tedaksananys Keglatan 1.04 02.2.02 - Sosaksasi
Sosiabuas dan Parsippan | Perasntase lertaksanyn Sosialnss dan |den Persapan Peryedaan
Rumah M::nﬁumm -:u I::mlh Korban uuw:':w Felokam ::!n.- aumma‘:um ° 0 W00 1% AHEIROm b 16.R0ma00 e e 100 100000
Reiokan Program | s sgravn Kabupsten/Fote Relckas Program
Matupaten/Kola Fabupaten/iota
Hslsak COBLSANDAT LOBlHILES 10 W 0 0 0
NEEFADATA W p—————— | ] 0 0
1.04.02 2 02.0009 -
Tersosialisasmys Pongembangan J"'"""I':_'?"“ yang Mengiuli Sowialisas) Pangembangan
Pacurnahar Bani dan Mekanisime m“"““”' engembangen Parmenan o manan Bar dan o ne na 0 16,711,100 10 11,610,000 0 16,000 (00 1 14.000.000 0 14 00C 000
(Akases Pambimyman Perumahan | il : Makinzsme Akses
Ll g Pemblayaan Perumishan
104,022,105 -
il - F ':m:"‘“" Pressntass rumah kothan bencana sta | Pambsngunun dan
raiokisi program Kibup yang FRumah Korbai o 100 400.000,000| 100 A70.000.00| 102 1.115,000.000 100 2.01%,000 000 100 1,75 000 000 160 ZaGY 000 600)
Bancana atau Raloknal Program ; il
Kabupatan/¥ola
RGN Fanan Kortan Bencana stau ] 1 1 1 1
Aalokan Progeam Kasupaten ots yang
NETADATA el
ks Geluruh Fumah Rorbart 1 1 ] 1 1
Bancens atsu Faloans Program
Matpatun Kot
Tumiah Tuman Rorben Bencana .04 02 2 03 0001 -
Te-uhabiftasicya Rumah bog) oy L
ik oumiclii it yang Frehahfitas: Fumah bagi 0 10 200 000 000 ] 110 000 000 10 112 600 000 0 200,000, 060 0 180 000 090| 10 250 000 00|
\simah Dagl Korban Bencans |1 0400 2 -
r-mww.wlﬁ" EEH o & S .
it |F 200 000, 330 000 000 [ 800,000.000 5 530,000 T40 000000,
B i i Vol | yang (Ui o Bl 000,009 5 000 000 5
104 07 2.03. 0000 -
:;"""".'""‘""‘1“' Sept Jumiah Rumah begl Matyurmhol yany | Pembsngunsn Hunah bagi
& mies "':‘n""' e Tertampak Rolokasi Progiam [Maeyarmint yang [ na na 1 160 000,000 2 672,000,000 10 1218 000 000] 10 1,035 000 000 10 1 507.00C 000/
okl "‘:‘. Mntupaten/Hols (Lint Rumnah) Tontampak Relokesi
| Program Kabupaten/Fota
1.04 02 2 05 - Pembinaan
Tedsksananys Perinasn
Rumah Sutun baberiedissiyed e “’"‘wm_m‘ Suoiy Ay o 100 412,048,100 100 210602.000) 10 1E7.000.000 100 339,000 000 100 378.000.000 100 496 000 000)
Urnum danvatou Ruemah Khesus yerg
s
JUITHAT) TGV Thisam Limim) caniatsy 7
et KPkus gl demlels [kikau)
Jumiah Gsduruh Rumah Sosun Umum T
darotey Fumam Khisus (iohasl)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
EIDANG proGRAMKEGIATAN| SZSELIE 2028 202t 028
URUSANOUTCOME/CUTP INDIKATOR uN
uT /SUBKEGIATAN 2094 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 04.02 2 05.0002 -
Tesimiaanarys Penatausanaan | Jumish Dokumen Ruymash
Pemantsuian Rumah Sutin Susun Umam dan/atay Ruomah Khusus | Pemardsstan Rumah 1 4 412 048 100) 2 207 209 000 12 178.000.000 12 316,000 000 12 345,000 000 12 471000000
Unrnsrn darvstay Rumah Kausus  |{Dokuman) Susun Limum daniatau
Rurnah Khusus
esiaksananys Pongendaan dar |Jumian Dokuman Hasll Pengendakiar. |01 0c.4 07 0004
Fengawusan Melassanasn dan Pengawasan Peliksanam F""'_“"‘N s [ no na 1 8 400000 1 11.000.000] 1 20.000.000 1 18,000,000 1 25000 000|
Penuatan Rumash |Penjusian Rurnah (Dokuran) Penmstan &
Tedaksananys Pensrbdan inn 1 (4 02 2.06 - Pererbitan
PeTRenmam o e ¥ P o e 100 14238250 100 46,974,900 101 47,000,000, 100 95,000,000 100 2000000 100 442 000,000
Sesum Standar Farumahan
1 Pengambangan Pocusmashan ]
rasiiian 1
METADATA -
f) Fhesgiibetigare Paeuimanan
LFUn Wik terbaniy |
Temununnya Fesopaksian 104 02 2 06 0001 -
Karmitmen dengan el ww.“‘“? T”:”tm 9301 1 agiitasi Pamenatian
: i ik Fombe K
Pambangunan untuk Penerbtan, | Foman Uitk m""“’ a1 Pambangunan dan ne na na % 10 442 000 2 22,000 000) 2 40,000 000 2 % 000 000 2 50006 090
el Pu ot A m N " Pengembangan
Pangambangan Pemmaian £l I -I Parumahan Tenmegras
Tedrtegras Secarn Elekiranih Secare Elskironi
Tedaksenanyw Koordnasi dan [Juminh Laporan Hasi Keoordinas dar 1 s
by han il i oy P iinlia: 4 4 1428 250| ” 35,432 000 H 25,000,000/ 12 45,000 000 12 258 DOC 000 12 392 000000
F (Lspann} 1 2 i
Meringhatiya husitos kawssn o hiopson patric 1,04.03 - PROGRAM
rumun ibewan 10 He yang dangan |l o e sauan | 4482 19,08 as 2 000 000 000] 3035 2 900.000.000| 4480 3000000000 80,52 4030000000 7851239568 5 000 000000/
' . (%)
.;,,.I-,:- e fur ih - 0 " b 3 i o
10 e pmng ddangan
METADATA
bt ‘:"I’j:" P ATTEN e 95 5242 424 24 24 124 24
trmah 10 Ha
'rn.-nmwmmm 5 rmioh dok Sy Yevkit Isin ;:E:ol-?«a::m
. granan dan pong - P ""“'I e 1 4 31736 500 1 15 000 000)| t 15.600 000 1 50 000.000] 1 201,000,000 1 505,000 000,
P 5 hawasnn posmukiman m i
Tetaksananya Koordineai dan Jufniah Laporan Hasd Koordnaal dan )04 m.z.o;m
P K it 2 4 31.798.500| @ 15 004,000 H 15.000 00| 2 500 000 000| 2 50,000,000 H 90 00¢ 000
¥ Famyelenggarsan
F F iLaparan) P KiTaliry




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG PROGRAMNKEGIATAN| BASELINE 2025 2027 2028 2028 2030
URUSAN/QUTCOMEQUTP INDIKATOR TAHUN
Ut [SUBKEGIATAN 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
T Fagiatan e 104 032 02 - Perataan
Poratasn dan Peningkatin v "“I ""‘:‘"‘I“" - dan Peranghaten Fusinas
Musitas Keawssan Permulaman Harwasan Permukiman 1 1 FVALUE! 1 10,000 000 1 10.000.000| 1 100,000 000 1 130000 000/ 1 100 000 000
K dengan Luas o Bawah 10 [PTSATAN umiuh e0gEn S By, gengan Luas @
8 Ha bewaty 10 (sopubuh) Ha (Kogatan) Bawah 10 ) Ha
[Tortaf Dkiarion Rebionan B9 |1 04 05,2 02,6008 -
Tersusun/Tertview/Tedegalnann |PKP yang S ———— 1 2 416 407 000| 1 5000 000 1 5.000.000) 1 50,000,000 ' 50,000,000 1 50000000
ya Katiukan Bdang PRP T T i il Bciang PKP
| Courmant
104 032 02 0014 - Surve|
Tathhsananys Surve: dan [Jurniah Dokurren Hasl Survel dan
pan Lokesi F tapan Lokaa) F an |0 P‘m‘“‘” 1 na na 1 5000009 1 5,000,000 1 50600 000 1 50,000,000 1 506,000
s Parmkiman Kusmsh Prstraakaman Kumuh (Dokuman) B e it
104 032,03 - Penngkatisn
Torksrivns mn Hialas Kawasan
Manwirsan Peemubiman | Cokupan lyanan rumah [@yak buis yang| Prarmukiman Kol 15,052 RO 50,00 1975 000 00| 50,26 2 875,000 000 4054 2 B8O DOD G00 a8 3050, D00, 000/ 48,03 4 850.000.000)
Kurmuh dangan Luas o Bawah 10 [larangkau yiog maponail gender dengon Luas di B 0
(Soguidhy Ha {Sopuluh) Ha
JurHah rensh lasgys MBR yung
il el gk Tueni dan "
T T —— Lol 15,794 T8t 3745 1881 38
METADATA {aewn)
Jurmiar ruman tangogs MER pade wurun
winkly terleetu (unit 36481 30,690 15106 7555,0 28140 1853
104 03 2 03 0007 -
Tedaksananys Perbailen Rumsh |Jurnist Rumah Tidak Layak Hunl yang Parbad.an Rumah Tidak 833 05 2144 901 000! 128 1,000,000 000! 128 2 000,000 D00/ 128 2.080.000,000] 128 2 550 000 000 128 2 5600000001
Tiesak Layak Hars Diportiikl {Linit Rurah} o
Tofnksannoys Koordinesi dan [ Jumiah Laporan Hasi dan |12 :'m,. =
Penyelenggarsan Penyolanggniaen ,,""‘““"""" 1 1 14238250 1 20,000,000 ' 20,000 000 1 0,000 000 1 50,000 000| 1 50.000.000
Pomugs Pemuga
Parmukiman Kumuh K (Lapomn) B, . I!
104.032020013 -
Ternksananpe Pomugam & Lias Parmukiman Kumut yang Dipugar | Pelaksanaan 8 1"z 3 049 537 837 8 355,000 000 E 855 000 000/ & T20.000.000] [] 1.240 00D, 000 85 2.240 000 000
Kawasan Permukiman Humuh Ha) Kawasan Pormolinan
Wb
1.04.04 - PROGRAM
Prisontass Ponpngansn RTLH & Luar
':‘“’""""““’“"’”’ml Harwsan Permusiman Kirmiuh dengan :wulymwm T L na na 105 053673303 1174 7.734 736088 13,30 #.854 208 00| 5,34 2mszesom| 1892 5,081 294 993
S PO Lims o Bawan 10 (Sepubih) Ha (%) |1y
BTLH & e ks
A0 Wil denar s O . a8 w0 e Mo Pt
METADATA i
an 3 . . 23 1754 14as




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG BASELINE 2028 2028 2027 2028 2029 2030
URUSAN/OU INDIKATOR PROCRAMMEGINIANY, il
TCOME/OUTP
ISUBKEGIATAN
ur 2024 TARGET
KINERUJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
& Turrialy UGN layak buni yang | 1.04 04.2 01 - Parcegatan 20 na na 0 8053 673 303] 25 7,754,736 DGB| ETE ) 6 854 795 000 50 2775 295 000 00 5081 254
F dan 0 Perumahan dan Kawasan
Parmukiman Kumuh pada Deeiah Permuriman Kumuh pade
Kabispalenikola Daerat Kabupaton/Kota
na P31 214 M8 215 ™
METADATA
na 1077 hoz na7 411 ane
704 042,01 0001 -
ar Burndh Parbakan Ruman Tidek
Torasananys Perbakan Sum= |Jurian Rumab Tefak Laysk Honi untuk[Lyak Huni untuh
E‘m ng:“ T‘::;“; 5 Pencogahan Tarhadap Tumbuh dan | Pancegshan Techadap
| ol Ll wrnbuh
i s Erkonbiayoeryw Patmmar Sutsun df | Tikmiih oy 5386 na na 512 53 873 308] 512 7 754,736,068 512 6654 265 000] 512 2775 266 D00 512 5061 204 499
Luar Kt Barkerbangnys
Jrra £ LUK Pawetsan dengan Luas ol Bawah 10 (Seputuh) Ha | Permukiman Kamih di
Bamibra HUmih Luas | Diperlid (U Rumah) Luar Kawasan Pamukiman
i Bawah 10 {Sepulub) He it e Lusk.8|
Barveah 10 (Sepusiun] Ha
1.04.05 - PROGRAM
e y diinn PBU Prrsentase perumahan yang sudah PEMNINGEATAN
v itsnghapl PSU (Prasamra, Sarana dan [PRASARANA, SARANA 5483 62,18 70,26 300,000 00| 79,18 B, OO0, 000 89,08 600 000 000 95,32 BUG DO 000 il 2e 800 00C 000
parumahan Liilitas Urmstm) (%) BAN UTILITAS LIMUM
{P5L)
e PRI 2208 2478 563
(TVeTIAR, Tt AToa RALRGLE 0% S p oo =
Tedaksananya Unisan " .04 05 201 - Upugan
Penyslanggsman P51 il pyeiian "'I ekl PEl @ Eil 15 852.480 405 o 300000 D09 w2 00,000 D00 B 800,000 000 o« 00 000,000 ws 800.000.000|
Parumahan Prarurmahian
14 010008 -
T -  dan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang o:: # dan
v Dil @ dan
] o 4 009 4 200.000-000 a 200 000 4 20 000 00D 4 00 000
Pomsret e, S e s, Sacm, . [OEOTI |4 s - : smoon o
Uis M L ot & Porumatian
1.04.06.2.01 0012 -
Jumiah Lokisi Pensmahan yang | .
Tersadianys Prasarans, Sana, | oo bocannn, Garang, dan | 7C0aa0 PrEserEna 1 0 i 1 800,000.000 0 500,000.000 10 500,000,000 10 50 000000 s 560,000 000
dan Uiditas Urmum di Perumahan L fitas m (Lokas) Sarmna, dan Uies Urnsm
i Porumiahan
[MiermgRatrya sorunwas aan [Peraeninse Seriian dan Registas) *
registrasi bagl orang ateu badan lhagi arang atou bedan hukum yang PENINGKATAN
P yang i dan PELAYANAN
s s P Saranadan  |SERTIFIKASY, 0 i na 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000 000 100 30,000.000
ruriah serta perencanaan Uilitas Umum PSU (%) KUALIFIASI,
prEsarans, sacsne dan utidas FLASIFIKAS], DAN
utriumn PELU teighst kernampuean REGISTRAS| BILMNG
|FERUMAHAN DAN
It Fengarmpangan Parumanar i
METAR IAh PEnGaITBAnGan Pormanan
Bitaly winhAL) bbby 2
rrimngusulian
G Soriilikan dar regi
Tardaksananys Sertifias dan i stnu Badan Hakum 1,04 06.2.01 - Bertifikas
Registrasi bag Orang aisu Badan ?::'um . ot b dan Rogisirasi bag Ormng
Hultm yang L otnah mu stau Badan Hukue yang
ey ::" e . samna dan ullilfas urmum p' :‘: o "“‘m
umsh sarts Pargrcanain PEU it 100 g 3| Al 30,000.000) 100 30.000.000| 1 30000 000 1 30000, 000
Prasarans. Sarana dan Uliles Porancanssn Rumsh sena n na "y 000,00 L 20 000 o0
Urrum PEL Tingkal Kemampuan Pemncanasn Presarsns,
Kool canaan rumah serls Sarana dan Ltilitas Unum
[POrANCANBAN [IASEMENE, Srana PSLU Tingkat Kamampuan
dan utiiiten umum PSU (=]




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG PROGRAMKEGIATAN| BASELINE 2028 2027 2028 2028
URUSANQUTCOMEQUTP INDIKATOR TAHUN
uT ISUBKEGIATAN 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
harreah seriShas den regaites g
B ang tacpoa ian
METALDATA bty wnrbila e da
oenng iy Bidan H
prosui Py )
o -
par,
dan utirtas Wit PSU
1.04 06 2 01.0001 -
T,ﬂmntmmnw nl: Jumish [op— dan " o
dary Registrasi Pangembang o) iy 0 na nal 2 30 000,009, 2 30 6100.000| 2 40 000 600 2 30,600 000 z 30 00,000
Parumatian dengan Kl kasi 9 ] Raginiant Pangerbmng
Kook dengan Kundifkasl Kecd (Lapami) Perumnahan dengan
o Kualifikas| Kecd
PEMERINTAHAN BIDANG 5,095,000.000 4.085.000,000] 4,065,000 000f . 4,035,000 000 3,085 000000
210,04 - PROGRAM
Persantass (einalesnikantya kasus ¥
""""‘u""“‘n;"""""‘""" [aah garpan yang beium bersaddial m‘“ 'ELES‘T Al%u 100 100 3,239 900) 100 £ 000 000 100 5 000 000] 100 5,000 000/ 100 5,000 000 100 5 00C.000
peOgHeinarien auieRn yang dilskuian melall modias! (%) i
Jurniah [ldte Scson Hasd Madan
Penyeletmun Kadus Pedanshan dalam = ' 3 ] 3 3
T {Galu] Clasran Kalparar Kom
METADLTA Lersaiesasnn
Jumsah Berita Acars Hesl Medios
Panyessminn Kavs Pacdanalian d 3 3 ] a 3
1 (Baiy) Dewah Kabupstaniiota
Tor 200a2m -
Senghets Tansh Garepan dulsm | Jumiat kasus yang terdiftar Mhelrmassmi 3 3 329,900 3 5,000.000] -1 5,000,000 L} 5000 000 3 5.000.000 3 5.000.000|
| Tahah Gampan delam
(ol atnapabirs ol Gaerar Kabupator Kota
Tednksananys Madias sorrioh Berks Acers Hest Mactes) |[210.04.2.01.0004 -
Penyslessian Ko Pony i o | Partarwiuan daiam 1 3 3 3 230 900 3 5,000 000 3 5,000 000 3 5,000,000 s 5,000,000 3 5 000 000|
ciainm 1 {satu) Danimh 1 [Satu) Dwerah Kabupatun/ots (Batia - DO
{sartus) Diveraly
| Kabupatenitota (Acara)
210,05 - PROGRAM
4 ganti W ugian | PENYELESAMN GANTI
kirugean dan santonan tanah dan aantunan tansh uhtus KERUGIAN DAN %5 100 7.174.913.940] ) 5000000000 93,33333333 4.000.000.000 £ 4 000 000 000 " 4,000 000,000/ 85 3,000 000 000)
untuk > ™) SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGLUNAN
Lisod lahian pang Statiass s paus e 2
81 ’ 0 5 "
METADATA n i [ l
Lisas taman wing Obuiunkan a0 0 5
21005201 -
Tertakzanarys Ponyelssaun Parmpeissaian
Masalah Gantl Kenusgian dan Gandi Kensgan dan
Santunan Tenah unbuk 'r""j:;"""""‘m"’""'““’smmwanum 60 10000 7174913890 0 000 000,000] 1 4,000,000 000] 10 £000,000 00| 7 4,070,000 000 £ 3,000,000 000]
Pembangunan pish Pemeruitan | Pembangurian cleh
Daarah Kabupaten/Kola | Pemarntah Daersh
i: 10.052.01 0001
:Lﬁ'uﬁf'xf‘??;ﬂ smia Kepatusan Bupatiall Ko |estspan Oaflar
Bitasoa Penarina o nan |TErtang Panetapan Panedma Santunan | SR IR N 1 3 7174913 950 1 5.000,000.000] 1 4 000,000,000 1 & 000,000,000 1 4,000,000 000 1 3 000000000
Tansh (Tunah {Dakumen) (satu) Daarah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

GiDANG PROGRAMKEGIATAN | PASELINE 2028 202 2028 2028
URUSAN/OUTCOME'OUTP INDIKATOR - TAHUN
o ISUBKEGIATAN i TARGET
KINERJLA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
210,06 - PROGRAM
P tanah Ctryet L TANAH,
Bhaay marysrakal rou
yang siap dewdittriousian yang | DAN GANTI KERUGIAN o) = 200060 000 o % 000 38
ternadap lansh Obsek Raforma o Lohab PROGRAM TANAH [ na nal s 35 000 35 Ll 35,000 g o5 DOC 00|
(Agrana (TORA) dan tanah abeantes KELEBIMAN MAKSRILM
L [} L5 &
METALDATA
g b dinmdate ab o
dan lanah keisb D
funan abimantes (Ha)
7.10.06.2.01 - Parstapan
Tedaksananys Panstapan Subjek Subjek dan Ghjok
aan Objuk Rediatribusi Tansh J“““"‘d;“:“”"‘ :'Wm" blovisd l""w o 4o | REGBHbUS: Tanat srta
serta Ganki Karugian Tansh gantt kerugian tanah knletihar (inl e T At 1 na na| 1 29 600 000| 1 35,000,000 1 34,000,000 1 5 000 000 1 35 000000
Kalebitan Maksimum dan Tenah AT e rh pr— Halabshian Maksimum dan
Absantee dalam 1 (Batu) Daarah (satu} doerss tdokumen) Tanuh Absenbes dalam 1
Hatapaten/Kols (Satu) Deerah
K
79008 2 81 0004 -
T"'l"""":“: m""";:::" aurnia Do Hasl b dan |Hoordinasi dan
Sinkrontsas| Panetanr | Sinkionisasl Ponnlsan Absos dalom | Penataan Akses dalam 3 i @
o f Pe Tanah datam |Femantaston Redstibun 9 e ne 1 19:000.000 10,600,000 1 10,000 000 000,000 1 10,000 000)
Tanah daiam 1 (Saty) 1 t5iu) Kabapaberniiots (Dokumun) | Tana dalam 1 {sstu)
bupaten/iiots Habipaton/Fota
[2 10.06 2 07 0ooe -
Tetaksanaaye Koordinasi dstam  [Jurmioh Bors Acara dolam rangka  [£ 109201000
rangka Penatean Aset Reloma | Koordnas Penataan Aset Reform it Fo 0 na nal 1 25000000 1 25 000 000 1 25 600 000 1 25000 000) 1 25,000,000
Agrenn Agcadin, (Borts Acsra) 20
3 e 2.10 0B - PROGRAM
ol tanah kasong yang eIl | et GLAAN TANAH 9 0 88 062 500 ) 10,000 009 o5 10000, 000) 1 10,000 000 5 10,000,000 s 10.000 00|
Rusong i KOSONG
FiR: ' H ar 4780 4780
RETAERIN Tt panghen s sa 0
Pamiie Techarsg ) .
2.10.06.2 02 - bnvenlariass
Tesknanunye imvertistsssl dan. | Jumieh bideng tarslr ying telen dan Pemantagtan Tanan 50 20 £8.062 500] 5 160.000,600 0 10,600,000 & 16,000,000] 20 10,000 000/ 20 10,002.000)
|Pemantaatan Tanah Kasong i Tvantansas: (bedang) osong
Tedaksananys invenianses dumiah Laporan Tanah Kaagng dalam 1 |2.10.08 2 02 0001 -
Tanah Hosong dalam 1 (Baty)  [{Gatu) Kabupatan/tots yeng Pk sariaan Fraotanass: ] 4 8 062 500 2 10 000,004 2 11.600.000| z 16,600 DOG 2 161000 DOO 2 10.000.060]
Kabupaten/iota Durvantansas, (Laporan) Tanah Hosong




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
» PROGRAMIKEGIATAN | PASELINE 2025 2026 2027 2028 e e
URUSAN/OUTCOME/QUTP INDIKATOR ISUBKEGIATAN TAHUN
ur 2024 TARGET
KINERJA PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
- tan 2,10.00 - PROGRAM
= o PENGELGLAAN [ZIN 100 100 4 844380/ 100 5 000 000! 100 5.000.000] 100 5.000.000, 100 5,600,000 100 5 000 D00
minmaiki tanut tanah (%} | MEMELUKA TANAN
T aTgu] pangeRiARn (50 ek e ¥ ;
METADATA m!h!:sﬂ‘u pengaieann (2l mermboks E
Lanan L <
Torsksananye Penorbilen lzin [Jurmlah parmchonan izin membiuka 2 10,00 2.01 « Penerbitan
ettt umy:'m W) i Aot Toads z 2 4844 350) 2 £ 000,000 z 5 000 000 2 51000.000, 2 5000 000 F 500G 000
(Terdaksananys Kegistan Jumiah Dokurnen Keglstan Koordenasl  |2.10.09.2 0% D001 -
finasi dar: i don Sl inasi catamm mngka da
datam rangks izin Ik IlTlruul" Pamberian le: Membuhs 2 & P i : 5003000 2 5000000 2 B.00n00q 2 5,000,000 2 500,000
[Membula Tanat | (Cokumnan) Tprah
Meningtatoys b pesienshon 210,10 - PROGRAM
dan kepastian tukum bagl ¥ Luas Lahan O o RATAGUNAAN TANAH o 100 50,711 450] a8 40 000 000 as 40,000,000 % 40.000.000 o5 40 000 D00 95 40, 00G D00
|p=megang hak atas lanah
Frouigasl lusa [shan Par = r
) Dersarihal 580 6 470 80 2055 10
METALNTA Target huss whin pednds yang i -
barrsartinal 70 85,80 70 50 &t 3 0
2.10.10.2 01 - Penggunsar
Tetaksananys Panggunasn T yang Mn 5
Tansh yang Hamparsnnys dulam |Luas ishan Pomda fersertifikat farm sab D o 50.711.450] L 40 000 000 50 40,600 000/ 40 A0 000 000! 30 40,000 000 % A0 DO 000
safu Daersh Kabupaien/iols K
Teraksananye Koomdinas: dan Jumiah Dokurmen Koordinas dan 210.10.2.01,0003 -
ey il it A e S 4 ] 50.711.450 4 40.000.000) “ 40,000,000 4 40.000.000 4 40,000 000 4 40,000,000
Kabupaten/Kola { Crokisman) Tanah Kabupatentola




TABEL PENGUKURAN INDEKS DAYA SAING
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN
URAIAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Luas Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten) 285,6 230 274,4 268,8 263,2 257,6
Luas Wilayah Kota Kumuh (Pusat Provinsi Kabupaten) 521.922,40 521.916,80 521.911,20 521.905,60 521.900,00 521.894,40
Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan 0,055 0,0536 0,0526 0,0515 0,0504 0,0494
Persentase Kawasan Tidak Kumuh Perkotaan 99,945 99,946 99,947 99,948 99,950 99,951
_ ~=Malili, 18 September 2025

A

Perumahan, Kawasan Permukiman
&ranalan Kab. Luwu Timur




